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Abstrak

Tata kelola ekosistem gambut masih menuai banyak persoalan, sebab menyangkut banyak
kepentingan khususnya kepentingan masyarakat yang tinggal di atasnya. Tulisan ini menelaah
tata kelola ekosistem gambut dari sudut pandang aktor non Negara, berkenaan dengan peran
dan strateginya dalam arena lingkungan hidup yang berkelanjutan. Kohesifitias aktor non
Negara dalam tata kelola ekosistem gambut berkelanjutan berdampak pada menguatnya
tekanan pada pemerintah untuk menerbitkan kebijakan pengelolaan gambut secara simultan.
Aktor-aktor tersebut dapat diidentifikasi seperti Jikalahari, WALHI, Cifor, WWF, Green Peace
dan lain-lain. Kajian ini mengungkap bahwa hadirnya para aktor non Negara itu mampu
memobilisasi keluhan kolektif publik dan struktur politik sehingga meningkatkan tekanan
kepada pemerintah. Aktor non Negara juga mampu berperan sebagai gerakan sosial yang
mendorong kesetaraan relasi kuasa, dengan mempengaruhi kebijakan, penegakan hukum,
perilaku pasar dan sektor swasta, serta mempromosikan pengelolaan lahan gambut di tingkat
lokal dalam rangka penguatan tata kelola sumberdaya alam di Indonesia.

Kata kunci: aktor non negara, tata kelola lingkungan, gambut, kohesifitas dan tekanan politik

PENDAHULUAN

Perdebatan mengenai tata kelola gambut akan terus menghiasi ruang-ruang
diskusi masa kini maupun masa yang akan datang. Ekosistem gambut yang dikenal
sebagai ekosistem lahan basah tidak dapat disamakan pengelolaannya dengan
ekosistem lahan mineral. Karakteristik gambut berbeda secara spesifik dengan lahan
mineral mulai dari tumbuhan yang ada di atasnya, cara pemanfaatannya hingga dam-
pak yang ditimbulkan jika mengalami kerusakan. Lahan Gambut mengandung akumu-
lasi bahan organik dalam kurun waktu yang lama berupa sisa-sisa tanaman dan
jaringan tanaman yang melapuk. Lahan gambut menyimpan karbon sebesar 30%
karbon dunia dan memiliki daya tanah air yang tinggi sehingga berfungsi sebagai
penyangga hidrologi areal disekelilingnya. Lahan gambut tidak hanya memiliki fungsi
lingkungan dan produksi saja, namun juga terdapat fungsi dan manfaat sosial dan
ekonomi bagi masyarakat. Pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan sudah tidak
dapat ditawar-tawar lagi, Indonesia bahkan meratifikasi konvensi iklim PBB sebagai
wujud keberpihakan Negara dalam mengembalikan ekosistem gambut seperti sedia
kala.

Kerusakan lahan gambut akibat ekspolitasi berlebihan pada dua dekade terakhir
memantik perhatian masyarakat global. Bagaimana tidak, kebakaran hutan dan lahan
gambut bahkan mengancam keselamatan populasi manusia karena pelepasan biosfer
dan meningkatnya karbondioksida yang sangat berbahaya bagi masa depan generasi.
Bicara soal kebakaran hutan dan gambut, maka Riau adalah laboratorium yang paling
pas untuk melihat bagaimana regulasi dan implementasi di lapangan berakibat fatal
selama berdekade. Tanpa menyebut kejadian terparah tahun 1997 lalu, kepulan asap
kebakaran hutan gambut parah yang terjadi pada 2015 misalnya, telah menutupi
hampir 80% wilayah pulau Sumatera. Dan nilai kerugiannya diperkirakan mencapai
221 triliun rupiah se-Indonesia, dan hampir 20 triliun rupiah dari kebakaran hutan di
Riau saja. Berdasarkan data dari Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian
(BBSDPL), luas lahan gambut Riau pada 2019 yakni 3.564.948,39 hektar atau sekitar
40% dari luas Provinsi Riau 8.702.400. Sehingga gambut secara fungsi sosial, kultur
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dan ekonomi mempengaruhi kehidupan masyarakat. Sementara dari sisi fungsi ekologi
dan iklim, gambut dengan kekayaan hayati di dalamnya serta kandungan karbon emisi
yang diserap bisa berperan menghambat laju pemanasan global penyebab perubahan

iklim (https://pantaugambut.id).

Gambar 1. Foto Kebakaran Lahan Gambut

www.ranahriau.com/berita-1513-perbaiki-933000-hektare-kerusakan-gambut-riau.html

Sumber: https:

Pada Januari 2016, Presiden Jokowi mendirikan Badan Restorasi Gambut (BRG),
yang diberi mandat untuk merestorasi dua juta hektar lahan gambut sebelum tahun
2020. Upaya restorasi tersebut mencakup pemetaan pada provinsi-provinsi yang
rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan, peningkatan muka air lahan gambut,
penciptaan mata pencaharian alternatif bagi masyarakat lokal, dan pengembangan
tanaman alternatif untuk lahan gambut. Kompleksitas restorasi gambut menekankan
pentingnya peran serta aktor non-pemerintah dalam mendukung upaya pemerintah.
Beberapa lembaga sosial masyarakat (LSM), universitas, dan perwakilan pihak swasta
telah melakukan kegiatan restorasi gambut, termasuk di provinsi-provinsi prioritas
BRG. Kegiatan-kegiatan seperti ini ini melengkapi upaya Tim Restorasi Gambut Daerah
(TRG), yang menjadi ujung tombak pelaksanaan proyek-proyek restorasi gambut
pemerintah di daerah (https://wri-indonesia.org).

METODE

Tata kelola ekosistem gambut tidak dapat diukur hanya dengan mengkuantifikasi
upaya-upaya pemerintah, anggaran yang telah digelontorkan hingga kelembagaan yang
ditugaskan. Namun, melihat tata kelola dari sudut pandang tindakan para aktor non
Negara menjadi lebih menarik karena mampu mendorong perubahan sikap Negara
terhadap ekosistem gambut. Maka untuk melihat peran aktor non Negara itu, kajian ini
dilakukan secara mendalam melalui pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan
ketersediaan data secara empiric yang diperoleh dari studi dokumentasi dan telaah
data sekunder lainnya. Guna menganalisis data tersebut, digunakan teknik interpret-
tative yang memungkinkan memberi makna secara mendalam terhadap tindakan-
tindakan para aktor berkepentingan dalam tata kelola ekosistem gambut.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Tata kelola ekosistem gambut memerlukan campur tangan banyak pihak,
tujuannya ialah agar timbul kesepahaman bersama mengenai pentingnya tata kelola
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ekosistem gambut untuk generasi yang akan datang. Ekosistem gambut mestinya tidak
hanya dipandang sebagai sumber daya ekonomi melainkan sebagai budaya masyarakat
yang tinggal di atasnya. Masyarakat dalam kawasan gambut telah beradaptasi sejak
lama dan tidak ada tanda-tanda kerusakan signifikan akibat aktifitas mereka di atasnya.
Kerusakan ekosistem gambut justru terjadi ketika Negara hadir dengan dalih
pembangunan dan kesejahteraan dengan memberikan kuasa pengusahaan kepada
korporasi dan aktor-aktor ekonomi tertentu yang memiliki akses regulatori kepada
Negara. Oleh sebab itu, kampanye mengembalikan fungsi ekosistem gambut menjadi
titik balik kepedulian Negara pada ekosistem gambut. Pembahasan berikut ini dimulai
dengan melihat posisi negera dalam tata kelola ekosistem gambut dan selanjutnya
membahas mengenai kohesifitas aktor non Negara dalam tata kelola ekosistem gambut
di Riau.

Posisi Negara Dalam Tata Kelola Ekosistem Gambut

Kasus kerusakan lahan gambut telah menyadarkan berbagai pihak utamanya
negara. Negara memandang bahwa pengelolaan ekosistem gambut perlu diatur untuk
menjamin keberlanjutannya dimasa yang akan datang. Kasus kerusakan lahan gambut
akibat eksploitasi berlebihan yang dilakukan oleh korporasi maupun perseorangan
berdampak luas dan memantik perhatian dunia internasional. Pemerintah Indonesia
menempatkan persoalan ini sebagai prioritas sehingga penanganan kerusakan lahan
gambut dapat sesegera mungkin dilakukan. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yang kemudian
dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, merupakan jawaban atas keseriusan pemerintah
dalam menata ekosistem gambut di Indonesia. Terbitnya peraturan pemerintah itu
menandakan dimulainya babak baru dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem
gambut.

Rt Ke ngo) cir %%,’!5

75 -
Rt nkala s

10 Provinsl dengan Gambut Terluas (juta ha)

2,7 2.2 1,8 .7 = o9 0.6 O,6 o.6

Pasanie SurTaterag Fapcin 1oty uarnit an
Vartorl ey (BRI Thrnar

Il ety =20 PCallrryartaae
Terriaedy o

ol barn Surmators  Wallrmantan
ot LR ' S "

Gambar. 2 Luas Gambut Indonesia dan Sebaran Gambut Berdasarkan Provinsi
Sumber: katadata, 2017

Tidak dapat dipungkiri bahwa penerbitan izin pemanfataan lahan gambut untuk
kepentingan industri kertas dan perkebunan kelapa sawit di masa silam disinyalir
menjadi penyebab utama rusaknya ekosistem gambut ditambah dengan aktifitas-
aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat di atas lahan gambut seperti penebangan
kayu secara liar, pembukaan lahan dengan cara bakar dan alih fungsi lahan yang
berdampak besar terhadap perubahan ekosistem gambut. Berdasarkan data Global
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Wetlands, Indonesia memiliki lahan gambut terbesar kedua di dunia dengan luas
mencapai 22,5 juta hektare (ha). Sedangkan urutan pertama ditempati Brazil dengan
luas lahan gambut sebesar 31,1 juta ha. Adapun di Indonesia, provinsi pemilik lahan
gambut terbesar adalah Papua dengan luas 6,3 juta ha. Disusul kemudian Kalimantan
Tengah (2,7 juta ha), Riau (2,2 juta ha), Kalimantan Barat (1,8 juta ha) dan Sumatera
Selatan (1,7 juta ha). Selain itu ada Papua Barat (1,3 juta ha), Kalimantan Timur (0,9
juta ha) serta Kalimantan Utara, Sumatera Utara, dan Kalimantan Selatan yang masing-
masing memiliki 0,6 juta ha. Berikut infografis luasan gambut Indonesia dan
sebarannya berdasarkan provinsi (Handoko et al., 2020).

Hadirnya negara dalam pengelolaan lingkungan hidup mesti dipahami sebagai
keharusan negara yang tercermin pada kebijakan jangka pendek, menengah dan jangka
panjang. Kebakaran hutan dan lahan merupakan contoh nyata ketidakmampuan negara
dalam mengelola dirinya sendiri. Pemberian izin pemanfaatan hutan dan lahan pada
korporasi seringkali tidak disertai dengan kontrol negara terhadap pemanfaatan
kawasan hutan dan lahan secara ketat. Contoh nyata lemahnya kontrol negara terhadap
korporasi ialah pada kasus pembukaan lahan konsesi korporasi pada ekosistem
gambut. Kerusakan ekosistem gambut akibat aksi korporasi dalam pembukaan lahan
serta pemanfaatan yang tidak sesuai dengan karakteristik ekosistem gambut telah
berdampak pada berubahnya ekosistem gambut secara drastis.

Pemerintah Indonesia telah merancang Strategi Nasional Pengelolaan Lahan
Gambut Berkelanjutan di Indonesia berdasarkan SK Deputi III MenLH Bidang
Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan
No. 347 Tahun 2006. Strategi nasional ini disusun pada tahun 2012 dengan tujuan
untuk menyediakan payung bagi penyusunan rencana aksi di tingkat regional atau
daerah yang dalam penerapannya dapat disesuaikan dengan kekhasan dan prioritas
Daerah untuk mensejahterakan masyarakat, sepanjang tetap memperhatikan
keseimbangan antara fungsi ekologis dan nilai ekonominya. Namun aksi dalam wujud
regulasi baru diterbitkan pada tahun 2014 sesuai dengan PP No. 71 Jo PP No. 57 Tahun
2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Lahan gambut sebagai bagian dari sumber daya alam nasional memiliki arti dan
peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan sosial, pembangunan dan lingkungan
hidup. Yurisprudensi internasional telah menetapkan bahwa ekosistem gambut
berfungsi penting bagi kehidupan dunia, sehingga harus dibina dan dilindungi dari
berbagai tindakan yang berakibat hilangnya keseimbangan ekosistem. Kerugian yang
harus ditanggung oleh Indonesia akibat kebakaran hutan (termasuk kebakaran hutan
pada lahan gambut) tahun 1997 saja diperkirakan mencapai Rp. 5,96 trilyun atau
sekitar 70,1 % dari nilai PDB sektor kehutanan pada tahun 1997. Malaysia yang juga
terkena dampak kebakaran hutan di Indonesia pada tahun 1997 mengalami kerugian
US$ 300 juta di sektor industri dan pariwisata, sedangkan Singapura mengalami
kerugian sekitar US$ 60 juta di sektor pariwisata. Sementara kurun waktu 2014 dan
2015 terjadi peningkatan kasus kebakaran hutan dan lahan di Indonesia termasuk
wilayah Riau. Kebakaran hutan dan lahan tersebut menimbulkan dampak yang luar
biasa dan kabut asap yang ditimbulkan bahkan mengganggu penerbangan
internasional serta mengganggu jalur pelayaran dunia di Selat Malaka, sehingga
pemerintah menetapkan status darurat bencana kabut asap nasional pada tahun 2015.
Kerugian bagi Indonesia akibat kebakaran tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp 221
triliun (16,1 miliar dolar AS). Untuk wilayah Riau saja misalnya berdasarkan pantauan
satelit NOAA 18 diketahui bahwa daerah di Riau yang rutin mengalami kebakaran
hutan dan lahan yaitu Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan,
Kota Dumai, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Berikut gambar sebaran titik api dan arah
angin kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau tahun 2015.
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Gambar 3. Peta Sebaran Lahan Gambut Pulau Sumatera
Sumber: KLHK, 2017

Sementara menyoal kerusakan gambut akibat pemanfaatan yang tidak ramah
seolah sulit untuk dihentikan. Persoalan penerbitan izin usaha disektor perkebunan
kelapa sawit dan hutan tanaman industri telah mereduksi fungsi gambut. Provinsi Riau
dan sebaran gambutnya tidak bisa dipisahkan dari perjalanan invasi ekonomi dan
ekspansi industri yang menyebabkan terjadinya degradasi kualitas gambut.
Berdasarkan olahan data spasial yang dilakukan WALHI Riau, diketahui bahwa hingga
tahun 2012, £1,5 juta hektar lahan gambut telah beralih fungsi maupun telah dibebani
izin baik peruntukannya sebagai HGU sektor Perkebunan Kelapa Sawit maupun Hutan
Tanaman Industri (Walhi Riau, 2019). Sedangkan terkait ruang-ruang ekologis bagi
rakyat tidak sebanding jumlah dan luasannya dengan yang diberikan negara kepada
korporasi melalui perizinan dan investasi. Berdasarkan data 1,42 juta hektar Peta
Indikatif Alokasi Perhutanan Sosial di Provinsi Riau, implementasinya masih berada
diangka 6% (kurang dari 100.000 ha) yang memperoleh izin dengan skema Perhutanan
Sosial untuk masyarakat.

Pemanfaatan lahan gambut secara luas telah menimbulkan polemik di
lingkungan sekitar masyarakat lokal (Moore et al., 2013; Page et al., 2009). Prudensius
Maring, dkk (2011) mencatat setidaknya Empat Provinsi di Sumatera (Sumatera
Selatan, Jambi, Riau, dan Sumatera Barat) menunjukkan persoalan yang sama, sama
dalam pengertian sepanjang bentangan Pulau Sumatera konflik agraria menimpa
kelompok yang sama, tumpang tindih lahan yang sejenis, korban yang luas, dan
peminggiran oleh pelaku usaha dan negara secara masif. Catatan empat provinsi itu
menunjukkan akar masalah yang hampir sama, yakni:

Tumpang-tindih kebijakan pemerintah tentang pengelolaan SDA;

Ekspansi penguasaan lahan untuk kepentingan HTI/HPH dan perkebunan;

Kegagalan pengaturan tataruang secara adil;

Ekspansi penguasaan lahan berbasis adat oleh pemerintah dan perusahaan;

Ketidakadilan tatakelola sumberdaya alam oleh pemerintah dan perusahaan;

Kegagalan pembangunan ekonomi berbasis masyarakat.
Selaln itu, pemanfaatan lahan baik gambut maupun mineral oleh masyarakat juga
dihadapkan pada persoalan yang hampir serupa yaitu isu lingkungan. Masyarakat
selalu dituding sebagai pihak yang paling sering melakukan pembukaan hutan dan
lahan dengan cara bakar. Tuduhan itu juga relevan dengan aktifitas penegakan hukum
yang lebih banyak menyasar aktifitas masyarakat dalam pembukaan kawasan hutan
dan lahan. Kasus kebakaran hutan dan lahan tahun 2014-2015 menunjukkan bahwa

N
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pihak masyarakat yang paling banyak ditetapkan sebagai tersangka pembakaran hutan
dan lahan sementara perusahaan hanya sedikit. Namun jika dilihat dari sebaran area
kebakaran hutan dan lahan mayoritas lahan yang terbakar berada di sekitar area
konsesi perusahaan. Khusus untuk lahan gambut diketahui bahwa karakteristik lahan
gambut mempunyai sifat mudah rusak, sehingga fungsi lahan gambut sebagai penghasil
jasa lingkungan, yaitu sebagai penyimpan karbon, penyimpan air, dan konservasi
keragaman hayati dikhawatirkan menurun bahkan hilang setelah hutan gambut beralih
fungsi menjadi lahan pertanian atau perkebunan.

Pertumbuhan pemanfaatan lahan gambut untuk lahan pertanian atau
perkebunan pada sepuluh tahun terakhir ini didominasi pada perkebunan kelapa sawit
dan hutan tanaman industri. Transformasi ini diyakini menjadi salah satu sumber
utama gas rumah kaca (GRK) dari sektor berbasis lahan (Septicorini, 2006; Suwondo,
Sabiham, Sumardjo, & Paramudya, 2012; Wahyunto et al, 2014). Menurut Hooijer,
selama periode 1985 hingga 2000 sebanyak 20% atau rata-rata sebesar 1,3% per
tahun hutan gambut alami telah ditebang dan/atau dikonversi untuk penggunaan lain
(Hooijer et al., 2012). Berdasarkan data BBSDLP terlihat bahwa dari 14,9 juta hektar
luas lahan gambut Indonesia, yang masih tersisa sebagai hutan adalah seluas 8,3 juta
hektar atau sekitar 55,5%, sedangkan yang telah berubah menjadi semak belukar,
kebun kelapa sawit dan areal pertanian masing- masing adalah 3,8 juta hektar (25,5%),
1,54 juta hektar (10,3%), dan 0,7 juta hektar.

Upaya restorasi/ perbaikan lahan gambut terus dilakukan guna menekan laju
kerusakan gambut. Pemerintah bahkan menetapkan restorasi lahan gambut sebagai
skala prioritas. Tugas utama restorasi lahan gambut itu dibebankan kepada Badan
Restorasi Gambut yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun
2016 tentang Badan Restorasi Gambut. Badan Restorasi Gambut yang selanjutnya
disingkat menjadi BRG memiliki tugas mengkoordinasikan dan memfasilitasi restorasi
gambut di tujuh provinsi, salah satunya adalah Provinsi Riau. Sejalan dengan tugas
tersebut, BRG juga melaksanakan mandat lain yang diberikan oleh Presiden, salah
satunya adalah tugas tambahan untuk masuk ke dalam konsep perhutanan sosial di
kawasan gambut. Rekomendasi yang disampaikan oleh BRG dan aktivis lingkungan
berbuah positif dengan diterbitkannya moratorium izin pembukan hutan dan lahan
gambut. Moratorium izin hutan dan gambut merupakan kebijakan transisi guna
perbaikan tata kelola hutan dan gambut. Moratorium izin telah berjalan berjilid-jilid
sejak era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sampai sekarang. Mulai
Inpres No.10/2011 tertanggal 20 Mei 2011 diperpanjang dengan Inpres No 6/2013.
Terakhir, Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla melanjutkan moratorium dengan Inpres
No.8/2015.

Sudah dua rezim pemerintahan atau enam tahun berjalan kebijakan moratorium
dengan hasil kurang memuaskan. Tata kelola hutan dan gambut masih jauh dari baik.
Hal ini, setidaknya terkonfirmasi dari dua fakta. Pertama, masih ada pemberian izin
kehutanan dan perkebunan oleh pemerintah melalui revisi-revisi areal moratorium
dan pelepasan kawasan hutan. Revisi areal moratorium sejak 2011-2013, mengurangi
5.055.089 hektar. Pada 2015, dengan menambah kembali areal moratorium 2.353.151
hektar. Inkonsistensi penerapan areal moratorium ini membuka peluang pemberian
izin baru, baik izin usaha kehutanan maupun perkebunan melalui pelepasan kawasan
hutan. Kedua, masih terjadi pembakaran hutan dan lahan masif dalam pembukaan
perkebunan sawit, terutama di tiga pulau utama Indonesia, Sumatera, Kalimantan dan
Papua. Sementara pada tahun 2019, kebijakan moratorium izin hutan dan gambut
kembali diperpanjang dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2019
tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam
Primer dan Lahan Gambut. Kebijakan ini dinilai belum sepenuhnya berhasil karena tak
menyentuh persoalan mendasar tata kelola hutan dan gambut, yaitu soal tumpang
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tindih regulasi dan sektoralisme pengelolaan hutan dan gambut (Nurul Firmansyah,
2017).

Sebagai kebijakan transisi, moratorium sejatinya upaya intervensi negara yang
bersifat penting (prioritas) dengan jangka waktu tertentu guna memastikan persoalan
mendasar tata kelola hutan dan gambut terpecahkan. Urgensi kebijakan moratorium
memerlukan indikator terukur dan progresif mengatasi persoalan itu. Oleh sebab itu,
kebijakan moratorium sejatinya bukanlah upaya permanen dalam pengelolaan lahan
gambut, namun demikian penghindaran gambut dari aktivitas penebangan dan hutan
tanaman industri ini berkaitan dengan konsekuensi logis akibat aktivitas produksi yang
menyebabkan penurunan simpanan karbon di lahan gambut itu sendiri. IFCA
merekomendasikan strategi teknis bagi Indonesia untuk berhatihati pada HTI dan
lahan gambut, rekomendasi tersebut adalah (Rochmayanto, dkk, 2013):

1. Mengurangi konversi hutan alam yang dapat dikonversi menjadi hutan tanaman
industri atau perkebunan melalui pemanfaatan lahan dalam kawasan hutan yang
sudah mengalami degradasi berat sehingga biaya pembangunan hutan tanaman
dan perkebunan tidak lagi dimungkinkan diambil sebagian dari hasil penjualan
kayu.

2. Mengalihkan sebisa mungkin operasi penebangan, konversi hutan menjadi hutan
tanaman industri dan perkebunan ke luar dari hutan gambut, merestorasi hutan
gambut yang sudah rusak dengan memperbaiki kondisi hidrologinya, mendorong
kegiatan penghijauan dan reforestasi serta mempecepat laju regenerasi hutan
gambut melalui kegiatan pengayaan.

Kegiatan restorasi gambut yang dilaksanakan secara serentak sejak terbitnya
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Ekosistem Gambut yang kemudian dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 57
Tahun 2016 menyasar seluruh wilayah yang memiliki ekosistem gambut khususnya
daerah-daerah yang pemanfaatannya gambutnya sudah sangat kritis. Untuk lebih
memfokuskan kegiatan restorasi gambut itu, Presiden Joko Widodo menerbitkan
Peraturan Presiden Nomor 01 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut, yang
diberi mandat untuk merestorasi dua juta hektar lahan gambut sebelum tahun 2020.
Upaya restorasi tersebut mencakup pemetaan pada provinsi-provinsi yang rentan
terhadap kebakaran hutan dan lahan, peningkatan muka air lahan gambut, penciptaan
mata pencaharian alternatif bagi masyarakat lokal, dan pengembangan tanaman
alternatif untuk lahan gambut.

Tata Kelola Ekosistem Gambut dan Kohesifitas Aktor Non Negara

Pembentukan Badan Restorasi Gambut (BRG) tidak lepas dari saran dan
masukan aktivis lingkungan (WALHI) dan Perguruan Tinggi sebab penanganan
kerusakan gambut harus dilakukan secara terarah, terukur dan berkelanjutan. Khusus
Provinsi Riau saja, kegiatan restorasi gambut yang telah dilakukan sejak tahun 2017
sampai dengan tahun 2019 mencapai lebih dari 900ribu hektar lebih. Dari luasan
tersebut, tanggungjawab utuh BRG diperkirakan mencapai 109 ribu hektar. Sementara
sebanyak 600 ribu hektar merupakan lahan gambut di areal Hutan Tanaman Industri
(HTI), sisanya 200 ribu hektar berada di aeral perkebunan atau pemilik Hak Guna
Usaha (HGU). Persoalan itulah yang menjadi tantangan berat BRG mengingat Kesatuan
Hidrologis Gambut (KHG) yang berada dalam lahan konsesi nyatanya lebih luas
dibanding yang lepas. Sementara dampak kerusakan KHG terbesar justru dalam lahan
konsesi bukan di lahan milik perseorangan.

Restorasi lahan gambut yang dilakukan di Riau dianggap masih fokus pada lahan-
lahan milik masyarakat. Kasus restorasi gambut di Desa Sungai Tohor Kabupaten
Kepulauan Meranti misalnya, dengan kedatangan Presiden Joko Widodo ke Desa ini
pada tahun 2016 menjadi titik balik peningkatan kesadaran masyarakat dan fokus
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restorasi gambut pada lahan masyarakat. Sejak tahun 2016, Desa Sungai Tohor telah
tumbuh menjadi desa sadar api dan tercatat tidak mengalami kebakaran dan capaian
restorasi 3R di Desa ini cukup signifikan mengatasi kerusakan gambut. Hingga tahun
2019, sejumlah 14 (empat belas) sekat kanal telah dibangun dan satu diantaranya
adalah sekat kanal permanen. Selain itu untuk revegetasi sudah ada ratusan bibit
pohon yang telah ditanam dilahan gambut diantaranya kayu alam geronggang, meranti,
jelutung, jangkang dan lain sebagainya yang ditanam berdampingan dengan pohon
sagu gunanya agar sagu tetap teduh agar tumbuh kembang sagu menjadi lebih baik.
Pengarusutamaan tata kelola berbasis masyarakat memang amat dibutuhkan
mengingat gambut sebagai tradisi masyarakat dan menjaga kelestariannya juga mesti
melibatkan masyarakat secara simultan.

Program restorasi gambut juga dapat dianggap sebagai wujud tindakan
pemerintah mendukung implementasi Sustainable Development Goals (SDGs). Seperti
diketahui, SDG’s mengintegrasikan, memahami dan bertindak dalam kesalinghubungan
yang kompleks dalam aspek lingkungan, ekonomi dan aspek sosial dan menjadi tiga
pilar utama dalam pembangunan berkelanjutan (Gupta & Vegelin, 2016; Mclnnes,
2018). Dari 17 target SDG’s yang akan berlaku hingga 2030, salah satu dari target
tersebut berkaitan dengan konsep penelitian yang diusung, yaitu Protect, restore and
promote suistainable use of terrestrial ecosystem, sustainably manage forest, combat
desertication, and halt and reverse land yang mana hal ini sangat erat kaitannya dengan
kesinambungan lingkungan, ekonomi dan sosial. Berdasarkan hal tersebut, maka
beberapa aspek yang akan menjadi focus goals dalam penelitian berbasis SDG’s ini
adalah aspek lingkungan, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Dalam aspek lingkungan,
lahan gambut memiliki beberapa nilai penting, baik yang bersifat ekstraktif maupun
non ekstraktif. Sebagai bahan ekstraktif, gambut dapat dimanfaatkan sebagai bahan
energi (misal arang briket), diambil asam humatnya, media semai dan media untuk
reklamasi lahan kering. Sedangkan sebagai bahan non ekstraktif dapat berfungsi
sebagai habitat pendukung keanekaragaman hayati, sebagai lahan kehutanan,
perkebunan, dan pertanian. Selain itu karena kemampuannya menyimpan air yang
sangat besar (90% dari volume) maka lahan gambut dapat diharapkan berfungsi
sebagai penyangga hidrologi bagi kawasan sekitarnya yaitu mencegah banjir dan
intrusi air laut.

Kepedulian banyak pihak pada ekosistem gambut tentu beralasan, paling tidak
para pihak itu menilai bahwa kualitas ekosistem gambut yang buruk akan
mempercepat laju kerusakan populasi manusia secara luas. Hadirnya aktor non Negara
dalam memperjuangkan perbaikan ekosistem gambut nyatanya mampu menekan dan
mendorong Negara untuk bertindak lebih konkrit. Perbaikan-perbaikan regulasi
menjadi contoh konkrit upaya aktor non Negara itu dalam memperjuangkan perbaikan
ekosistem gambut. Bekerjanya para aktor non Negara tentu simultan dan tidak
particular, hal ini ditandai dengan menguatnya partisipasi publik dalam berbagai arena
perjuangan tata kelola ekosistem gambut berkelanjutan. Suara-suara dari aktor non
Negara (baca - Walhi, Jikalahari, WWF, Green Peace dll) telah dengan nyata mampu
mengubah arah kebijakan Negara dalam pemanfaatan dan pengusahaan ekosistem
gambut di Riau dan Indonesia.

KESIMPULAN

Aktor non Negara telah dengan nyata mampu menghadirkan perubahan dalam
tata kelola ekosistem Gambut di Riau dan Indonesia. Dorongan dari aktor non Negara
itu juga mampu menyadarkan Negara untuk bertindak secara sistematis dengan
membentuk lembaga Negara yang khusus menangani perbaikan ekosistem gambut
(BRG). Bekerjanya aktor non Negara dalam tata kelola ekosistem gambut disambut
dengan baik oleh masyarakat yang tinggal di atas lahan gambut dan bahkan banyak
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pula yang turut menjadi bagian dari aktor non Negara itu untuk memperbaiki kualitas
kehidupan pada ekosistem gambut.
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Abstrak

Arboretum Gambut Marsawa merupakan salah satu program keanekaragaman hayati PT
Pertamina RU II Sungai Pakning yang berada di Kampung Jawa, Kelurahan Sungai Pakning,
Kabupaten Bengkalis. Didalamnya dilakukan konservasi perliundungan flora dan fauna khas
gambut. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan menjabarkan
mengenai keanekaragaman hayati yang ada di sana. Variabel pengamatan, yaitu: jumlah jenis
dan jumlah individu flora dan fauna yang teramati. Pengamatan dilakukan pada tahun 2019
hingga 2021 secara berkala. Pengamatan dilakukan dengan metode square line sampling dan
transect sampling, lalu dihitung indeks keanekaragaman hayati dengan indeks Shannon-Wiener.
Hasilnya adanya kenaikan jumlah flora dan fauna yang ada di Arboretum Gambut Marsawa dan
nilai indeks keanekaragaman hayati dari tahun ke tahun.

Kata kunci: arboretum, gambut, keanekaragaman hayati

PENDAHULUAN

Lahan gambut merupakan ekosistem khas yang terbentuk dari sisa-sisa hewan
dan tumbuhan, baik yang sudah lapuk maupun belum, yang proses penguraiannya
sangat lambat, sehingga tanah gambut memiliki kandungan bahan organik. Lahan
gambut pada dasarnya adalah hutan hujan dataran rendah yang tumbuh di atas tanah-
tanah basah dibentuk dari sisa-sisa angkatan hujan sebelumnya (tanah gambut).

Lahan gambut memiliki fungsi sebagai penyimpan karbon (C) dan memiliki daya
resapan air yang tinggi, sehingga menyangga hidrologi area di sekelilingnya dan
berfungsi pula sebagai penambat (sequester) karbon, sehingga mengurangi efek gas
rumah kaca. Secara umum perairan gambut mempunyai pH masam sampai netral, yaitu
3,5-7 dengan kecerahan sedang. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap keragaman
dan kekayaan jenis-jenis flora, fauna dan mikroorganisme.

Indonesia memiliki lahan gambut yang cukup luas dan tersebar di beberapa
wilayahnya antara lain Pulau Sumatera, Kalimantan hingga Papua. Salah satu lahan
gambut yang cukup luas berada di wilayah Provinsi Riau. Di Riau sering ditemui lahan
gambut yang telah mengalami kondisi yang rusak atau kritis serta hampir setiap tahun
terjadi bencana baik itu kebakaran hutan dan lahan, banjir, hingga penurunan muka
tanah.

Salah satu upaya konservasi lahan gambut di Riau diinisiasi oleh PT Pertamina
RU II Sungai Pakning. Dalam upaya konservasi di lahan gambut mereka bekerjasama
dengan masyarakat setempat untuk melaksanakan program CSR kampong gambut
berdikari, yang terdiri dari program Masyarakat Peduli Api (MPA), pertanian nanas
terintegrasi, sekolah cinta gambut, budidaya madu hutan gambut dan lainnya (Hidayat,
Rahmad dkk, 2021). Khusus dalam konservasi flora dan fauna khas gambut, PT
Pertamina RU II Sungai Pakning membuat program Arboretum Gambut yang tujuannya
ialah untuk sarana edukasi gambut sekaligus konservasi flora dan fauna khas gambut
seperti Nepenthes sp (kantong semar) dan simpai hitam. Sekaligus sebagai sarana
pencegahan kebakaran lahan dan hutan di wilayah gambut sungai pakning (Purwanto,
Wahyu dkk, 2021) Untuk itu dalam penelitian ini akan dihitung indeks
keanekaragaman hayati flora dan fauna di Arboretum Gambut Marsawa. Indeks

Prodi llmu Administrasi Publik bekerjasama Laboratorium FISIP UNRI dan PT. Pertamina RU Il Sungai Pakning, Pekanbaru, 25 Agustus 2021



ISSN 2808-1536 Prosiding Seminar Nasional

Tata Kelola Ekosistem Gambut Berkelanjutan Berbasis Masyarakat

keanekaragaman hayati ini merupakan nilai tunggal yang mencerminkan karakteristik
dari hubungan kelimpahan individu antar spesies dalam komunitas (Ludwig & Reynold,
1988)

METODOLOGI

Pengumpulan data vegetasi alam dilakukan dengan melakukan pengamatan
langsung di lapang (observasi lapang) secara diskriptif dengan mencatat jenis-jenis
yang ditemukan dan dengan menggunakan metoda jalur berpetak (square line
sampling). Pengukuran di lapangan dilakukan dengan Metode Jalur Berpetak dengan
panjang 60 m dan lebar 20 m. Setiap jarak 20 m dilakukan pengamatan terhadap
vegetasi pada berbagai tingkat pertumbuhan. Untuk tingkat semai dan pancang dicatat
jenis dan jumlah, sedangkan untuk tingkat tiang dan pohon dicatat jenis, tingkat dan
diameter. Kriteria yang digunakan untuk masing-masing pertumbuhan adalah sebagai
berikut.

Semai : Mulai dari anakan sampai tanaman yang tingginya kurang dari 1,5 m.
Pancang :Mulai dari tinggi 1,5 m - berdiameter 10 cm
Tiang : Berdiameter diantara 10 cm - 19 cm pada ketinggian 1,3 m
Pohon  :Berdiameter > 20 cm pada ketinggian 1,3 m
>
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Gambar 1. Plot Pengukuran: (A) Tingkat Semai dan Tumbuhan Bawah, (B) Tingkat
Pancang, (C) Tingkat Tiang, (D) Tingkat Pohon

Pengamatan fauna, dilakukan melalui pengamatan langsung dan studi literatur.
Pengamatan langsung dilakukan dengan metode perjumpaan langsung dan membuat
transek jalur (line transect sampling) (SCNP 1981). Metode tersebut dipadukan dengan
metode road sampling, Visual Encounter Survey dan Time Search.

Data fauna didekati dengan metode transek jalur adalah suatu metode
pengamatan populasi fauna melalui pengambilan contoh dengan bentuk unit contoh
berupa jalur pengamatan (Gambar 2). Panjang dan lebar Jalur pengamatan harus
ditentukan terlebih dahulu. Perencanaan tata letak jalur pengamatan dapat dilakukan
di atas peta kerja, sebelum kegiatan pengamatan dilakukan. Letak jalur pengamatan
selanjutnya digambarkan pada peta dan selanjutnya setiap titik awal jalur pengamatan
ditandai di lapangan.
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Gambar 2. Bentuk Transek Jalur Pengamatan Fauna. P = Jarak Pandang Rata-Rata Bagi
Pengamat di Lokasi Tertentu. O = Posisi Pengamat. St = Posisi Fauna.

Pengamatan burung menggunakan teropong (binokuler), kamera, handycam,
roll meter, dan GPS. Dalam Odum, 1971 data dianalisis secara deskriptif dan analisis
kuantitatif menggunakan indeks keanekaragaman hayati Shanon-Wiener (H’) dihitung
dengan rumus :

. nl i
==X (e (i
H’ = Indeks Shannon-Wiener; ni = Jumlah individu masing-masing jenis;
N =Jumlah total individu semua jenis
Tingkat keanekaragaman ditentukan berdasarkan nilai indeks keanekaragaman
jenis (H’) dengan kriteria (Krebs, 1989) sebagai berikut: Tinggi jika H’ > 3; Sedang jika
2 <H’ < 3,dan Rendah jikaO<H'< 2.

HASIL DAN DISKUSI
Berdasarkan pengamatan dan identifikasi flora dan fauna di lokasi, dapat di-
jabarkan hasil sebagai berikut:
Tabel 1. Indeks Biodiversity Vegetasi di Arboretum Gambut Marsawa

No. Nama limiah Jumlah Pi In (Pi) H'
1|Nepenthes ampullaria Jack 56 0,05 2,95 0,15
2|Nepenthes rafflesiana Jack 70 0,07 2,72 0,18
3|Nepenthes bicalcarata Hook 54 0,05 2,98 0,15
4A|Nepenthes mirabilis (Lour) Druce 50 0,05 3,06 0,14
5|Nepenthes sumatrana 15 0,01 4,26 0,06
6|Nepenthes spectabilis 20 0,02 3,98 0,07
7|Nepenthes albomarginata 32 0,03 3,51 0,11
8|Gomphandra capitulata 3 0,00 6,06 0,01
9|Aquilaria malacensis 8 0,01 4,96 0,03

10|Melaleuca leucadendron 30 0,03 3,57 0,10
11|Cratoxylon arbores 13 0,01 4,45 0,05
12(Syzygium aqueum 23 0,02 3,86 0,08
13|Syzygium malaccense 3 0,00 6,06 0,01
Citrus sp. 3

14 0,00 6,06 0,01
15|Hevea brasiliensis 58 0,05 2,92 0,16
16|Syzygium leptostemonum 80 0,08 2,59 0,19
17|Vitex pubescens 38 0,04 3,33 0,12
18|Macaranga trilobata 8 0,01 4,89 0,04
19|Gomphandra capitulata 176 0,17 1,80 0,30
20|Dimocarpus longan 15 0,01 4,26 0,06
21|Artocarpus heterophyllus 5 0,00 5,36 0,03
22|Nephelium lappeceum 3 0,00 5,87 0,02
23|Shorea leprosula 100 0,09 2,37 0,22
24|Setulang 193 0,18 1,71 0,31
25|Asplenium nidus 3 0,00 5,87 0,02
26|Dendobrium bigibbum 10 0,01 4,67 0,04

Jumlah 1066 0,99 104,10 2,68

Sumber : Pengamatan Lapangan
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Berdasar hasil perhitungan tersebut indeks keanekaragaman hayati Arboretum
Gambut Marsawa pada tahun 2020 ialah 2,68, yaitu tergolong sedang. Apabila
dibandingankan dengan tahun 2018 yaitu 1,37 dan 2019 sebesar 2,55, maka dapat
disimpulkan terjadi peningkatan indeks kehati sebesar 0,14.

Tabel 2. Indeks Kehati Arboretum Gambut 2018 - 2020

Tahun 2018 2019 2020
Indeks Kehati 1,37 2,55 2,69

Indek Keanekaragaman Hayati
Arboretum Gambut

4.00 - 5
2.00 137 e . """ .
0.00 ]

2018 2019 2020

Gambar 3. Grafik Peningkatan Indeks Kehati (H’)

Berdasarkan grafik diatas terdapat dua spesies baru yang ada di Arboretum
Gambut Marsawa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut :
Tabel 3 . Daftar Flora di Arboretum Gambut Marsawa

No. Nama limiah Jumiah
2018 2019( 2020
1|Nepenthes ampullaria Jack 51 56 56
2|Nepenthes rafflesiana Jack 49 60 70
3|Nepenthes bicalcarata Hook 34 42 54
4|Nepenthes mirabilis (Lour) Druce 40 43 50
5|Nepenthes sumatrana 5 7 15
6|Nepenthes spectabilis 10 11 20
7|Nepenthes albomarginata 32 32 32
8|Gomphandra capitulata 3 3
9|Aquilaria malacensis 8 8
10| Melaleuca leucadendron 30 30
11 |cratoxylon arbores 13 13
12|Syzygium aqueum 23 23
13|Syzygium malaccense 3 3
14|Citrus sp. 3 3
15|Hevea brasiliensis 58 58
16|Syzygium leptostemonum 80 80
17| Vitex pubescens 38 38
18| Macaranga trilobata 8 8
19|Gomphandra capitulata 176 176
20|Dimocarpus longan 15 15
21 |Artocarpus heterophyllus 5 5
22|Nephelium lappeceum 3
23|Shorea leprosula
24|Setulang
25|Asplenium nidus
26|Dendobrium bigibbum
Jumlah
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Selain penambahan jumlah individu vegetasi, di Arboretum Gambut Marsawa
juga mengalami penambahan spesies yaitu Asplenium nidus dan Dendobrium bigibbum.
Meskipun tidak terlalu banyak tetapi hal tersebut menandakan bahwa program
konservasi keanekaragaman hayati di Arboretum Gambut Marsawa memiliki dampak
yang positif terhadap lingkungan. Selain itu masih ada flora yang dilindungi menurut
red list IUCN yaitu Nepenthes sumatrana (criticaly endangered / CR) dan Nepenthes
spectabilis (vurnerable/VU).

Gambar 4. Nepenthes sumatrana (CR) dan Nepenthes spectabilis (VU), sumber
dokumentasi perusahaan

Hasil pengamatan fauna di Arboretum Gambut “Marsawa” menemukan 3 jenis
mamalia, dan 21 jenis burung dari 25 famili. Fauna yang ditemukan tersebar di dalam
plot pengamatan maupun di luar plot pengamatan. Secara tabulasi ditampilkan pada
tabel berikut yang berisi jenis fauna yang ditemukan di Arboretum Gambut Marwasa.
Mamalia yang ditemukan merupakan mamalia yang ditemukan secara langsung
maupun dari keterangan pengelola ataupun masyarakat.

Hasilnya menunjukkan bahwa Arboretum Gambut Marsawa merupakan habitat
yang penting bagi keberadaan beberapa spesies penting. Spesies penting merupakan
spesies yang memiliki keunikan berupa jenis migrasi, jenis endemik, dan jenis yang
memiliki status konservasi. Hal tersebut dikarenakan kawasan ini merupakan area
lahan gambut yang penting dan unik di tengah kelurahan Sungai Pakning. Selain itu
hutan ini memiliki tutupan lahan yang beragam mulai arobretum yang terdiri dari

berbagai macam koleksi tegakan, dan perkebunan karet masyarakat dan semak belukar.

Sehingga Arboretum Gambut Marsawa ini dijadikan tempat ruang hidup berbagai jenis
fauna. Pada hutan ini menjadi tempat mencari makan, tempat tinggal, dan segala unsur
kebutuhan fauna yang tinggal di dalamnya. Kemudian berikut hasil perhitungan indeks
keanekaragaman hayati fauna di Arboretum Gambut Marsawa .
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Tabel 4. Indeks keanekaragaman hayati fauna di Arboretum Gambut Marsawa

No. Nama limiah Jumlah Pi In (Pi) H'
1{Punai gading 51 0,11 2,25 0,24
2|Tekukur biasa 33 0,07 2,68 0,18
3|Paruh-kodok jawa 13 0,03 3,61 0,10
4|Walet sapi 71 0,15 1,92 0,28
5|Cekakak sungai 15 0,03 3,47 0,11
6|Cekakak belukar 17 0,04 3,35 0,12
7|Layang-layang loreng 14 0,03 3,54 0,10
8|Cipoh kacat 7 0,01 4,23 0,06
9|Cucak kutilang 12 0,02 3,69 0,09

10[Merbah cerukcuk 13 0,03 3,61 0,10
11(Sikatan bubik 13 0,03 3,61 0,10
12|Kipasan belang 24 0,05 3,00 0,15
13|Kehicap ranting 3 0,01 5,26 0,03
14{Remetuk laut 3 0,01 5,26 0,03
15|Cinenen belukar 58 0,12 2,13 0,25
16|Burung-madu pengantin 38 0,08 2,54 0,20
17|Burung-madu sriganti 42 0,09 2,44 0,21
18|Pentis pelangi 18 0,04 3,29 0,12
19(Cabai bunga api 17 0,04 3,35 0,12
20|Simpai Hitam Sumatera 22 0,05 3,09 0,14

Jumlah 483 1,00 66,33 2,73

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka indeks keanekaragaman hayati
fauna di Arboretum Gambut memiliki nilai sebesar 2,73 sehingga termasuk ke dalam
kategori sedang. Dan terdapat satu spesies dalam kategori endangered menurut red list
IUCN yaitu Presbytis melalophos atau Simpai hitam sumatera.

_— },‘

Gambar 5. Presbytis melalopos atau simpai hitam Sumatra (EN),
sumber dokumentasi perusahaan

KESIMPULAN

Hasil Identifikasi jenis tumbuhan yang ada di Arboretum Gambut “Marsawa”
sebanyak 26 jenis (Species) tumbuhan. Dengan indeks keanekaragaman hayati flora
sebesar 2,69 atau dalam kategori sedang. Lalu di Arboretum Gambut Marsawa juga
dijumpai 3 jenis mamalia dan 21 jenis burung. dengan indeks keanekaragaman
faunanya bernilai 2,73 juga dalam kategori sedang. Status konservasi fauna yang
ditemukan untuk taksa burung 1 jenis berstatus NT. Taksa mamalia 1 jenis termasuk
pada berstatus EN dan Appendix II CITES. Jenis yang dilindungi Pemerintah RI untuk
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taksa burung kipasan belang dan Simpai hitam sumatera. Dan 1 jenis flora masuk
kedalam kategori critically endangered yaitu Nepenthes sumatrana serta 1 flora dengan
status vurnerable yaitu Nepenthes spectabilis.
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PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM IMPLEMTASI JEJARING
ANTAR ORGANISASI (INTER-ORGANIZATIONAL NETWORK)
BAGI PENGENDALIAN KARHUTLA PADA LAHAN GAMBUT

Febri Yuliani
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Pekanbaru
Email: febri.yuliani@lecturer.unri.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam
Implementasi inter-organizational network dalam Pengendalian Karhutla pada lahan Gambut
Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Riau, khususnya di Kabupaten
Rokan Hilir. Metode yang dilakukan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
kebakaran Hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Rokan Hilir lebih banyak terjadi pada
perkebunan perusahaan dan selebihnya dari kebun masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam
Implementasi inter-organizational network dalam Pengendalian Karhutla pada lahan Gambut
Kabupaten Rokan Hilir adalah berupa : Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penyempurnaan
Prosedur ,Penumbuhan Kapasitas Sistem Rekomendasi dari penelitian ini adalah pengendalian
karhutla di Kabupaten Rokan Hilir, mulai dari pencegahan, pemadaman, hingga pemulihan
pasca kebakaran maka pemerintah daerah haruslah mensosialisasikan secara massif
pembukaan lahan dengan cara membakar menjadi membuka lahan tanpa membakar (metode
tanpa bakar/zero burning), serta penyediaan sarana dan prasarana untuk mencegah,
menanggulangi dan per-baikan pasca terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat Peduli
Api (MPA) seharusnya lebih meningkatkan kualitas internalnya dengan melengkapi sistem
operasionalnya agar Lem-baga MPA memiliki sistem adminitrasi yang rapi. Pihak pemerintah
seharusnya lebih mem-perhatikan lagi MPA seperti diberikan fasilitas kesehatan gratis dan
biaya asuransi bila terjadi kecelakaan saat bekerja, pemerintah bekerjasama dengan pihak
asuransi swasta seperti BPJS sebagai motivasi yang menjadi penyemangat untuk anggota MPA
dalam menjalankan tugasnya dengan baik.

Kata kunci: implementasi kebijakan, jejaring antar organisasi, lahan gambut, kebakaran hutan
dan lahan

PENDAHULUAN

Lembaga kemasyarakatan merupakan lembaga yang telah dibentuk oleh masya-
rakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, lembaga kemasyarakatan dibentuk dan
ditetapkan berdasarkan peraturan Desa. Lembaga kemasyarakatan juga merupakan
bentuk kerjasama pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat. Fungsi dari
kelembagaan masyarakat itu sendiri adalah sebagai wadah penampungan dan penya-
luran berbagai aspirasi masyarakat dalam pembangunan Desa.

Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tum-
buhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) centi-
meter atau lebih dan terakumulasi pada rawa (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.14/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017, 9
Februari 2017, Pasal 1, ayat 1). Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang
merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam mem-
bentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya (Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.14/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017,
9 Februari 2017, Pasal 1, ayat 2).

Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) adalah Ekosistem Gambut yang letaknya di
antara 2 (dua) sungai, di antara sungai dan laut, dan/atau pada rawa (Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.14/Menlhk/
Setjen/ Kum.1/2/2017, 9 Februari 2017, Pasal 1, ayat 3). Fungsi Ekosistem Gambut
adalah tatanan unsur Gambut yang berfungsi melindungi ketersediaan air, kelestarian
keanekaragaman hayati, penyimpan cadangan karbon penghasil oksigen, penyeimbang
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iklim yang terbagi menjadi fungsi lindung Ekosistem Gambut dan fungsi budidaya
Ekosistem Gambut (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik
Indonesia Nomor P.14/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017, 9 Februari 2017, Pasal 1, ayat
6).

Kawasan Hutan Gambut Indonesia dikenal dengan sebutan salah satu negara
yang memiliki kawasan hutan gambut terluas di dunia. Luas lahan gambut di Indonesia
diperkirakan 20,6 juta hektar atau sekitar 10,8 persen dari luas daratan Indonesia
(Subajo, 1998; Wibowo dan Suyatno, 1998 dalam Wetlands International-Indonesia
Programme (WI-IP), 2004). Indonesia merupakan negara yang memiliki kawasan
gambut terluas diantara negara tropis, kawasan gambut ini tersebar di Kalimantan,
Sumatera dan Papua (BB Litbang SDLP, 2008 dalam Agus dan Subiksa, 2008). Laporan
WI-IP menyatakan bahwa dari luasan kawasan gambut yang dimiliki Indonesia sekitar
5,7 juta ha atau 27,8% terdapat di Kalimantan.

Fenomena gambut yang terjadi di Provinsi Riau berdampak negative terhadap
kondisi lingkungan akibat dari adanya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan eko-
sistem gambut yang diluar kendali dan tidak bertanggung jawab. Misalnya kebakaran
hutan dan lahan yang terjadi memberikan dampak berupa kabut asap yang melanda
wilayah Riau dan Sumatera.

Terjadinya bencana berupa kabut asap yang melanda negara kita yang dampak-
nya begitu besar bagi lingkungan baik dari segi kesehatan, ekonomi, dan sebagainya
tidak luput dari factor-faktor yang mempengaruhinya terutama dari segi pengelolaan
dan pemanfaatan kawasan gambut tersebut. Bencana kabut asap yang terjadi di Pulau
Sumatera khususnya di Provinsi Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan telah mengakiba-
tkan dampak kerugian luar biasa, kemudian beberapa wilayah lain di Indonesia telah
mulai memperlihatkan kondisi yang sama, walaupun pemerintah belum menetapkan
situasi gawat ini sebagai bencana nasional.

Di samping dampak kesehatan yang muncul akibat kebakaran hutan dan lahan,
yang tidak kalah pentingnya adalah rusaknya ekosistem penting bagi keberlangsungan
hidup manusia berupa udara dan air bersih. Selain itu terganggunya ekosistem bagi
satwa liar yang dilindungi, maupun hilangnya habitat tempat keanekaragaman hayati
flora dan fauna berada. Akibat kebakaran hutan, satwa langka seperti gajah dan
harimau semakin berkurang jumlahnya. Dapat dipastikan bahwa kebakaran hutan dan
lahan, lambat laun akan mengancam punahnya keragaman hayati, dan terganggunya
kesehatan masyarakat baik Balita ataupun dewasa.

® ISPA Balita = ISPA non Balita

OKTOBER NI 53

SEPTEMBER 1,197
AGUSTUS B 840
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=3
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Sumber: Dinas Kesehatan Proivnsi Riau, tahun 2019

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa untuk golongan balita maupun non balita,
penderita ISPA pada bulan September 20 mencapai puncaknya. Untuk penderita golo-
ngan balita sejumlah 1197 penderita, sedangkan non balita mencapai 2885 penderita.
Pola peningkatan jumlah pengunjung baik golongan balita dan non balita juga sama,
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yaitu dimulai pada bulan Juni hingga September 2019. Dan kembali turun pada bulan
Oktober 2019, sebab kebakaran yang terjadi pun semakin berkurang.

Luas wilayah Hutan Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Tata Guna Hutan
Kesepakatan (TGHK) seluruhnya mencapai 1.292.264 Ha.Wilayah hutan tersebut telah
dibagi menjadi Hutan tanaman Industri (HTI), Hutan Suaka Alam dan Wisata (HSAW)
dan Areal Penggunaan Lain (APL). Dan pembagian luas hutan di Kabupaten Pelalawan,
seperti yang terlihat pada gambar grafik 1.2 di bawah ini.

527,946
31,452
24,047
Sumber: Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hilir, 2020

Beberapa dampak yang telah diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan, juga
mengakibatkan lumpuhnya pendidikan di Provinsi Riau pada umumnya, termasuk di
Kabupaten Rokan Hilir. Akibat kabut asap, sekolah-sekolah diliburkan hingga beberapa
pekan. Dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap sektor ekonomi juga sangat jelas,
bahwa sumber devisa negara dari produk hutan kayu dan non-kayu, serta ekowisata
menjadi berkurang. Bank Dunia menyebutkan banhwa total kerugian Indonesia akibat
bencana kabut asap tahun 2015 telah melampaui 16 miliar dolar AS. Angka ini dua kali
lebih besar dari kerugian Indonesia saat dilanda tsunami di Aceh tahun 2004 lalu.
(Alexander Haryanto - 7 September 2016, tirto.id)

METODE

Jenis penelitian ini adalah mengunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif
dengan metode eksploratif. Adapun lokasi dilakukannya penelitian ini adalah di
Kabupaten Rokan Hilir. Informan penelitian meliputi pihak pemerintah, perusahaan
dan masyarakat yang memberikan informasi yang relevan dalam penelitian ini.jenis
data terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan
melalui observasi, wawancara, studi kepustakaan dan pengumpulan dokumentasi.
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk pemeriksaan
keabsahan data. Triangulasi secara umum merupakan kegiatan check, re-check, dan
crosscheck antara data dengan observasi penelitian di lapangan yang selanjutnya
selanjutnya hasil observasi ini dilakukan crosscheck melalui persepsi peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi Masyarakat Dalam Implemtasi Jejaring Antar Organisasi (Inter
Organizational Network) Bagi Pengendalian Karhutla Pada Lahan Gambut Kabupaten
Rokan Hilir antara lain :

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengembangan sumber daya manusia adalah suatu rangakaian kegiatan
organisasi atau institusi yang dilaksanakan dalam interval waktu tertentu dan di desain
untuk melahirkan perubahan sikap mental dan keahlian pekerja sehingga mereka
mampu menyelesaikan penugasan yang berhubungan dengan peran dan tanggung
jawabnya di masa depan. pelatihan yang di ikuti oleh Anggota Lembaga MPA untuk
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meningkatkan  kualitas sumber daya manusia  berupa :  Pelatihan,
Penyuluhan/sosialisasi. Selain itu pengembangan sumber daya manusia juga dilakukan
melalui pemberdayaan sumber daya manusia dengan melakukan
penyuluhan/sosialiasi yang dilakukan oleh MPA kepada masyarakat Kampung Dayun,
agar masyarakat sadar akan bahaya kebakaran hutan dan lahan dan kegiatan tersebut
dapat mengembangkan sumber daya manusia yang memotivasi masyarakat untuk ikut
menjadi anggota MPA jika mereka sering mendapatkan penyuluhan tentang kebakaran
hutan dan lahan.

2. Penyempurnaan Prosedur

Penyempurnaan prosedur dinilai dari pengadaan Standar Operasional Prosedur
dan tertib administrasi yang mereka miliki serta prosedur pelaksanaan pengendalian
kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh lembaga MPA. Berdasarkan hasil
penelitian, prosedur pemadaman kebakaran hutan dan lahan oleh MPA di buat
langsung oleh Penghulu Kampung, walaupun itu tidak tertulis MPA sangat mematuhi
dan mengikuti prosedur yang dibuat oleh Penghulu Kampung dan prosedur itulah yang
selama ini di terapkan oleh MPA Kampung.

3. Penumbuhan Kapasistas Sistem

Kapasitas adalah kemampuan untuk melakukan tugas-tugas yang sesuai secara
efektif, efisien dan berkelanjutan. Kapasistas memiliki sifat yang memungkinkan
sebuah lembaga atau organisasi atau sistem untuk bertahan hidup, tumbuh,
diversifikasi dan menjadi lebih kompleks yang memungkinkan sistem untuk melakukan,
memberi nilai, membangun hubungan, dan untuk memperbaharui diri. Kapasitas
terdiri dari sejumlah kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai, hubungan,
tingkah laku, sumber dan kondisi yang memungkinkan individu, organisasi/lembaga
untuk melaksanakan fungsi-fungsi dan mencapai tujuan-tujuan mereka sepanjang
waktu.

Penumbuhan kapasistas sistem yang akan dilihat pada penelitian ini adalah
bagaiamana anggota Masayarakat Peduli Api melakukan tuga-tugas nya sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya.Berdasarkan hasil penelitian bahwa ketika MPA sudah
tidak bisa menangani kebakaran yang besar mereka langsung menginformasikan
kepada Manggala Agni untuk meminta bantuan mereka dalam memadamkan kebaka-
ran hutan dan lahan, koordinasi itu dilakukan selalu oleh mereka untuk memastikan
keadaan di wilayah kebakaran di Desa sudah bisa di atasi sendiri oleh MPA atau belum.

Koordinasi itu terjalin lewat telepon dan kalau pun mereka bisa atasi sendiri
mereka juga melapor bahwasanya kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kampung
mereka sudah bisa diatasi sendiri. Selain koordinasi dengan instansi pemerintahan
Masyarakat Peduli Api (MPA) kerjasama juga dilakukan dengan perusahaan swasta
tidak dengan instansi pemerintah saja karena mereka sama-sama menjaga lingkungan
mereka agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan dimana.

4. Pertumbuhan Sistem Kesadaran
Pertumbuhan system kesadaran yaitu dinilai dari kesadaran masyarakat untuk
menjadi anggota MPA secara suka rela bekerja tanpa digaji, karena menjadi anggota
MPA adalah orang yang memiliki kesadaran dan kepedulian yang tinggi terhadap
Kampung nya yang bilamana sering terjadi kebakaran hutan dan lahan.

5. Peraturan yang Kondusif
Peraturan yang kondusif yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu bahwa
penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di kabupaten Rokan Hilir, MPA telah
diatur dalam peraturan kampung yang telah dibuat oleh Penghulu Kampung untuk
menguatkan kelembagaan MPA kampung.
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6. Pengelolaan Sistem Lingkungan

Pengelolaan system lingkungan yaitu MPA melakukan patroli untuk meninjau
ada atau tidaknya titik api (hotspot) di wilayah hutan dan lahan. MPA juga mengajak
dan menghimbau masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungannya. Salah satu
cara untuk menjaga kelestarian lingkungan hidupnya yaitu dengan cara patroli ke
hutan dan lahan. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan bahwa pengelolaan
sistem lingkungan dilakukan dengan cara patroli ke lahan-lahan yang rawan akan
kebakaran. Patroli tersebut dilaksanakan secara rutin dan bekerjasama dengan pihak
instansi pemerintah dan pihak swasta juga. Kerjasama antara mereka terjalin dengan
sangat baik, dengan saling melaporkan lewat media sosial mereka. Selain itu Lembaga
MPA juga mendapatkan beberapa bantuan konsumsi dari pihak terkait.

KESIMPULAN

Partisipasi masyarakat dalam implemtasi jejaring antar organisasi (inter-
organizational network) bagi pengendalian karhutla pada lahan gambut kabupaten
rokan hilir dapat disimpulkan : sudah optimal karena mereka sumber daya manusia
dalam hal ini anggota MPA terbukti telah mengikuti beberapa pelatihan dari pihak
instansi pemerintah maupun arahan dari pihak swasta untuk mengembangkan potensi
dan keterampilan mereka. Kegiatan lain yang termasuk dalam pengembangan sumber
daya manusia adalah pemberdayaan sumber daya manusia yang dilakukan melalui
penyuluhan terhadap masyarakat, dan penyempurnaan prosedur dalam Lembaga MPA
masih belum optimal karena mereka tidak memiliki kantor, tertib administrasi dan
Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk menjadi tolak ukur keberhasilan dalam
mencapai tujuan. Indikator yang ketiga yaitu penumbuhan kapasitas sistem dalam
kelembagaan MPA masih kurang baik karena anggota MPA tidak melakukan tugasnya
sesuai dengan fungsi struktur lembaganya. Secara keseluruhan penguatan
kelembagaan MPA masih belum optimal karena masih banyak kekurangan dalam segi
internalnya.

Rekomendasi dari penelitian ini adalah pengendalian karhutla di Kabupaten
Rokan Hilir, mulai dari pencegahan, pemadaman, hingga pemulihan pasca kebakaran
maka pemerintah daerah haruslah mensosialisasikan secara massif pembukaan lahan
dengan cara membakar menjadi membuka lahan tanpa membakar (metode tanpa
bakar/zero burning), serta penyediaan sarana dan prasarana untuk mencegah,
menanggulangi dan perbaikan pasca terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
Masyarakat Peduli Api (MPA) seharusnya lebih meningkatkan kualitas internalnya
dengan melengkapi sistem operasionalnya agar Lembaga MPA memiliki sistem
adminitrasi yang rapi. Pihak pemerintah seharusnya lebih memperhatikan lagi MPA
seperti diberikan fasilitas kesehatan gratis dan biaya asuransi bila terjadi kecelakaan
saat bekerja, pemerintah bekerjasama dengan pihak asuransi swasta seperti BPJS
sebagai motivasi yang menjadi penyemangat untuk anggota MPA dalam menjalankan
tugasnya dengan baik
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PENGELOLAAN WILAYAH GAMBUT MELALUI PEMBERDAYAAN
EKONOMI MASYARAKAT DI PROVINSI RIAU

Dio Prama Sutra, Adnan Aban
Program Studi Magister [lmu Administrasi, Universitas Riau, Pekanbaru
Email: pramasutradio@gmail.com, adnanaban@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini terkait dengan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan Ekosistem Rawa
Gambut. Provinsi Riau merupakan daerah yang termasuk dalam zona merah kebakaran hutan
dan lahan. Padahal keberadaan kawasan ini sangat strategis dalam pemeliharaan ekosistem
lahan basah karena sebagian kawasan tersebut merupakan hutan rawa gambut. Jika
pemanfaatan ekosistem rawa gambut tidak dilakukan dengan bijak, maka akan menyebabkan
kerusakan ekosistem dan sumber daya yang terkandung di dalamnya, sekaligus mengurangi
kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada ekosistem tersebut. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui bagaimana Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan Ekosistem
Rawa Gambut di beberapa kabupaten di Provinsi Riau. Metode penelitian ini menggunakan
pendekatan kual-itatif dengan teknik purpose sampling. Penelitian ini menemukan bahwa
dalam Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan Ekosistem Rawa Gambut di Provinsi Riau
telah dilakukan beberapa kabupaten di Provinsi Riau. Pemanfaatan Ekosistem Rawa Gambut
yang dilakukan yaitu berbasis budidaya pertanian, budidaya perikanan dan sebagainya.

Kata kunci: pemberdayaan masyarakat, lahan gambut, budidaya

PENDAHULUAN

Gambut adalah suatu ekosistem yang terbentuk karena adanya produksi
biomassa yang melebihi proses dekomposisinya. Menurut peraturan pemerintah
Nomor 71 Tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut,
gambut didefinisikan sebagai material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-
sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dan terakumulasi pada rawa.
Ekosistem gambut adalah tatanan unsur gambut yang merupakan satu kesatuan utuh
menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas,
dan produktivitasnya (Setneg. 2014a).

Tanah gambut disebut juga sebagai Histosols (histos = tissue = jaringan; Sols =
Tanah), sedangkan dalam sistem klasifikasi tanah nasional tanah gambut disebut Orga-
nosols (tanah yang tersusun dari bahan organik). Menurut BBPPSLP (2011) tanah gam-
but didefinisikan sebagai tanah yang terbentuk dari timbunan sisa-sisa tanaman yang
telah mati, baik yang sudah lapuk maupun belum. Tanah gambut mengandung maksi-
mum 20 % bahan organik apabila kandungan bagian tanah berbentuk clay mencapai
0 %; atau maksimum 30 % bahan organik, apabila kandungan clay 60 %, dengan
ketebalan lahan organik 50 cm atau lebih.

Di Indonesia kerusakan fungsi ekosistem gambut ini umumnya terjadi akibat dari
pengelolaan lahan yang keliru berupa pemilihan aktivitas di kawasan gambut yang
tidak sesuai dengan karakteristik lahan gambut, seperti perkebunan sawit dan konversi
lahan gambut menjadi sawah. Hal ini mengakibatkan pengurasan air di kawasan
gambut yang berakibat kekeringan (kering tak balik) pada tanah gambutnya dan
membuat tanah tersebut menjadi rentan akan kebakaran.

Kebakaran hutan dan lahan dalam beberapa tahun ini menjadi salah satu
bencana nasional yang ada di Indonesia. Khusus pada lahan gambut, proses
pemadaman berla-ngsung sulit karena api yang menyebar melalui bawah tanah pada
lapisan gambut. Salah satu kawasan gambut yang sering mengalami kebakaran lahan
dan hutan berada di Provinsi Riau. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan, Provinsi Riau memiliki luas hutan dan lahan terbakar yang
cukup luas, pada tahun 2015 saja, kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau

Prodi llmu Administrasi Publik bekerjasama Laboratorium FISIP UNRI dan PT. Pertamina RU Il Sungai Pakning, Pekanbaru, 25 Agustus 2021


mailto:pramasutradio@gmail.com
mailto:adnanaban@gmail.com

ISSN 2808-1536 Prosiding Seminar Nasional

Tata Kelola Ekosistem Gambut Berkelanjutan Berbasis Masyarakat

mencapai 183.808 ha. Kebakaran hutan yang terjadi umumnya diakibatkan dua hal,
secara sengaja dan tidak sengaja. Kebakaran secara sengaja kebanyakan dipicu oleh
pembakaran untuk membuka lahan dan pembakaran karena eksploitasi sumber daya
alam. Sedangkan kebakaran tak disengaja lebih disebabkan oleh cuaca yang panas,
pembakaran sampah, membuang puntung rokok, dan tindakan kelalaian lainnya.
Zulkarnaini & As’ari (2019) menjelaskan bahan lahan gambut harus dioptimalisasikan
sebagai bentuk cara pandang masyarakat terhadap lahan yang tidak bisa dikelola
menjadi lebih produktif.

Riau merupakan provinsi dengan lahan gambut terluas di Pulau Sumatera yaitu +
4,04 juta Ha atau 56,1 % dari total lahan gambut di Sumatera (Wahyunto dkk., 2003).
Riau juga mempunyai lapisan gambut terdalam di dunia yaitu mencapai 16 meter
terutama diwilayah Kualu Kampar (Anonimous, 2006). Namun demikian selama dua
dasawarsa terakhir, konversi lahan gambut terutama menjadi lahan pertanian,
perkebunan, perkebunan kelapa sawit dan kayu kertas (pulp wood) diperkirakan telah
merusak lahan gambut dengan segala fungsi ekologinya.

Masyarakat yang tinggal di sekitar ekologi lahan gambut mempunyai ketergantu-
ngan yang sangat besar terhadap ekosistem setempat. Karena itulah keberadaan
mereka dapat berperan ganda sebagai penjaga sekaligus perusak dari ekosistem
tersebut. Untuk itu perlu dibangun suatu pola pengelolaan ekosistem yang melibatkan
semua pihak, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara nyata, dan
seterusnya keberadaan mereka diharapkan dapat menjaga ekosistem tersebut
(Pramana, 2012). Tujuannya adalah agar masyarakat ikut memiliki kepentingan untuk
menggunakan segala sumber daya yang tersedia secara bertanggung jawab dan
berkesinambungan.

Pemberdayaan merupakan suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis,
secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi masyarakat yang ada secara
partisipatif. Dengan cara ini akan memungkinkan terbentuknya masyarakat madani
yang majemuk, penuh kesinambungan kewajiban dan hak, saling menghormati tanpa
ada yang asing dalam komunitasnya (Suhendra, 2006). Terdapat empat prinsip yang
sering digunakan untuk suksesnya program pemberdayaan, yaitu prinsip kesetaraan,
partisipasi, keswadayaan/ kemandirian, dan keberlanjutan (Najiyati dkk, 2005).

Dalam menerapkan prinsip tersebut, dibutuhkan strategi dimana pemberdayaan
tidak bersifat dalam jangka pendek dan benar-benar harus melibatkan sumber daya
manusia dan sumber daya alam dari masyarakat yang merupakan subjek dan objek
dari pemberdayaan tersebut. Hatu (2005) menyatakan bahwa untuk dapat
memberdayakan masyarakat, maka masyarakat seharusnya diberikan kesempatan
untuk menentukan jenis usaha sesuai dengan kondisi wilayah dan usaha yang biasa
yang dilakukan warga setempat. Hal ini akan mendorong perkembangan masyarakat
sehingga menjadi cukup kuat untuk mendirikan kelompok yang akan berpartisipasi
dalam membangun serta mengentaskan kemiskinan di sekelilingnya. Pola
pemberdayaan masyarakat untuk mengubah kehidupan masyarakat yang dimaksud
adalah melalui pendekatan bottom up, yaitu melalui inisiatif dan aspirasi kelompok
masyarakat sehingga mereka dapat menjadi masyarakat mandiri (Suhartini dkk, 2005).

Menurut (Suharto, 2005) Pemberdayaan diartikan sebagai proses yang memiliki
makna dalam setiap perubahannya, Pertama enabling menciptakan ruang potensi
untuk masyarakat bisa berkembang secara normal serta membebaskan masyarakat,
kedua empowering yaitu memberikan penguatan pengetahuan dan kemampuan yang
dimiliki masyarakat, ketiga protecting melindungi masyarakat yang tergolong menjadi
kelompok lemah untuk berdaya, keempat supporting, setiap proses pemberdayaan
harus memberikan bimbingan dan dukungan kepada kelompok lemah dan terakhir
adalah fostering memelihara kondusifitas/semangat masyartakat untuk memilihara
program pemberdayaan tersebut. Pendapat diatas sejalan dengan (Sidig, 2020) yang
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mengartikan pemberdayaan sebagai upaya membuka aksesbilitas bagi masyarakat
miskin untuk memanfaatkan perlindungan dan jaminan sosial dari setiap program.
Berdasarkan pemikiran diatas, maka perlu dilakukan kegiatan serta kajian untuk
memberi gambaran menyeluruh tentang konsep dan strategi pemberdayaan
masyarakat di lahan gambut yang diintegrasikan dengan tujuan pelestarian lingkungan

METODE

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah Provinsi Riau mempunyai
lahan gambut terluas di Pulau Sumatera yaitu + 4,04 juta Ha dan dengan pertimbangan
yaitu; Pertama, lahan gambut sering terjadi kebakaran hutan maka akan memberikan
dampak buruk bagi ekonomi Provinsi Riau. Kedua, di sebagian wilayah Provinsi Riau
ini masih banyak masyarakat yang masih mempunyai kesadaran rendah terhadap
kegunaan lahan gambut. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik
Purposive Sampling yang mana penentuan informan berdasarkan pertimbangan bahwa
informan yang dipilih adalah orang-orang yang mengetahui dan terlibat dalam dan
telah di tentukan sebelumnya. Selain itu juga beberapa aktor yang terlibat dalam pihak
Pemerintahan. Untuk mendapatkan data penulis melakukan observasi desktiftif dan
juga wawancara secara mendalam pada informan inti dan informan pendukung.
Sehingga akan didapatkan data yang valid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mata pencaharian penduduk desa di Provinsi Riau umumnya masih terkait
dengan subsistem pertanian, terutama perkebunan sawit dan karet, perikanan, dan
sebagian kecil perdagangan. Masyarakat lokal berkebun kelapa sawit baru diintroduksi
beberapa puluh tahun terakhir ini oleh para pendatang yang umumnya berasal dari
etnis Batak dan Jawa lebih memilih menanam sawit dengan luas berkisar antara 2-3 Ha.
Oleh karenanya, masyarakat berkepentingan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan
mening-katkan kesejahteraannya dengan bergantung pada kawasan perkebunan.
Perkebunan terdiri dari perkebunan milik perusahaan dan perkebunan milik
masyarakat. Sebagian kecil lahan perkebunan tersebut berada di lahan basah (gambut).

Masyarakat di lahan gambut sebenarnya hidup dalam ekosistem yang rapubh,
hampir di sebagian besar wilayah di Provinsi Riau, terutama di daerah pendesaan.
Karena rapuh dan marjinalnya lahan gambut inilah yang menyebabkan sebagian besar
masyarakat mengalami kemiskinan. Antara kemiskinan dan ekosistem yang rusak
ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kita dapat saja mengatakan
minimnya teknologi, pendidikan petani rendah, dan segudang alasan klasik lainnya
yang menye-babkan mereka miskin, namun fakta hari ini menyebutkan bahwa ternyata
belum banyak orang yang memberikan perhatian terhadap keberdayaan mereka.

Lahan gambut merupakan sumber daya alam yang unik, yang memiliki peran
yang kompleks dan sifatnya fragil. Kondisi itu sebenarnya dapat menjadi peluang bagi
tum-buhnya beragam partisipasi masyarakat sekaligus kesempatan kerja dan usaha.
Berikut beberapa bentuk partisipasi dan kegiatan yang berpeluang menciptakan
kesempatan kerja dan peluang usaha yang memungkinkan dilakukan oleh masyarakat
di lahan gambut.

a. Partisipasi dalam menanggulangi kebakaran lahan

Kebakaran lahan gambut sangat mudah meluas dan menimbulkan dampak yang
sangat merisaukan. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah
dihimbau memiliki satuan pemadam kebakaran lahan dan hutan. Dalam hal, ini
masyarakat yang berada di sekitar lahan gambut dapat berperan sebagai anggota
satuan pemadam kebakaran di tingkat desa seperti yang dilakukan. Tim ini selain
memiliki struktur organisasi yang jelas, ia juga diberikan tehnik pelatihan pencegahan
dan pemadaman api, termasuk cara-cara menggunakan peralatan pemadaman
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kebakaran milik pemerintah, sehingga ia senantiasa siap dilibatkan pada setiap
kegiatan pemadaman kebakaran.
b. Partisipasi dalam kegiatan rehabilitasi lahan

Upaya rehabilitasi hutan memerlukan tenaga kerja yang cukup banyak terutama
di bidang pembibitan tanaman, penanaman, dan pemeliharaan. Masyarakat di lahan
gambut dapat mengambil peran dalam kegiatan-kegiatan semacam itu. Peningkatan
keterampilan teknis dan manajemen, permodalan, serta mediasi dengan sektor-sektor
tekait dan mitra kerja lain, sangat diperlukan oleh masyarakat agar mereka dapat
mengisi kesempatan kerja tersebut. Namun dari kegiatan ini dapat ditarik suatu proses
pembelajaran yang berarti dimana masyarakat dapat dilibatkan untuk ikut
berpartisipasi dalam melestarikan lingkungan dan meningkatkan kesadaran mereka
bahwa kecerobohan dalam menggunakan api berdampak parah terhadap kerusakan
hutan dan sangat sulit untuk diperbaiki.

c. Pemanfaatan lahan melalui agroforestry

Sistem agroforestry yang saat ini sedang gencar dikembangkan oleh pemerintah
akan membuka Kkesempatan kerja petani untuk meningkatkan optimalisasi
pemanfaatan lahan hutan (gambut) bagi komoditas pertanian yang lebih produktif
dengan system wanatani. Di samping itu, perkebunan swasta di lahan gambut dangkal,
membuka peluang kerja bagi masyarakat terutama petani di sekitar perkebunan.

d. Pemanfaatan lahan melalui Usaha Tani Terpadu

Usaha tani terpadu seperti tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan,
dan peternakan, yang berkelanjutan cukup berpeluang untuk dikembangkan di lahan
gambut. Hal ini dimungkinkan karena sebagian lahan gambut (Khususnya yang
dangkal) merupakan lahan yang sesuai bagi pengembangan berbagai komoditas
pertanian. Tanaman kehutanan dan perkebunan dapat dipanen dalam jangka panjang.
Sementara tanaman pangan dan hortikultura dapat dipanen dalam jangka pendek.
Perairan di lahan gambut dapat dimanfaatkan untuk budidaya perikanan. Demikian
pula, komoditas ternak seperti ayam, itik, kerbau, dan sapi dapat dipelihara untuk cash
income atau tabungan. Sementara kotoran ternak tersebut dapat digunakan sebagai
pupuk atau bahan pembuat kompos.

Sebagian desa di lahan gambut yang ada di Provinsi Riau telah melakukan
beberapa macam pemberdayaan masyarakat untuk ketersedian peluang ekonomi dan
mata pencaharian yang berkelanjutan. Berikut ini jenis-jenis bentuk pemberdayaan
masyarakat yang ada di Provinsi Riau.

Tabel 1.1 jenis-jenis program pemberdayaan masyarakat dilahan gambut Provinsi Riau

No | Nama Desa Jenis-jenis program pemberdayaan masyarakat

1 | Desa Rimbo Panjang Program Restorasi lahan gambut berbasis
budidaya pertanian dan perikanan

2 | Desa Sungai Kayu Ara, Kab. | Program Peduli Gambut berbasis budidaya

Siak tanaman bawang
3 | Desa Bantalan, Kab. Indragiri | Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) berbasis
Hulu budidaya pertanian dan perikanan serta

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)

4 | Desa Batu Besurat, Kab. | Program Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM)

Kampar berbasis budidaya pertanian, perikatan dan
peternakan
5 | Sungai Pakning, Kab. | Program Kampung Gambut Berdikari PT
Bengkalis Pertamina RU Il

Dari tabel 1.1 diatas memperlihatkan bahwa beberapa desa di Provinsi Riau
memilih program pemberdayaan masyarakat yang bersifat praktis atau merujuk
kepada pilihan adaptasi masyarakat untuk dapat bertahan hidup. pilihan bertahan
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hidup merujuk pada jaminan konsumsi harian dan konsumsi massal. Pola usaha tani
sudah diteliti oleh Noor (2013) yang memaparkan bahwa ada dua pola pengelolaan
lahan gambut, yaitu pertama, pemanfaatan yang terdiri dari (1) system mata
pencaharian (2) sistem pemilihan tempat usaha bertani, dan (3) pola usaha tani dan
komoditas pilihan yang dipengaruhi oleh persepsi individual atau kelompok dalam
menyikapi kondisi lahan dan lingkungannya; dan kedua, kearifan lokal pengelolaan
lahan dan air meliputi (1) sistem penyiapan lahan dan pengolahan tanah, (2) penataan
lahan, (3) pengelolaan kesuburan tanah, dan (4) sistem pengelolaan air yang
dipengaruhi oleh komoditas tanaman yang dikembangkan dan persepsi individual atau
kelompok dalam menyikapi kondisi lahan dan lingkungannya. Pada tulisan ini saya
sederhanakan menjadi empat yang merupakan rangkain dari dua kearifan lokal yang
disampaikan Noor menyesuaikan dengan kondisi desa-desa penelitian.

Pemanfataan ekosistem lahan gambut, tujuan pemberdayaan tidak semata-mata
peningkatan kesejahteraan rakyat. Ide dasarnya adalah terciptanya keseimbangan
antara keberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan
dalam hal ini, tidak semata-mata untuk memenuhi kepentingan masyarakat secara
umum tetapi juga dimaksudkan bagi kelangsungan hidup dan kehidupan masyarakat di
kawasan lahan gambut. Tanpa lingkungan yang dapat menjamin kehidupan dan
penghidupan yang layak, keberdayaan masyarakat di lahan gambut sulit untuk
diwujudkan. Dengan kata lain, keberdayaan harus dicapai melalui peningkatan
kapasitas dan masyarakat serta kelestarian lingkungannya. Oleh sebab itu,
pemberdayaan masyarakat di lahan gambut ditujukan untuk membangun motivasi,
partisipasi, dan kontribusi masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup dan
pelestarian lingkungan. Aktivitas tersebut harus merupakan tindakan sistematis dan
terencana yang dimaksudkan untuk mengembangkan kapasitas dan kompetensi
masyarakat agar mampu menolong dirinya sendiri sehingga secara mandiri mampu
memenuhi kebutuhan hidupnya sekaligus mampu menjaga lingkungannya dengan
penuh kesadaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan tentang program pemberdayaan masyarakat
dilahan gambut yang ada di Provinsi Riau pemberdayaan masyarakat telah dilakukan
oleh beberapa daerah yang ada di Provinsi Riau namun dalam pelaksanaan program
pemberdayaan masyarakat masih kurang digencarkan oleh pemerintah desa maupun
pemerintah daerah setempat. Pemanfaatan lahan gambut di Provinsi Riau kebanyakan
berbasis budidaya pertanian, perikanan dan perternakan.

Disarankan kepada pemerintah daerah setempat khusunya untuk meningkatkan
motivasi, partisipasi dan kontribusi masyarakat dilahan gambut untuk dampak
ekonomi yang berkelanjutan. Dengan adanya motivasi, partisipasi dan kontribusi
masyarakat mengembangkan kapasitas dan kompetensi masyarakat agar mampu
menolong dirinya sendiri sehingga secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan
hidupnya sekaligus mampu menjaga lingkungannya dengan penuh kesadaran.
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STRATEGI PENGELOLAAN LAHAN GAMBUT UNTUK
PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT

Elida Sahni Siregar
FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru
Email: elidasahni@gmail.com

Abstrak

Gambut merupakan material organik (mati) yang terbentuk dari bahan-bahan organik, seperti
dedaunan, batang dan cabang serta akar tumbuhan, yang terakumulasi dalam kondisi
lingkungan yang tergenang air, sangat sedikit oksigen dan keasaman tinggi serta terbentuk di
suatu lokasi dalam jangka waktu geologis yang lama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui strategi yang baik dalam pengelolaan lahan gambut. Pengelolaan lahan gambut
harus mem-persatukan antara kepentingan sosial ekonomi dan kepentingan pelestarian sumber
daya alam secara seimbang dan adil agar masyarakat disekitar lahan gambut tersebut
mendapatkan kesejahteraan yang baik dalam permasalahan ekonominya. Strategi yang
dilakukan dengan top down tidak dapat dilaksanakan dikarenakan sistem pengelolaan pada top
down ini secara berkelanjutan. Karena masyarakat di sekitar lahan gambut masih
mempertahankan budaya yang ada pada daerahnya sendiri sehingga seringkali bertentangan
dengan kebijakan yang dibuat oleh pemeritah setempat dalam hal pengembangan
perekonomian masyarakat di lahan gambut. Penelitian ini merupakan jenis pendekatan
kualitatif dengan menggunakan teknik pengumupulan data melalui studi literatur dan internet
searching. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Strategi dalam pengembangan lahan gambut
secara berkelanjutan dapat dilakukan dengan mensinergikan upaya-upaya dalam pengolahan
lahan gambut dengan meningkatkan produkti-vitas usaha tani pada lahan gambut yang telah
dikonservasi terlebih dahulu. Untuk pengem-bangan lahan gambut yang berkelanjutan kita juga
harus dapat meminimalisir emisi gas karbon yang disumbangkan oleh lahan gambut sehingga
dalam produktivitas pertanian dapat berjalan dengan baik.

Kata Kunci : strategi pengolahan, pengembangan ekonomi, lahan gambut

PENDAHULUAN

Gambut merupakan material organik (mati) yang terbentuk dari bahan-bahan
organik, seperti dedaunan, batang dan cabang serta akar tumbuhan, yang terakumulasi
dalam kondisi lingkungan yang tergenang air, sangat sedikit oksigen dan keasaman
tinggi serta terbentuk di suatu lokasi dalam jangka waktu geologis yang lama (Central
Kalimantan Peatlands Project (2008)). Gambut juga dapat diartikan sebagai suatu tanah
yang mengandung berat kering bahan organik > 65% dengan ketebalan 0,5 m.

Lahan gambut mengandung dua kali lebih banyak karbon dari hutan tanah
mineral yang ada di seluruh dunia. Tetapi, karbon yang tersimpan dalam lahan gambut
akan terlepas ke udara dan menjadi sumber utama emisi gas rumah kaca ketika
terganggung atau mengalami kekeringan. Gambut sudah terbentuk Ketika bumi
menjadi hangat sekitar tahun 9.600 sebelum Masehi. Gambut di daerah delta (daratan
sekitar sungai) dan pantai terbentuk seiring meningkatnya permukaan laut. Pada
gambut pedalaman yang mengandung kandungan mineral dari air sungai dan pantai
terbentuk akibat pasang surut air laut dan air sungai.

Lahan Gambut sebagai ekosistem merupakan anasir (component) lingkungan
lokal, regional, bahkan global. Keanekaragaman sifat fisik, kimia dan hayati gambut
pada aras lokal menjadikan tanah gambut suatu bagian dan system lingkungan lokal.
Fungsi gambut dalam pemendaman (sequestering) karbon dan pendauran air
menjadikan lahan gambut suatu bagian dan system lingungan regional-global bersama
dengan atmosfer dan hidrosfer. Jadi, dampak pengembangan lahan gambut tidak hanya
dapat mengenai lahan gambut sendiri, akan tetapi juga dapat mengenai lingkungan
secara luas. Maka persyaratan kehati-hatian dalam mengembangkan lahan gambut
bertambah penting.

Prodi llmu Administrasi Publik bekerjasama Laboratorium FISIP UNRI dan PT. Pertamina RU Il Sungai Pakning, Pekanbaru, 25 Agustus 2021


mailto:elidasahni@gmail.com

ISSN 2808-1536 Prosiding Seminar Nasional

Tata Kelola Ekosistem Gambut Berkelanjutan Berbasis Masyarakat

Soil Survey Staff, USDA (2003) dan Andriesse (1988) telah mendefenisikan lahan
gambut secara detail. Berdasarkan “Hasil Rumusan Semiloka Nasional Pemanfaatan
Lahan Gambut Berkelanjutan di Bogor tanggal 28 Oktober 2010”; ada dua point penting
yang perlu disapaikan, sebagai berikut : 1) Lahan gambut dibatasi sebagai suatu area
yang ditutupi edapan bahan organik dengan ketebalan >50 cm yang sebagian besar
belum terlapuk secara sempurna dan tertimbun dalam waktu lama serta mempunyai
kandungan C-organik >18 %. 2) Lahan gambut yang mempunyai ketebalan >3m,
berada di luar Kawasan hutan dan bukan sebagai kubah gambut serta luasan
pemanfaatannya berada di dalam satuan pemanfaatan lahan sesuai dengan kebijakan
penggunaan lahan yang terkait dengan perencanaan pembangunan daerah, masih
dapat digunakan untuk keperluan lain terutama untuk pertanian/perkebunan.

Indonesia memiliki luas lahan gambut sekitar 14,9 juta hektar. Indonesia
termasuk salah satu negara yang berperan penting dalam bidang mitigasi perubahan
iklim. Jika Indonesia mampu mempertahankan lahan gadmbut sesuai kondisi alaminya,
maka Indonesia akan diposisikan sebagai kontributor utama dalam hal penyerapan
karbon. Tetapi pada kondisi lain, jika Indonesia tidak dapat mengelola lahan gambut
yang sesuai dengan prinsip-prinsip berkelanjutan, Indonesia berpontesi sebagai
kelompok lima terbesar dalam penyumbangan emisi gas rumah kaca disebabkan
karbon yang terkandung dalam gambut tersebut.

Dalam pengelolaan lahan gambut harus memiliki strategi yang baik. Pengelolaan
lahan gambut harus mempersatukan antara kepentingan sosial ekonomi dan kepenti-
ngan pelestarian sumber daya alam secara seimbang dan adil agar masyarakat
disekitar lahan gambut tersebut mendapatkan kesejahteraan yang baik dalam
permasalahan ekonominya. Strategi yang dilakukan dengan top down tidak dapat
dilaksanakan dika-renakan sistem pengelolaan pada top down ini secara berkelanjutan.
Karena masyarakat di sekitar lahan gambut masih mempertahankan budaya yang ada
pada daerahnya sendiri sehingga seringkali bertentangan dengan kebijakan yang
dibuat oleh pemeritah setempat dalam hal pengembangan perekonomian masyarakat
di lahan gambut.

Sebaliknya pada pendekatan bottom up yang dibuat oleh pemerintah juga tidak
mampu memberikan solusi yang terbaik dalam hal pengelolaan lahan gambut untuk
pengembangan perkeomian masyarakat, karena dinamika lingkuangan sosial ekonomi
masyarakat di wilayah tersebut.

Berdasarkan penjelasan yang telah di uraikan di atas, maka penulis akan mem-
bahas mengenai strategi pengelolaan lahan gambut untuk pengembangan
perekonomian masyarakat.

METODE

Penelitian ini merupkan jenis pendekatan kualitatif dengan teknik studi literatur
dan internet searching. Studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan
dengan metode pengumpulaan data Pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah
bahan penelitian. Menurut Danial dan Warsiah (2009:80), Studi literatur adalah
merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah
buku buku, majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Teknik ini
dilakukan dengan tujuan unutk mengungkapkan berbagai teori-teori yang relevan
dengan permasalahan yang sedang dihadapi/diteliti sebagai bahan rujukan dalam
pembahasan penelitian serta mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau
permasalahan. Internet searching atau pencarian secara online adalah pencarian
dengan menggunakan computer yang dilakukan melalui internet dengan alat atau
software pencarian tertentu pada sever-server yang tersambung dengan internet yang
tersebar di berbagai penjuru dunia. (Sarwo, 2005:229). Penggunaan internet sebagai
salah satu sumber dalam teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dikarenakan
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dalam internet terdapat banyak informasi yang berkaita dengan penelitian ini.
Beragam informasi ini tentunya sangat berguna bagi penelitan, serta dilengkapi dengan
beragam literatur yang berasal dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dari
berbagai belahan dunia. Aksebilitas yang fleksibel dan aplikasi yang mudah juga
menjadi point penting untuk menjadikan pencarian data dalam internet sebagai salah
satu Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1.Pengembangan Kawasan Lahan Gambut

Lahan gambut merupakan suatu ekosistem yang sangat khas dari segi struktur,
fungsi dan kerentanan yang besar terhadap usikan (disturbance). Kekhasannya
berasal dari sejarah kemajuannya (history of existence). Kegiatan yang memberikan
gang-guan yang paling besar, paling luas dan paling sulit untuk diatasi adalah
pertanian. Gangguan paling besar dikarenakan oleh sector pertanian, apalagi
pertanian yang mengarah kepada industrialisasi, melibatkan pengolahan tanah
yang secara men-dalam. Gangguan paling luas karena pertanian bekerja dengan
sejumlah besar satuan produksi dalam Kawasan yang sangat luas untuk
pemanfaatan sektor per-tanian. Gangguan yang paling sulit untuk diatasi adalah
dampak pencemaran dari sector pertanian yang mengarah kepada industrialisasi.
Maka pengembangan lahan gambut untuk pertanian, khususnya untuk tanaman
pangan, memerlukan perenca-naan sistem dan perancangan teknik yang sangat
hati-hati agar bisa menciptakan perekonomian masyarakat disekitar lahan gambut
semakin baik.

Pengembangan dan Pemanfaatan Lahan Gambut:

Pembatosan berdasarkan regulasi terkait dengaon UU No. 41/1999

| vu No. 41 Tahun 1699 | Kaitannya dengan Fungs! Kawasan Mutan | Rekomendas!
| (Ps 6 ayat 2): Fungsi sesusl dengan PP No. 44 Tahun 2004, Pa. untuk
| Pokok Hutan | 24 ayat 1 l Pemanfastan
| MUTAN LINDUNG | Hutan Lincung | Noft
[ | Futan Suske Alsm | ol
| HUTAN KONSERVAS) Hutan Pelmstarian Alam | No#t
| Towman Dury | Noi
| [ Mutan Produks Biass ; CSN
1 HMUTAN PRODUKS! ; Hutan Produksl Torbatans 1 CSN
| Hutan Produksl yang dapat Dikonvorsi | S(nr)

| Area Hutan untuk Panggunaan Lain (APL)'] S(nr)

p

Gambar 1. Kebijakan pengembangan dan pemanfaatan lahan gambut

Terlihat pada Gambar 1. Hutan rawa gambut yang berada dalam Kawasan hutan
produksi dapat dimanfaatkan dan dikonversikan kedalam usaha pertanian dalam
rangka peningkatan perekonomian masyarakat sekitar lahan gambut. Tetapi hutan
produksi biasa dan hutan produksi terbatas bila diperlukan untuk mengolah lahan
gambut tersebut harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Kementrian Kehutanan.
Namun demikian yang sering menjadi persoalan dalam pemanfaatan lahan gambut
produksi adalah perbatasan wilayah lahan gambut yang seringkali tidak jelas didalam
peta administrasi. Tetapi dalam pengelolaan lahan gambut tersebut tidak berpacu
kepada peta administrasi melainkan didasarkan kepada kepentingan masing-masing
masyarakat yang berada di sekitar lahan tersebut. Misalnya masyarakat yang berada
disekitar lahan gambut produksi mereka akan memanfaatkan lahan tersebut untuk
perekonomian mereka tanpa melihat batas adminstrasi dari lahan tersebut.
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Pengembangan tanaman perkebunan di lahan sawit lebih pesat hasil yang
didapatkan dibanding dengan tanaman pangan. Dikarenakan hasil yang didapatkan
dari tanaman perkebunan lebih banyak dibandingkan dengan tanaman pangan.
Sehingga dengan mengembangkan sawit di lahan gambut akan membuat
perekonomian masyarakat semakin bagus dan meningkat, dan banyak sekali
masyarakat khususnya petani di lahan gambut yang mengkonversikan tanaman pangan
ke tanaman perkebunan di lahan sawit.

Lahan gambut sebagai ekosistem merupakan komponen dari lingkungan lokal,
regional bahkan sampai global. Keanekaragaman dari sifat fisik dan kimia lahan
gambut menjadikan tanah gambut sebagai suatu bagian dari sistem lingkungan lokal.
Fungsi lahan gambut dalam penyimpanan karbon dan pendauran air menjadikan
lahan gambut suatu bagian dan sistem lingkungan regional - global bersama
dengant atmosfer dan hidrosfer. Dampak pengembangan lahan gambut tidak
hanya dapat mengenai lahan gambut sendiri, akan tetapi juga dapat mengenai
lingkungan secara luas. Maka persyaratan kehati- hatian dalam mengembangkan
lahan gambut bertambah penting dalam pengelolaannya.

Pengembangan lahan gambut memerlukan strategi yang baik. Menurut
Hornby, dkk. (1984) etika merupakan suatu sistem asas-asas moral atau kaidah
perilaku. Inti pembuatan keputusan etika yang baik adalah kedewasaan moral
yang terbentuk berdasarkan motivasi dalam menyukuri hidup. Pertanian yang
menghimpun kearifan adalah pertanian yang mengolah teknologi daur ulang
maupun konservasi air dalam usaha tani yang dilaksanakan. Berbeda dengan
pertanian industrialisasi yang sangat ekstraktif yang menilai pada tingginya hasil
panen dan perekonomian yang ada.

Pengembangan lahan gambut secara terus menerus masih dapat memberikan
hasil perekonomian bagi masyarakat beberapa tahun kedepan. Akan tetapi lahan
gambut tersebut akan rusak dan tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari pertanian di
Kawasan lahan gambut yang sudah rusak. Analisis mengenai dampak lingkungan
(AMDAL) dinilai sangat penting dalam pengambangan lahan sawit untuk perekonmian
masyarakat. AMDAL lahan gambut dan lingkungan dapat diselamatkan, pertanian
dapat diamankan dan perekonomian dapat dikembangkan.

2.Urgensi Pengelolaan Lahan Gambut Yang Berkelanjutan

Melihat peran lahan gambut dalam perekonomian dan nasional yang sangat
strategis maka sejumlah berita negative sering muncul dengan perkembangan
agribisnis kedua komoditas tersbut perlu ditangani secara bijaksana. Pertama, isu
negatif yang terkait dengan emisi gas rumah kaca yang disebabkan adanya konversi
lahan dari lahan gambut menjadi lahan perkebunan kelapa sawit. Kedua, isu negatif
yang terkait dengan konflik-konflik penguasaan lahan antara perkebunan besar dengan
kelompok tani setempat. Ketiga, isu negatif yang terkait dengan menurunnya kapasitas
produksi pangan akibat konversi lahan pangan menjadi lahan sawit dan atau karet.

Nilai ekonomi yang ditawarkan dari pengelolaan lahan gambut sangat tinggi dan
dalam jangka Panjang. Tetapi persoalan jangka Panjang tidak dapat diatasi sedangan
jangak pendek dan jangka menengah tidak dapat diatasi. Maka dari itu pemerintah
harus selalu mencari bagaimana pengelolaan lahan gambut yang secara berkelanjutan
dan tetap dapat menciptakan ekonomi yang tinggi. Dalam sistem pengelolaan lahan
gambut jangka pendek harus memperhatikan ekonomi yang ditawarkan, sedangkan
untuk sistem pengelolaan jangka Panjang dan menengah harus memperhatikan
lingkungan sekitar. Pengelolaan lahan gambut harus berbasis kepada prinsip-prinsip
pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Dimana sebisa mungkin emisi gas rumah
kaca ikut berkontribusi dalam sekuestrasi karbon, namun pada saat yang sama

Prodi llmu Administrasi Publik bekerjasama Laboratorium FISIP UNRI dan PT. Pertamina RU Il Sungai Pakning, Pekanbaru, 25 Agustus 2021



ISSN 2808-1536 Prosiding Seminar Nasional

Tata Kelola Ekosistem Gambut Berkelanjutan Berbasis Masyarakat

kepentingan kesejahteraan masyarakat dan perekonmian harus berjalan dengan
selayaknya.

Salah satu permasalahan yang sangat mendasar dalam pembangunan pertanian
yang berkelanjutan adalah masalah pertanahan dan lahan. Masih banyak sekali daerah
di luar jawa dijumapi dualism tentang kelembagaan penguasaan tanah. Sangat banyak
sekali dilihat pertentangan antara kelembagaan pertanahan dengan hukum adat yang
berada di sekitar masyarakat lahan gambut. Dalam mengatasi permasalahan
pertanahan ini belum dapat diformulasikan dalam suatu mekanisme hukum yang
berlaku umum karena paradigma yang dianut dalam masyarakat adatn yang dimilki
sangat beragam dan terkadang diametral dengan sudut pandang yang dianut dalam
hukum formal.

Dalam sistem pengelolaan gambut berkelanjutan, konflik yang telah terjadi
maupun sumber-sumber konflik tersebut harus diposisikan sebagai bagian integral
dari strategi kebijakan. Justifikasinya adalah sebagai berikut. Pertama, sistem
pengelolaan berkelanjutan berpijak pada paradigma peningkatan produktivitas
berbasis prinsip kelestarian. Dalam konteks demikian itu, konflik penguasaan tanah
kontraproduktif untuk introduksi teknologi dan kelembagaan sistem pengelolaan
berkelanjutan. Kedua, konflik penguasaan tanah menyebabkan keuntungan ekonomi
dari pengembangan agribisnis (misalnya sawit) menjadi lebih rendah bahkan mungkin
merugi. Akibatnya, akumulasi manfaat yang semestinya dapat dimanfaatkan untuk
mendukung aksi-aksi mitigasi menipis bahkan mungkin menjadi nol. Ketiga, ekses
konflik yang tidak tertangani dengan baik adalah munculnya penjarahan atas aset-aset
produktif termasuk sumberdaya alam (lahan gambut) yang belum dimanfaatkan.

Menimalisir konversi lahan gambut kepada lahan kelapa sawit sangat dirasakan
urgensinya. Tidak semua rumah tangga disekitar lahan sawit merupakan petani kelapa
sawit tetapi semua rumah tangga membutuhkan pangan. Meningkatnya
ketergantungan pangan dari masyarakat sekitar lahan gambut terhadap daerah luar
tidak menjadi masalah sepanjang daya beli masyarakat tersebut masih tinggi. Fakta
yang sering ditemui dilapangan konversi lahan sawah di sejumlah daerah penghasil
beras maka produksi beras yang dihasilkan akan semakin lambat, akibatnya daerah
yang semula pemasok beras juga menurun. Kondisi demikian menyebabkan ketahanan
pangan di suatu daerah akan buruk disebabkan adanya konversi lahan sawak kepada
lahan perkebunan kelapa sawit.

3. Strategi Pengembangan Lahan Gambut Yang Berkelanjutan

Strategi dalam pengembangan lahan gambut secara berkelanjutan dengan men-
sinergikan upaya-upaya meminimlisir lahan gambut dengan meningkatkan produktivi-
tas usaha tani pada lahan gambut yang telah dikonservasi terlebih dahulu.

Pembangunan dalam pemanfaatan lahan gambut ke depan perlu diarahkan untuk
mencapai keberlanjutan dan sekaligus meminimlisir dari dampak negative yang
ditimbulkan. Diantara dampak negative yang bisa di minimalisir adalah penurunan
emisi gas rumah kaca. Sekarang ini sudah banyak kita lihat lahan lahan yang sering
dimanfaatkan untu produksi pertanian dialihfungsikan ke pembangunan perkotaan
dan perumahan, maka dari itu untuk memenuhi produk pertanian kita harus
memanfaatkan lahan gambut dalam membuat usaha tani pertanian sehingga
mencukupi bagi masyarakat di Indonesia.

Pengurangan dalam emisi gas rumah kaca melalui pengurangan defosentrasi dan
pengurangan degaradasi hutan dan dari berbagai sector yang bisa mengurangi emisis
gasa rumah kaca di lahan gambut tersebut. Dari pengurangan emisi gas karbon yang
teradapat dalam lahan gambut akan memperbaiki dalam pertumbuhan ekonomi di
Indonesia dengan rendahnya emisi gas karbon yang terdapat di lahan gambut akan
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membuat produk pertanian lebih banyak berproduksi di lahan tersebut dan membuat
perekonomian di Indonesia semakin meningkat.

Dalam pengurangan emisi GRK terutama karbon dioksida, Indonesia melakukan-
nya tanpa mengorbankan pembangunan di sektor lain serta kesejahteraan masyarakat.
Pembangunan pertanian yang dilakukan dengan prinsip “pro-growth, pro job, pro-poor,
and pro-environment” kesempatan ini mempunyai urgensi untuk penurunan tingkat
kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan akan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah

mentargetkan perkembangan ekonomi sebesar 7% per tahun.
Tabel 1. Strategi pengembangan lahan gambut dalam lingkup teknis, sosial

ekonomi dan kelembagaan

No Tujuan

Strategi dalam Pengembangan

Pengembangan
1. Meningkatkan 1. Pengumpulan dan penyusunan informasi dasar tentang
Produktivitas lahan gambut
melalui 2. Pengumpulan Informasi berbagai jenis tanaman dan
penguasaan sains varietas dalam lahan gambut
dan teknologi 3. Perbaikan system pengelolaan air dalam lingkup makro
dan mikro untuk pencapaian produktivitas tanaman yang
dibudidayakan
2. Meningkat peran 1. Pembentukan kelompok tani dan gapoktan
dan fungsi 2. Pendirian kios saprodi yang didirikan oleh Lembaga
kelembagaan yang terkait dalam usaha tani pertanian
sebagai pendukung 3. Pembentukan dan revitalisasi koperasi unit desa untuk
bioindustry melayani petani dalam pembelian gabah
3. Menigkatkan 1. Penegmabangan intergrasi tanaman dan ternak untuk
pendapatan petani meningkatkan pendapatan petani
dengan menambah 2. Pengembangan industry rumah tangga dari hasil produk
nilai dari produk pertanian perikanan dan peternakan.
pertanian 3. Perluasan pasar dalam menjual produk pertanian yang
dihasilakn oleh petani di lingkungan lahan gambut
tersebut.
4. Penurunan Emisi 1.Pembuatan saluran drainase untuk menyimpan air pada
gas rumah kaca musim kemarau
dan mitigasi 2. Penggunaan Varietas Rendah emisi
terhadap 3. Penggunaan Varietas adaftip terhadap polder mini dalam

perubahan iklim

mengendalikan musim hujan maupun kemarau.

Proses pertumbuhan tanaman, terutama tanaman tahunan (tanaman pohon-

pohonan) menyerap CO2 dari atmosfir melalui proses fotosintesis dan menjadikannya
sebagai bagian dari jaringan tanaman penyimpan senyawa karbon organik. Melalui
rehabilitasi lahan padang alang-alang dan semak belukar dengan penanaman tanaman
tahunan seperti tanaman karet, kelapa sawit dan kakao, sektor pertanian dapat
merupakan penambat karbon (karbon sink).

KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan yang telah dijelasakan diatas, dapat disimpulkan yaitu:
1. Pengembangan lahan gambut untuk pertanian, khususnya untuk tanaman
pangan, memerlukan perencanaan sistem dan perancangan teknik yang sangat
hati-hati agar bisa menciptakan perekonomian masyarakat disekitar lahan
gambut semakin baik. Hutan rawa gambut yang berada dalam Kawasan hutan
produksi dapat dimanfaatkan dan dikonversikan kedalam usaha pertanian dalam
rangka pening-katan perekonomian masyarakat sekitar lahan gambut.
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Pengembangan tanaman sawit di lahan gambut akan membuat perekonomian
masyarakat semakin bagus dan meningkat. Sudah banyak masyarakat khususnya
petani di lahan gambut yang mengkonversikan tanaman pangan ke tanaman
perkebunan di lahan sawit.

2. Urgensi dalam mengelola lahan gambut adalah emisi gas rumah kaca yang
disebabkan adanya konversi lahan dari lahan gambut menjadi lahan perkebunan
kelapa sawit. Dalam sistem pengelolaan lahan gambut jangka pendek harus
memperhatikan ekonomi yang ditawarkan, sedangkan untuk sistem pengelolaan
jangka Panjang dan menengah harus memperhatikan lingkungan sekitar. Urgensi
yang lain dalam pengelolaan lahan gambut dalam pembukaan lahan gambut
sering sekali dibakar sehingga membuat lahan gambut tidak bisa berproduksi
Kembali.

3. Strategi dalam pengembangan lahan gambut secara berkelanjutan dapat
dilakukan dengan mensinergikan upaya-upaya dalam pengolahan lahan gambut
dengan meningkatkan produktivitas usaha tani pada lahan gambut yang telah
dikonser-vasi terlebih dahulu. Untuk pengembangan lahan gambut yang
berkelanjutan kita juga harus dapat meminimalisir emisi gas karbon yang
disumbangkan oleh lahan gambut sehingga dalam produktivitas pertanian dapat
berjalan dengan baik.
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Abstrak
Indonesia memiliki sumber daya alam berupa gambut yang dapat dikatakan cukup luas sekitar
21 Ha. Lahan ini tersebar di beberapa daerah di Indonesia yaitu, di Kalimantan, Sumatera dan
Papua. Gambut memiliki manfaat yang sangat banyak terutama dalam bidag ekonomi. Gambut
dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang sangat besar, sehingga dapat menguragi efek
rumah kaca. Gambut juga bermanfaat bagi kehidupan flora dan fauna sebagai siklus hidrologi.
Dan bagi masyarakat sekitar, lahan gambut dapat meningkatkan pendapatan apabila gambut
tersebut dikelola dan dimanfaatkan dengan cara yang tepat. Masih banyak masyarakat yang
belum mengetahui manfaat gambut dan juga cara mengelola lahan gambut yang baik. Lahan
gambut memiliki karakter yang kering dan juga mudah terbakar, oleh sebab itu banyak yang
mempersalahkan mengenai pemberdayaan lahan gambut. Penelitian ini menggunakan metode
kualitatif. Konsep teori yang digunakan yaitu konsep pemberdayaan ekonomi dari Samuel Paul.
Hasil dari penelitian ini yaitu, Pemanfaatan dan pengelolaan lahan gambut yang tepat,
dipandang sebagai solusi pertumbuhan ekonomi.
Kata kunci : pemberdayaan, lahan gambut, ekonomi

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki lahan gambut dengan luas sekitar 21 ha yang tersebar
terutama disekitar Sumatera, Kalimantan, dan Papua (BB Litbang SDLP, 2008). Lahan
gambut memiliki variabilitas yang sangat tinggi, baik dari segi ketebalan gambut,
kematangan dan kesuburannya, menjadikan tidak semua lahan gambut cocok untuk
pertanian. Dari 18,3 ha lahan gambut di Indonesia, hanya sekitar 6 ha lahan gambut
yang layak untuk pertanian.

Sebagian besar lahan gambut masih berupa tutupan hutan dan menjadi habitat
bagi berbagai spesies fauna dan tanaman langka. Selain itu, lahan gambut menyimpan
karbon (C) dalam jumlah besar. gambut juga memiliki daya menahan air yang tinggi
sehingga dapat berfungsi sebagai penyangga hidrologi area sekelilingnya. Perluasan
pemanfaatan lahan gambut meningkat pesat di beberapa provinsi yang memiliki area
lahan gambut yang luas seperti, Riau, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.

Dalam mengkoordinaskan dan memfasilitasi lahan gambut disejumlah daerah di
indonesia, Presiden membentuk sebuah lembaga yang disebut Badan Restorasi Gambut
(BRG). Badan ini merupakan salah satu lembaga nonstruktural yang dibentuk
berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016. Badan
Restorasi Gambut berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang
dipimpin langsung oleh seorang kepala. BRG mempunyai tugas mengkoordinasi dan
memfasilitasi restorasi gambut pada beberapa wilayah yaitu pada Provinsi Riau,
Provinsi Jambi, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi
Kalimantan Selatan dan Provinsi Papua.

Lahan gambut memiliki potensi besar untuk meningkatkan potensi masyarakat.
Jika lahan gambut ini dikelola dengan baik, maka akan berdampak positif bagi ekonomi,
ekologi dan biodiversitas. Saat ini, pemerintah berupaya mendorong pemulihan
ekonomi dengan cara pengalokasian anggaran Transfer ke daerah dan dana desa
(TKDD) pada 2021. Sejalan dengan program pemulihan ekonomi tersebut, Badan
Restorasi Gambut (BRG) gencar meningkatkan ekonomi warga yang tinggal di sekitar
area lahan gambut melalui program revitalisasi ekonomi masyarakat. Bentuk program
revitalisasi ini disesuaikan dengan kondisi karakteristik dan potensi desa. Selain
menjaga agar lahan gambut agar tidak terbakar, masyarakat juga harus memanfaatkan
lahan gambut dan mendapatkan keuntungan ekonomi dari itu.
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METODE

Metode penelitian yang digunakana dalam penelitian ini adalah pendekatan
kualitatif dengan metode deskriptif. Cresswell (2016), penelitian kualitatif merupakan
metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna-makna yang-oleh
sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau
kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif melihatkan upaya-upaya penting seperti
mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang
spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang
khusus ke tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna data.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Manfaat Lahan Gambut Dalam Pemberdayaan Ekonomi

Indonesia adalah negara terbesar ke-2 di dunia yang memiliki lahan gambut.
Akan tetapi, sayangnya masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mengenal apa
itu gambut dan manfaat daripada gambut tersebut.

Gambut memiliki peran yang penting dalam menunjang perekonomian
masyarakat disekitarnya. Berbagai tanaman dan hewan yang habitatnya di lahan
gambut dapat menjadi sumber pangan dan pendapatan masyarakat yang tinggal di
sekitar lahan gambut. Karena itu, menjaga lahan gambut berarti juga menjaga
keberlangsungan perekonomian masyarakat disekitarnya.

Pemanfaatan lahan gambut untuk budidaya yang dilakukan secara benar dan
tepat dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi, ekologi dan biodiversitas. Lahan
gambut merupakan salah satu sumber daya alam yang sejak awal berperan dalam
membantu kesejahteraan kehidupan manusia serta sudah dikelola dan dimanfaatkan.

Lahan gambut dapat digunakan sebagai bahan bakar dan juga untuk kegiatan
budidaya perkebunan yang dapat memberikan sumber pendapatan bagi masyarakat
yang tinggal disekitarnya. Lahan gambut juga memiliki peran terhadap ekologis yang
vital untuk mendukung biodiversitas dan sangat bagus sebagai penyimpan karbon.
Gambut mampu menampung hingga 30% jumlah karbon dunia agar tidak terlepas ke
atmosfer.

Di berbagai negara di Eropa, lahan gambut juga banyak dimanfaatkan untuk
kepentingan ekonomi, seperti pembuatan briket, lahan pertanian dan juga holtikultural.

Degradasi lahan gambut dapat menganggu sumber penghidupan masyarakat
yang tinggal disekitaranya. Jutaan masyarakat bergantung pada lahan gambut untuk
menggembala ternak, membudidayakan ikan, dan juga bertani.

Lahan gambut merupakan ekosistem alami bagi beberapa tanaman yang
mempunyai nilai ekonomi bagi kehidupan masyarakat yang tinggal di daerah lahan
gambut. Beberapa jenis tanaman yang dapat tumbuh dengan baik di lahan gambut yaitu
rumbia, rotan, karet, nanas, padi, mahang, pisang, tebu, kelapa, sagu, singkong, jelutung,
punak, resak, dan kapur naga. Namun, tidak sedikit juga masyarakat Indonesia yang
membuat perkebunan kelapa sawit diatas lahan gambut, hal ini juga memberikan
keuntungan ekonomi bagi masyarakat. Selain itu, lahan gambut juga cocok untuk
mengembangbiakkan beberapa jenis ikan, seperti ikan patin siam, lele dumbo dan juga
nila.

Oleh karena itu, lahan gambut dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat
yang ingin mengelola dan mengembangkan lahan gambut.

Pengelolaan Lahan Gambut Yang Tepat Sehingga Dapat Mewujudkan
Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Lingkungan Gambut

Pengelolaan lahan gambut membutuhkan strategi yang secara komprehensif
dapat mempertemukan kepentingan sosial ekonomi dan kepentingan pelestarian
sumberdaya alam yang seimbang dan adil. Nilai ekonomi pelestraian sumberdaya lahan
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gambut sangat tinggi dari nilai eksploitasinya. Indonesia terus berupaya mencari
berbagai terobosan dan dalam rangka penyempurnaan model pengelolaan lahan
gambut berkelanjutan.

Strategi umum pengembangan sistem pengelolaan gambut berkelanjutan adalah
mensinergikan upaya-upaya minimalisasi konversi lahan gambut alami dan
peningkatan produktivitas usaha tani pada lahan gambut yang telah tergarap berbasis
teknologi ramah lingkungan dan pengurangan emisi karbon.

Tanah gambut memiliki karakter cepat kering dan mudah terbakar pada musim
kemarau. Tapi hal itu dapat diantisipasi dengan pembangunan sistem drainase yang
baik. Caranya dengan membuat sistem kanal berserta parit-parit dan juga pintu-pintu
air yang berfungsi membuang kelebihan air ketika musim hujan dan menahan air saat
musim kemarau. Dengan begitu,air tanah akan terjaga sehingga tidak mudah terjadi
kebakaran.

Kuncinya adalah pengelolaan yag benar, disiplin dan berkesinambungan dalam
menjaga lahan gambut agar tetap lembap dan kedalaman muka air tanah tidak lebih
dari 40 cm, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016
tentang Perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.

Banyak lahan gambut yang salah dalam penanganannya sehingga tidak jarang
menyebabkan kebakaran. Banyak yang mempermasalahkan lahan gambut yang
dijadikan perkebunan kelapa sawit adalah pemicu dari terjadinya kebakaran sehingga,
pemanfaatan lahan gambut menjadi berkurang. Sejatinya, pemanfaatan lahan gambut
untuk perkebunan kelapa sawit tidak merusak lingkungan asalakan dikelola dengan
baik dan benar. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama antara perusahaan sawit,
pemerintah dan juga masyarakat setempat dalam mencegah kebakaran dilahan gambut.
Pemerintah harus melakukan pengawasan secara tepat dan konsisten. Sekalipun
restorasi lahan gambut dilakukan, hal itu sepatutnya tidak menghilangkan sumber
pendapatan atau keuntungan ekonomi bagi masyarakat disekitarnya. Sebab, lahan
gambut sudah menjadi sumber kehidupan bagi sebagian masyarakat dibeberapa
wilayah seperti di Kalimantan.

Selain pengawasan pengelolaan lahan gambut diperketat, tetapi juga dilakukan
berdasarkan undang-undang yang berlaku agar tidak terjadi penyalahgunaan lahan dan
menyebabkan kawasan gambut terdegradasi. Untuk mengembalikan lahan gambut
sesuai fungsinya, maka diperlukan kehati-hatian pada setiap tahapannya.

Prinsipnya, pemanfaatan lahan gambut yang disertai dengan pengelolaan yang
tepat tidak akan menyebabkan kebakaran, sebaliknya akan memberikan manfaat
ekonomi kepada masyarakat setempat.

Pengelolaan lahan gambut dengan teknologi yang tepat dinilai dapat menjadi
salah satu lokomotif penggerak ekonomi di daerah, seperti di daerah Riau. Luas lahan
gambut yang mencapai 4,6 juta ha, atau sekitar 56% total luas wilayah Provinsi Riau,
bisa menjadi potensi untuk alat pengembangan komoditas yang menghasilkan.

Saat ini, pemerintah bukan tidak melakukan pengelolaan, hanya saja dalam
pengelolaan tersebut perlu dilakukannya perbaikan. Contohnya seperti Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah yang memiliki pemetaan yang berbeda dalam tata kelola
hutan. Oleh karena itu, kedepannya harus ada kebijakan “one map” atau satu peta yang
sama dan tidak adanya perbedaan lagi yang merugikan.

Pemanfaatan dan pengelolaan lahan gambut yang tepat, dipandang sebagai solusi
pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini pemerintah dituntut bagaimana menciptakan
keseimbangan yang kemudian harus menjadi pelajaran. Sehingga upaya pertumbuhan
ekonomi dan upaya pelestarian lingkungan saling mendukung. Contohnya seperti
pemanfaatan tanaman sagu atau sawit yang dikombinasikan dengan sistem tumpang
sari bersama nanas bisa menjadi lebih optimal. Kata kunci untuk mewujudkan hal itu
adalah inovasi dan teknologi.
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Dalam mendukung pemberdayaan gambut di Indonesia pemerintah membentuk
sebuah lembaga yang disebut Badan Restorasi Gambut (BRG). Badan ini merupakan
salah satu lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016. Badan Restorasi Gambut berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Presiden yang dipimpin langsung oleh seorang kepala.
BRG mempunyai tugas mengkoordinasi dan memfasilitasi restorasi gambut pada
beberapa wilayah yaitu pada Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Kalimantan Barat,
Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Papua.

Badan Restorasi Gambut (BRG) gencar meningkatkan ekonomi warga yang
tinggal di sekitar area lahan gambut melalui program revitalisasi ekonomi masyarakat.
Bentuk program revitalisasi ini disesuaikan dengan kondisi karakteristik dan potensi
desa. Selain menjaga agar lahan gambut agar tidak terbakar, masyarakat juga harus
memanfaatkan lahan gambut dan mendapatkan keuntungan ekonomi dari itu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai
pemberdayaan ekonomi berbasis lingkungan gambut, maka penulis memberikan
kesimpulan sebagai berikut:

1. Lahan gambut merupakan salah satu sumber daya alam yang sejak awal
berperan dalam membantu kesejahteraan kehidupan manusia serta sudah
dikelola dan dimanfaatkan. Lahan gambut memiliki peranan yang sangat penting
dalam meningkatkan pendapatan bagi masyarakat sekitarnya. Lahan gambut
dapat dijadikan sebagai penggerak ekonomi karena memiliki manfaat yang
banyak.

2. Pemanfaatan dan pengelolaan lahan gambut yang tepat, dipandang sebagai solusi
pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan lahan gambut membutuhkan strategi yang
secara komprehensif dapat mempertemukan kepentingan sosial ekonomi dan
kepentingan pelestarian sumberdaya alam yang seimbang dan adil.

3. Dalam pengelolaan lahan gambut, pemerintah telah membentuk sebuah lembaga
yang mengkoordinasi dan memfasilitasi restorasi gambut di beberapa wilayah di
Indonesia.
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Abstrak

Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir merupakan daerah yang termasuk dalam zona
merah kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Padahal keberadaan daerah ini sangat
strategis dalam pemeliharaan ekosistem lahan basah karena sebagian wilayahnya adalah hutan
rawa gambut. Bila pemanfaatan ekosistem rawa gambut tidak dilakukan secara bijaksana, maka
akan menyebabkan kerusakan ekosistem dan sumberdaya yang terdapat didalamnya, sekaligus
akan menurunkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada ekosistem tersebut. Tujuan
penelitian ini menganalisis pola dan strategi pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan
ekosistem rawa gambut di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian ini
merupakan jenis pendekatan kualitatif dengan teknik penarikan sampel yang digunakan adalah
snowball sampling. Informan penelitian adalah aparat yang terlibat dalam program pember-
dayaan masyarakat di lokasi penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan tehnik wawancara
dan observasi, setelah data terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan analisa
deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penting adanya usaha pemberdayaan
dengan sasaran utama adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hal ini dikarenakan
bahwa pemberdayaan masyarakat diyakini dapat memotivasi untuk berubah ke arah yang lebih
baik sehingga meningkatkan sosial ekonomi keluarga, menumbuhkan budaya kerja, serta
memupuk semangat untuk bekerjasama. Topik pendidikan dan penyuluhan yang diperlukan
masyarakat di lahan gambut adalah pendidikan lingkungan, penerapan teknologi ramah
lingkungan, dan sosialisasi peraturan yang berhubungan dengan perlindungan eksosistem.

Kata kunci: pemberdayaan masyarakat, perlindungan ekosistem, lahan gambut berkelanjutan

PENDAHULUAN

Masyarakat yang tinggal di sekitar ekologi lahan basah mempunyai ketergan-
tungan yang sangat besar terhadap ekosistem setempat. Karena itulah keberadaan
mereka dapat berperan ganda: sebagai penjaga sekaligus perusak dari ekosistem
tersebut. Untuk itu perlu dibangun suatu pola pengelolaan ekosistem yang melibatkan
semua pihak, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara nyata, dan
seterusnya keberadaan mereka diharapkan dapat menjaga ekosistem tersebut
(Pramana, 2012). Tujuannya adalah agar masyarakat ikut memiliki kepentingan untuk
menggunakan segala sumber daya yang tersedia secara bertanggung jawab dan
berkesinambungan. Aktivitas pemanfaatan ekosistem pada beberapa kawasan lahan
basah di Indonesia memang memprihatinkan karena seringkali dilakukan secara
eksploitatif dan destruktif. Akibatnya laju kerusakan (degredasi) lahan tidak dapat
terhindarkan. Fenomena degredasi lahan ini terus berlangsung sampai sekarang,
bahkan disinyalir telah memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang besar di
Indonesia pada umumnya dan Provinsi Riau pada khususnya, terutama dalam rentang
waktu 5 tahun terkahir (2013-2017).

Di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau pada kurun waktu tersebut kebakaran
hutan dan lahan terutama kawasan rawa gambut hampir terjadi sepanjang tahun.
Tahun 2013 terjadi kebakaran 20 Ha yang merupakan areal perkebunan kelapa sawit.
Berikutnya tahun 2014 sedikitnya 250 Ha lahan gambut yang masing kosong ludes
dilalap si jago merah. Lahan kosong tersebut diduga kuat sengaja dibakar dan
kemungkinan akan ditanami kelapa sawit. Tahun 2015 terjadi peningkatan kebakaran
lahan gambut menjadi 100 Ha. Selanjutnya tahun 2016 kondisi kebakaran lahan
semakin parah karena areal yang terbakar mencapai 75 Ha. Dan tahun 2017, walaupun
peristiwa kebakaran agak sedikit mereda, namun tidak kurang 30 Ha lahan gambut
habis dilalap api. Pemanfaatan secara eksploitatif ini telah menyebabkan ekosistem
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mengalami kehancuran yang secara kuantitas dan kualitas akan menurunkan fungsi
sosial, ekologis mapun ekonomis. Apalagi dengan banyaknya kepentingan dari berbagai
pihak yang memanfaatkan ekosistem sering menimbulkan konflik dan mengarah pada
pengelolaan dengan pertimbangan sempit. Kondisi ini diperparah lagi dengan tidak
adanya perhatian dan kegiatan nyata terhadap pengelolaan ekosistem yang dilakukan
oleh pemerintah maupun LSM, yang membuat pemanfaatan ekosistem ini menjadi
sangat membahayakan keberlanjutan kehidupan masyarakat pada masa mendatang.

Suratmo, dkk (2015) menyebutkan, dalam konteks berkelanjutan pengelolaan
ekosistem rawa gambut di cagar biosfer, maka aspek pencegahan kebakaran
merupakan hal penting dan lebih utama untuk dilakukan sebagai tindakan awal karena
jauh lebih baik daripada melakukan proses pemadaman. Hal ini dikarenakan proses
pemadaman api dan rehabilitasi pasca terbakar akan membutuhkan biaya dan waktu
sangat besar nilanya. Untuk itu, kegiatan pencegahan kebakaran harus terus-menerus
atau berkelanjutan dilakukan, karena merupakan cara yang lebih ekonomis untuk
mengurangi kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan. Bila pengelolaan ekosistem
rawa gambut ini tidak dilakukan secara bijaksana, maka akan menyebabkan kerusakan
ekosistem itu sendiri dan sumberdaya yang terdapat didalamnya sekaligus akan
menurunkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada ekosistem tersebut
(Gunarso, dkk, 2013). Maka perlu adanya usaha pemberdayaan dengan sasaran utama
adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hal ini dikarenakan bahwa
pemberdayaan masyarakat diyakini dapat memotivasi untuk berubah ke arah yang
lebih baik, sehingga meningkatkan sosial ekonomi keluarga, menumbuhkan budaya
kerja, serta memupuk semangat untuk bekerjasama (Rohmah, 2014).

Pola pengembangan kelembagaan masyarakat yang dibutuhkan pada masa
sekarang adalah menjunjung tinggi aspirasi dan potensi masyarakat untuk melakukan
kegiatan swadaya (Permatasari, 2014). Bentuknya berupa intervensi bottom-up yang
menghormati dan mengakui bahwa masyarakat bawah memiliki potensi untuk
memenuhi kebutuhannya, memecahkan masalah, dan dapat melakukan usaha
produktif dengan prinsip swadaya dan kebersamaan (Sulistiyani, 2004). Dari
pemikiran ini dapat dinyatakan, baik buruknya ekosistem tidak terlepas dari
masyarakat yang berdiam di kawasan tersebut, artinya masyarakatlah yang memiliki
peranan penting bagi kelestarian ekosistem rawa gambut tersebut.

Berdasarkan pemikiran diatas, maka perlu dilakukan kegiatan serta kajian untuk
memberi gambaran menyeluruh tentang konsep dan strategi pemberdayaan
masyarakat di lahan gambut yang diintegrasikan dengan tujuan pelestarian lingkungan.
Kegiatan tersebut tentunya membahas uraian mengenai ekosistem lahan gambut dan
permasalahannya untuk memperoleh kesepahaman tentang pentingnya menjaga
sumberdaya alam ini dari kerusakan. Kegiatan yang dilakukan perlu juga dirangkai
dengan pemaparan rinci tentang strategi pemberdayaan masyarakat, serta hikmah
yang diperoleh dari pengalaman memberdayakan masyarakat tersebut.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis pendekatan kualitatif dengan teknik penarikan
sampel yang digunakan adalah snowball sampling. Informan penelitian adalah aparat
yang terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat di lokasi penelitian.
Pengumpulan data dilakukan dengan tehnik wawancara dan observasi, setelah data
terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif.
Untuk tercapaian tujuan yang diharapkan, maka dilakukan langkah-langkah: Pertama,
mengidentifikasi dan memahami tentang kondisi-kondisi yang ada (das sein). Berupaya
mengidentifikasi dan memahami tentang kondisi-kondisi yang ada pada lokasi
pengabdian tersebut secara keseluruhan. Aturan dan pedoman komponen-komponen
dan faktorfaktor yang sesuai dengan model, serta menganalisa pola pemberdayaan
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masyarakat di ekosistem rawa gambut. Kedua, Mengidentifikasi tentang kondisi yang
diinginkan (das dollen). Berisi berbagai faktor yang mungkin perlu perubahan dan
perkembangannya dengan catatan perubahan yang diinginkan itu disesuaikan dengan
kebutuhan masyarakat dan kondisi yang diinginkan harus keadaan yang mungkin
dapat dicapai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mata pencaharian penduduk desa di Kecamatan Balai Jaya umumnya masih
terkait dengan subsistem pertanian, terutama perkebunan sawit dan karet, perikanan,
dan sebagian kecil perdagangan. Masyarakat lokal berkebun kelapa sawit baru
diintroduksi beberapa puluh tahun terakhir ini oleh para pendatang yang umumnya
berasal dari etnis Batak dan Jawa lebih memilih menanam sawit dengan luas berkisar
antara 2-3 Ha. Oleh karenanya, masyarakat berkepentingan untuk memenuhi
kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraannya dengan bergantung pada
kawasan perkebunan. Perkebunan terdiri dari perkebunan milik perusahaan dan
perkebunan milik masyarakat. Sebagian kecil lahan perkebunan tersebut berada di
lahan basah (gambut). Kelapa sawit merupakan komoditas paling banyak produksinya.
Total luas tanaman kelapa sawit mencapai 47.301,40 Ha yang menghasilkan
114.845,28 ton CPO. Sedangkan tanaman karet seluas 1.351,00 Ha dan menghasilkan
1.035,14 karet kering. Kakao seluas 3,00 Ha menghasilkan 0,53 ton biji kering kakao.
Namun kecamatan ini tidak termasuk daerah potensi pertanian tanaman pangan
maupun palawija karena lahan sebagian besarnya adalah lahan bukan lahan sawah.
Walaupun semua pertanian tanaman pangan dapat dihasilkan, namun jumlahnya tidak
terlalu besar. Luas panen jagung mencapai 202 Ha dengan produksi jagung mencapai
452,48 ton. Di kecamatan ini juga cukup banyak ditemukan usaha peternakan. Jumlah
sapi tahun 2015 mencapai 3.121 ekor dan kambing/domba 668 ekor. Selain itu juga
terdapat peternak/usaha ayam buras/kampung mencapai 6.192 ekor dan itik 671 ekor
Fasilitas perekonomian berskala kecil cukup tersedia di setiap desa/kelurahan,
walaupun masih ada desa yang belum memiliki pasar sendiri. Atas kondisi demikian,
maka penduduk desa/kelurahan yang wilayahnya tidak tersedia pasar atau kelompok
pertokoan harus mengunjungi desa/kelurahan lain yang tersedia pasar apabila ingin
melakukan transaksi ekonomi di pasar. Jumlah restoran / rumah makan ada 27 unit,
warung makan 641 unit hotel/penginapan 1 unit, warung kelontong 263 unit yang
terdapat di semua desa/kelurahan, pasar permanen sudah ada 7 unit dan pasar tanpa
bangunan 2 unit. Infrastruktur yang tersedia masih sangat terbatas. Ketersediaan
infrastruktur seperti jalan, listrik, pasar ataupun perbankan masih kurang untuk
mendukung aktivitas kehidupan masyarakat sehari-hari. Di beberapa desa, kurangnya
infrastruktur yang tersedia telah mendorong inisiatif penduduk untuk membangun
infrastruktur dengan kondisi dan kualitas seadanya. Misalnya saja di beberapa desa,
seperti Bagan Bakti dan Balam Jaya, penduduk telah berhasil membangun pasar yang
beroperasi seminggu sekali dengan difasilitasi dan barang dagangan dijual oleh
pedagang dari luar desa.

Masyarakat di lahan gambut sebenarnya hidup dalam ekosistem yang rapuh,
termasuk di Kecamatan Balai Jaya. Karena rapuh dan marjinalnya lahan gambut inilah
yang menyebabkan sebagian besar masyarakat mengalami kemiskinan. Antara
kemiskinan dan ekosistem yang rusak ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa
dipisahkan. Kita dapat saja mengatakan minimnya teknologi, pendidikan petani rendabh,
dan segudang alasan klasik lainnya yang menyebabkan mereka miskin, namun fakta
hari ini menyebutkan bahwa ternyata belum banyak orang yang memberikan perhatian
terhadap keberdayaan mereka.

Masyarakat di lahan gambut umumnya berada di lokasi yang jauh dari pusat
perekonomian di Kecamatan Balai Jaya. Dari 14 desa/kelurahan yang ada, 3 desa yang
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memiliki lahan gambut cukup luas, memang jaraknya jauh dari ibukota kecamatan
apalagi ibukota kabupaten. Desa Balam Jaya yang memiliki gambut terluas di
Kecamatan Balai Jaya, jaraknya mencapai 18 KM ke ibukota kecamatan dan 133 KM ke
ibukota kabupaten, Desa Balam Sempurna Jaya berjarak 11 KM ke ibukota kecamatan
dan 135 KM ke ibukota kabupaten, dan Balam Sempurna berjarak 14 KM ke ibukota
kecamatan dan 120 KM ke ibukota kabupaten.

Diperlukan biaya yang relatif besar bagi masyarakat ketiga desa untuk mencapai
pusatpusat pertumbuhan ekonomi terdekat. Dampaknya adalah harga kebutuhan
pokok dan sarana produksi pertanian menjadi lebih tinggi akibat biaya transportasi
mahal. Selain itu, mahalnya biaya transportasi ini, juga menyebabkan sulitnya
menjangkau layanan pemerintah seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan informasi.
Akibatnya sekalipun penghasilan petani terkadang meningkat, nilainya lebih rendah
dan biaya hidup menjadi lebih tinggi karena tingginya harga kebutuhan pokok serta
biaya pendidikan dan kesehatan.

Kondisi eksisting masyarakat tersebut membutuhkan perhatian yang mutlak bagi
semua pihak. Tindakan yang mendesak perlu dilakukan adalah kegiatan pemberdayaan.
Pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat
dalam mengoptimalkan pemanfaatan potensi ekonomi dan sumberdaya alam tanpa
merusak lingkungan. Keterbatasan daya dukung ekonomi lahan gambut dari sisi
pertanian, harus menjadi tantangan dalam mencari solusi agar masyarakat memiliki
pilihan sumber penghidupan yang layak dan ramah lingkungan. Dengan demikian,
peningkatan kemampuan ekonomi juga harus disertai dengan peningkatan kesadaran
terhadap kelestarian lingkungan. Tanpa hal itu, peningkatan kondisi ekonomi justru
dapat berbalik menjadi faktor perusak karena dapat menjadi modal bagi sebagian
masyarakat yang tidak sadar untuk lebih banyak lagi melakukan kerusakan lingkungan
Pelaku usaha di pedesaan lahan gambut, terutama petani pada umumnya, melakukan
usaha secara subsistem. Mereka belum dapat mengembangkan budaya memupuk
modal. Pada musim-musim panen, mereka memang kerap mengalami surplus produksi.
Namun sebagian besar masih dihabiskan untuk membeli asset-aset yang tidak
produktif yang bersifat konsumtif, akibatnya mereka hampir selalu kesulitan modal
setiap kali akan mengawali proses produksi. Bila dihitung hanya berkisar 5-10%
pendapatan yang dialokasikan kembali untuk modal usaha, sedangkan sisanya untuk
konsumsi dan membeli aset non produktif tadi. Mereka juga jarang menjual hasil
produksinya ke pasar karena memang pasar yang permanen tidak ada, kalau pasar
diibukota kecamatan jaraknya jauh dari tempat tinggal. Hasil produksi disimpan untuk
konsumsi sendiri, akibatnya perputaran modal menjadi semakin terbatas.

Rendahnya produksi dan tingkat perekonomian menjadi salah satu indikator dari
rendahnya kompetensi sumberdaya manusia masyarakat desa di lahan gambut.
Kondisi ini didukung oleh minimnya akses terhadap informasi dan teknologi baru.
Sulitnya mengakses pengetahuan atau keterampilan dari para ahli atau praktisi
membuat mereka hanya menggantungkan pada proses trial and error (coba-coba).
Proses ini tidak hanya mengakibatkan lambatnya perkembangan kemampuan mereka,
melainkan juga tidak mampu mengantisipasi kondisi lingkungan lahan gambut yang
rentan.

Ditambah lagi dalam kondisi subsistem, petani tidak memiliki “pengaman”,
sehingga rentan terhadap gejolak yang terjadi dalam hidupnya. Ketika sakit berat,
mereka tidak memiliki tabungan yang cukup untuk berobat. Ketika gagal panen secara
massal, desa menjadi rawan pangan. Jika hal ini terjadi berulang, masyarakat menjadi
semakin tidak berdaya dan kemiskinan pun semakin dalam. Nyatanya lagi tingkat
kesadaran masyarakat untuk menyisihkan sebagian pendapatan untuk kegiatan
produktif masih sangat rendah. Mereka tidak menyadari bahwa pola pengeluaran
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semacam itu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kondisinya terus

terpuruk dan terkungkung dalam belenggu kemiskinan.

Secara garis besarnya dapat dikatakan pentingnya pemberdayaan masyarakat di
lahan gambut memiliki dua pertimbangan. Pertama, karena kemiskinan dan
ketidakberdayaan yang dialami oleh sebagian besar masyarakat di lahan gambut.
Kondisi ini seringkali menjadi penyebab ketidakpedulian mereka terhadap kualitas
lingkungan. Kedua, upaya penyadaran dan penumbuhan motivasi untuk berpartisipasi
dalam konservasi lahan terbukti sulit dilakukan apabila kebutuhan dasar masyarakat
masih belum terpenuhi. Kedua hal di atas didasari kenyataan bahwa masyarakat
miskin dan terbelakang adalah ketidaktersediaan peluang ekonomi dan mata
pencaharian yang berkelanjutan. Karena itu, pemberdayaan masyarakat di lahan
gambut harus dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengoptimalkan
pemanfaatan potensi ekonomi dan sumber daya alam tanpa merusak lingkungan.
Keterbatasan daya dukung ekonomi lahan gambut dari sisi pertanian, harus menjadi
tantangan dalam mencari potensi lain agar masyarakat memiliki pilihan sumber
penghidupan yang layak dan ramah lingkungan. Dengan demikian, peningkatan
kemampuan ekonomi juga harus disertai dengan peningkatan kesadaran terhadap
kelestarian lingkungan. Tanpa hal itu, peningkatan kondisi ekonomi justru dapat
berbalik menjadi faktor perusak karena dapat menjadi modal bagi sebagian
masyarakat yang tidak sadar untuk lebih banyak lagi melakukan kerusakan lingkungan.

Gambut merupakan sumber daya alam yang unik, memiliki peran yang kompleks
dan sifat fragil. Kondisi itu sebenarnya menjadi peluang bagi tumbuhnya beragam
partisipasi masyarakat sekaligus kesempatan kerja dan berusaha. Berikut beberapa
bentuk partisipasi dan kegiatan yang berpeluang menciptakan kesempatan kerja dan
peluang usaha yang memungkinkan dilakukan oleh masyarakat di lahan gambut.

a. Partisipasi dalam menanggulangi kebakaran lahan Kebakaran lahan gambut sangat
mudah meluas dan menimbulkan dampak yang sangat merisaukan. Untuk
menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah dihimbau memiliki satuan
pemadam kebakaran lahan dan hutan. Dalam hal, ini masyarakat yang berada di
sekitar lahan gambut dapat berperan sebagai anggota satuan pemadam kebakaran
di tingkat desa seperti yang dilakukan. Tim ini selain memiliki struktur organisasi
yang jelas, ia juga diberikan tehnik pelatihan pencegahan dan pemadaman api,
termasuk cara-cara menggunakan peralatan pemadaman kebakaran milik
pemerintah, sehingga ia senantiasa siap dilibatkan pada setiap kegiatan
pemadaman kebakaran.

b. Partisipasi dalam kegiatan rehabilitasi lahan Upaya rehabilitasi hutan memerlukan
tenaga kerja yang cukup banyak terutama di bidang. pembibitan tanaman,
penanaman, dan pemeliharaan. Masyarakat di lahan gambut dapat mengambil
peran dalam kegiatankegiatan semacam itu. Peningkatan keterampilan teknis dan
manajemen, permodalan, serta mediasi dengan sektor-sektor tekait dan mitra kerja
lain, sangat diperlukan oleh masyarakat agar mereka dapat mengisi kesempatan
kerja tersebut. Namun dari kegiatan ini dapat ditarik suatu proses pembelajaran
yang berarti dimana masyarakat dapat dilibatkan untuk ikut berpartisipasi dalam
melestarikan lingkungan dan meningkatkan kesadaran mereka bahwa kecerobohan
dalam menggunakan api berdampak parah terhadap kerusakan hutan dan sangat
sulit untuk diperbaiki.

c. Pemanfaatan lahan melalui agroforestry Sistem agroforestry yang saat ini sedang
gencar dikembangkan oleh pemerintah akan membuka kesempatan kerja petani
untuk meningkatkan optimalisasi pemanfaatan lahan hutan (gambut) bagi
komoditas pertanian yang lebih produktif dengan system wanatani. Di samping itu,
perkebunan swasta di lahan gambut dangkal, membuka peluang kerja bagi
masyarakat terutama petani di sekitar perkebunan.
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d. Pemanfaatan lahan melalui Usaha Tani Terpadu Usaha tani terpadu seperti
tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan, yang
berkelanjutan cukup berpeluang untuk dikembangkan di lahan gambut. Hal ini
dimungkinkan karena sebagian lahan gambut (khususnya yang dangkal)
merupakan lahan yang sesuai bagi pengembangan berbagai komoditas pertanian.
Tanaman kehutanan dan perkebunan dapat dipanen dalam jangka panjang.
Sementara tanaman pangan dan hortikultura dapat dipanen dalam jangka pendek.
Perairan di lahan gambut dapat dimanfaatkan untuk budidaya perikanan. Demikian
pula, komoditas ternak seperti ayam, itik, kerbau, dan sapi dapat dipelihara untuk
cash income atau tabungan. Sementara kotoran ternak tersebut dapat digunakan
sebagai pupuk atau bahan pembuat kompos.

Tujuan pendampingan pada dasarnya mencakup dua elemen pokok, yaitu
tumbuhnya kemandirian dan partisipasi aktif masyarakat. Pertama, kemandirian
merupakan kemampuan untuk pelepasan diri dari keterasingan, atau kemampuan
untuk bangkit kembali pada diri manusia yang mungkin sudah hilang karena adanya
ketergantungan, exploitasi, dan sub ordinasi. Kemandirian merupakan cermin adanya
kepercayaan seseorang pada kemampuan sendiri yang menjadi suatu kekuatan
pendorong untuk kreativitas manusia, otonomi untuk mengambil keputusan, bertindak
berdasarkan keputusan sendiri, dan memilih arah tindakan yang tidak terhalang oleh
pengaruh luar seperti keinginan orang lain. Kedua, partisipasi merupakan proses aktif
dalam pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan yang dibimbing oleh cara
berpikir masyarakat sendiri, sehingga mereka dapat melakukan kontrol efektif.
Partisipasi aktif merupakan proses pembentukan kekuatan untuk keluar dari masalah
yang bertolak dari kemampuan memutuskan, bertindak, dan berefleksi atas tindakan
mereka sebagai subyek yang sadar.

Berbeda dengan partisipasi aktif, dalam partisipasi pasif, masyarakat dilibatkan
dalam tindakan yang telah dipikirkan, dirancang, dan dikontrol oleh orang lain. Setelah
jangka waktu tertentu, masyarakat dianggap sudah mencapai tahap mandiri sehingga
proses pemberdayaan harus diakhiri. Namun demikian, pendamping harus yakin
bahwa proses pemberdayaan akan terus berlanjut meskipun masyarakat tidak lagi
didampingi. Dalam hal ini, kelompok harus dapat secara mandiri menjadi pendamping
bagi masyarakat. Kriteria masyarakat yang sudah mandiri sehingga pendampingan
perlu diakhiri antara lain: a) Masyarakat sudah sadar bahwa proses kapasitasi (animasi
dan fasilitasi) dari orang luar (pendamping) tidak dibutuhkan lagi; b) Kelompok
masyarakat dampingan sudah mandiri dan mampu bertindak sebagai pendamping bagi
anggotanya (pendamping internal), dan c) Kelompok sudah mampu menjadi fasilitator
bagi kegiatan usaha dan pelestarian lingkungan yang dilakukan oleh anggota.

KESIMPULAN

Kebutuhan pelestarian lahan gambut dari kerusakan bisa dikatakan “dibiayai”
oleh kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat di sekitar di lahan gambut itu
sendiri. Oleh sebab itu, semua pihak berkepentingan dalam bentuk yang berbeda
memberikan “imbalan” kepada mereka yang hidup dalam kemiskinan demi terjaganya
kelestarian lahan gambut. Jika masyarakat luas dapat menikmati hidup karena
ekosistem lahan gambut terjaga oleh petani yang miskin, berapakah yang sudah
mereka kembalikan atau bayar dan insentif apa yang diterima oleh masyarakat jika
mereka dapat menjaga lahan gambut. Semua pihak harus memberikan perhatian yang
utuh kepada masyarakat yang telah menjaga ekosistem lahan gambut melalui kegiatan
pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat di lahan gambut harus dibiayai oleh setiap
orang yang menikmati manfaat langsung maupun tidak langsung atas ketidakrusakan
lahan itu. Pemberdayaan masyarakat tersebut perlu dimulai oleh sebuah pemahaman
bersama bahwa kesejahteraan petani gambut adalah demi kelangsungan hidup dan
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kemakmuran seluruh isi bumi. Kerja besar tersebut juga harus dibangun dalam sudut
pandang yang lebih besar, yaitu menyadarkan masyarakat luas dan dunia agar peduli
terhadap kelangsungan ekosistem lahan gambut, sama persis seperti tanggung jawab
yang diberikan kepada masyarakat itu sendiri dalam menjaga ekosistem lingkungannya.
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Abstrak

Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai termasuk ke dalam wilayah yang rawan kebakaran hutan
dan lahan, dan kasus karhutla di wilayah kecamatan ini menjadi permasalahan rutin tahunan.
Langkah pengendalian karhutla di Kota Dumai sebagaimana diatur dalam Perda Kota Dumai
Nomor 04 Tahun 2005 dan bahkan menjadi salah satu uraian tugas Kasi Trantib Kecamatan
sebagaimana Perwako Dumai Nomor 72 Tahun 2016. Dalam rangka pelaksanaan tugas fungsi
tersebut, maka Pemerintah Kecamatan Dumai Barat melaksanakan Inovasi SI PEKA (Sistem
Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan) mulai Februari 2020 lalu. Dalam pelaksanaannya,
inovasi ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat dalam pengendalian karhutla
di wilayah Kecamatan Dumai Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan inovasi
SI PEKA yang diukur dengan menggunakan teori faktor kunci keberhasilan inovasi sektor publik
Bugge et al, yaitu Governance and innovation (tata kelola inovasi), sources of the ideas for
innovation (sumber ide-ide untuk inovasi), innovation culture (budaya inovasi), capabilities and
tools (kemampuan alat-alat), objectivies, outcomes, drivers, and obstacles (tujuan, hasil,
pendorong, dan penghambat), collecting innovation data for single innovation (mengumpulkan
data inovasi untuk inovasi tunggal). Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat
deskriptif. Pengumpulan data baik data primer maupun sekunder dikumpulkan melalui
wawancara, obeservasi, dokumentasi, kemudian dianalisis sehingga dapat ditarik kesimpulan
dari masalah peneltian yang ada. Hasil penelitian yaitu bahwa inovasi ini sudah berjalan dengan
baik, meskipun ada kendala dalam pelaksanaannya namun masih dapat diatasi dengan baik, dan
telah dilakukan upaya-upaya oleh Pemerintah Kecamatan Dumai Barat agar inovasi ini dapat
berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Kata kunci: Inovasi, kebakaran hutan dan lahan, SI PEKA

PENDAHULUAN

Persoalan kabut asap yang melanda Kota Dumai pada beberapa tahun
belakangan ini telah menjadi sorotan dari berbagai pihak, dikarenakan dampak dari
kabut asap ini bukan hanya merugikan dari sisi kesehatan saja, namun merambah
kesemua sektor. Persoalan kabut asap juga menjadikan hubungan antara Indonesia
dengan negara tetangga menjadi kurang harmonis akibat kabut asap kiriman karena
memang posisi Kota Dumai yang langsung berhadapan dengan negera Malaysia dan
Singapura, bahkan persoalan ini telah menjadi perhatian internasional karena dapat
berakibat pada perubahan iklim di dunia dan bahayanya bagi kesehatan. Oleh karena
itu, pencegahan dan penanggulangan kebakaran perlu dilakukan dengan serius dan
secara terpadu dengan melibatkan seluruh komponen yang ada, salah satu upaya yang
dilakukan adalah melalui pemantauan keberadaan titik panas (hotspot) untuk kegiatan
pemadaman dini kebakaran hutan dan lahan, karena tindakan penanggulangan yang
dilakukan setelah kebakaran menjadi besar akan sangat sulit dilakukan dan me-
merlukan biaya yang sangat tinggi, disamping juga dampak negatif yang ditimbulkan
dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi tersebut.

Langkah-langkah pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kota Dumai
sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 04 Tahun 2005
tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan atau Lahan. Dalam
Pasal 12 Peraturan Daerah tersebut dinyatakan bahwa untuk pengawasan dan
pengendalian terhadap pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan,
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selain satuan pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan yaitu Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Dumai, Camat dapat membentuk Satuan
Tugas pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan di wilayah kerja camat yang
bersangkutan, serta Lurah dan penanggung jawab usaha membentuk Regu Pemadam
(Regdam) Kebakaran Hutan/Lahan di wilayah Kelurahan atau di tempat operasional
usahanya. Hal tersebut juga tercantum dalam Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 72
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Kecamatan dan Kelurahan, bahwa dalam uraian tugas pada Seksi Ketentraman
dan Ketertiban Kecamatan diantaranya adalah melaksanakan kesiapsiagaan bencana di
wilayah kecamatan, melaksanakan koordinasi penanggulangan bencana meliputi
tanggap darurat dan pasca bencana di wilayah kecamatan, dan menyusun peta rawan
bencana di wilayah kecamatan.

Berdasarkan hasil pemetaan permasalahan yang terjadi di wilayah Kecamatan
Dumai Barat yaitu salah satunya adalah kasus kebakaran hutan dan lahan. Penyebab
kasus kebakaran hutan dan lahan ini selain karena kondisi tanah di sebagian wilayah
Kecamatan Dumai Barat adalah tanah gambut dengan kedalaman 1 sampai 2 meter
sehingga rentan kebakaran, tetapi juga karena ulah manusia, baik disengaja maupun
tidak disengaja, seperti dengan sengaja membakar semak untuk pembersihan lahan
namun menjadi tidak terkendali sehingga api lompat dan menyebar ke wilayah yang
lebih luas, tahap awal pembakaran untuk pembukaan lahan perkebunan, ataupun
aktivitas pembuatan kanal atau saluran oleh pemilik lahan perkebunan tanpa
dilengkapi dengan pintu kontrol yang memadai air sehingga menyebabkan gambut
menjadi kering dan mudah terbakar.

Berdasarkan hasil penelitian Ria Viviyanti, dkk dalam jurnal Media Komunikas
Geografi Vol. 20, No.2, Desember 2019, diperoleh tingkat bahaya kebakaran hutan dan
lahan yang terjadi di Kota Dumai dengan skor kelas yang digunakan, bahwa 80,20%
luas wilayah Kota Dumai termasuk kedalam kelas tinggi bahaya kebakaran hutan dan
lahan, sisanya 19,20% termasuk kedalam kelas sedang bahaya kebakaran hutan dan
lahan, dan Kecamatan Dumai Barat berada di kawasan yang tinggi bahaya kebakaran
hutan dan lahan.

Dilansir dari data hasil rekapitulasi dan laporan harian tim reaksi cepat (TRC)
BPBD Kota Dumai, dari Januari hingga 2 Maret 2020, dalam kurun waktu 2 bulan, telah
terjadi kasus kebakaran lahan di Kota Dumai dengan luas lahan yang terbakar
mencapai 55,3 hektar. Sebaran areal kebakaran lahan tersebut berada di Kecamatan
Sungai Sembilan, Kecamatan Medang Kampai, Kecamatan Dumai Timur, Kecamatan
Dumai Selatan, dan juga di Kecamatan Dumai Barat. Kejadian kebakaran lahan di Kota
Dumai dapat dikatakan sebagai bencana tahunan, pada tahun 2019 juga mengalami
kebakaran lahan dengan luas lahan sekitar 192,25 hektare dengan cakupan wilayan
kecamatan Sungai Sembilan, Dumai Barat, Dumai selatan, Medang Kampai, Dumai
Timur dan Bukit Kapur.

Dalam rangka membantu pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan
lahan di Kota Dumai, Kecamatan Dumai Barat sebagai salah satu instansi
penyelenggara pelayanan publik telah mengembangkan inovasi SI PEKA atau Sistem
Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan. Inovasi ini dikategorikan sebagai Inovasi
Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, yaitu merupakan
inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses
pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa
publik.

Inovasi SI PEKA mulai dilaksanakan pada awal tahun 2020 berdasarkan
Keputusan Camat Dumai Barat Nomor: Kpts.40 Tahun 2020 Tanggal 10 Februari 2020
tentang Sistem Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan Pada Kecamatan Dumai Barat
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Tahun Anggaran 2020. SI PEKA adalah sistem deteksi dini keberadaan titik panas yang
memanfaatkan sumber data/informasi yang diperoleh dari berbagai satelit antara lain
Terra/Aqua, NOAA. Adapun hasilnya yaitu dapat memberikan informasi secara akurat
untuk mendeteksi titik koordinat hotspot atau titik api yang muncul yang masuk dalam
wilayah Kecamatan Dumai Barat secara real time (terkini).

Inovasi SI PEKA dipergunakan pihak Kecamatan sebagai peringatan dini letak
lokasi titik hotspot yang ada berdasarkan pantauan satelit penginderaan jauh yang
diterima pada akun kecamatan yang terdaftar. Apabila selama ini informasi titik
hotspot diperoleh kecamatan langsung dari BMKG dan BPBD Kota Dumai, maka dengan
SI PEKA kecamatan dapat memperoleh data hotspot secara langsung, yang kemudian
dapat langsung dianalisis menggunakan Geographic Information System (GIS). Adapun
tahapan kegiatan analisis pengolahan data titik panas (hotspot) dan areal kebakaran
hutan dan lahan oleh SI PEKA Kecamatan Dumai Barat yaitu sebagai berikut:

a. titik panas (hotspot) harian diterima oleh sistem

b. Melakukan proses tumpangsusun (overlay) dan identity data titik panas (hotspot)
dengan batas wilayah dan data lain yang dibutuhkan.

c. Pengolahan dan analisis hasil tumpang susun (overiay)

d. Penyajian hasil perhitungan data dalam bentuk grafik, tabel dan layout peta data
titik panas.

Pada proses olah data titik hotspot yang terdeteksi satelit, operator Kecamatan
melakukan sinkronisasi dengan database pertanahan yang ada dalam sistem
administrasi pertanahan di Kecamatan Dumai Barat, yaitu dengan overlay atau
tumpang susun titik hotspot ke dalam peta satelit dengan data batas wilayah, peta
kehutanan, dan data-data lain yang dibutuhkan, guna menentukan koordinat persisnya
dimana lokasi yang terbakar tersebut, dan mencari akses jalan terdekat yang paling
memungkinkan untuk dilalui oleh petugas pemadaman dan kendaraan yang
mengangkut peralatan pemadaman ataupun alat berat yang didatangkan khusus untuk
membantu proses pemadaman di lokasi tersebut.

Meskipun pihak Kecamatan telah memiliki sistem pemantau kebakaran dini,
namun pihak Kecamatan tetap melaporkan kepada BPBD Kota Dumai setiap
pergerakan yang dilakukan, karena pihak Kecamatan tugasnya hanya terbatas pada
kegiatan pemadaman dini saja, mengingat keterbatasan jumlah personil pemadaman
dan peralatan yang masih seadanya, dengan tujuan mencegah perluasan areal
kebakaran.

Upaya lainnya yang dilakukan oleh Camat Dumai Barat untuk mencegah dan
mengurangi kejadian kebakaran hutan dan lahan ini, adalah dengan membuat
kebijakan untuk tidak memberikan pelayanan administrasi pertanahan di atas lahan
yang terbakar tersebut. Hal ini dilakukan untuk memberikan efek kesadaran bagi para
pemilik lahan untuk lebih peduli dan mengawasi lahan miliknya, karena sebagian besar
lokasi yang terbakar itu kondisinya adalah lahan terlantar yang sangat rentan dengan
api akibat kondisi cuaca panas. Setiap lokasi kejadian kebakaran hutan dan lahan dalam
wilayah Kecamatan Dumai Barat akan dipetakan menjadi satu peta daerah rawan
karhutla dan juga data-data kasus bencana kebakaran hutan dan lahan dihimpun dalam
satu data kasus karhutla Kecamatan Dumai Barat.

Dari pelaksanaan inovasi SI PEKA di Kecamatan Dumai Barat, telah terekam data
dalam database Kecamatan Tahun 2020 yaitu rekapitulasi jumlah sebaran titik panas
(hotspot) pantauan Satelit TERRA/AQUA sebanyak 10 titik panas, dan pantauan Satelit
NOAA sebanyak 20 titik panas, dan telah ditindaklanjuti dengan kegiatan pemadaman
dini oleh petugas pemadaman Kecamatan/Kelurahan dan dibantu oleh BPPD Kota
Dumai serta lintas sektoral lainnya. Adapun hasil dari pelaksanaan inovasi ini adalah
menurunnya angka kejadian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kecamatan Dumai
Barat, dan penanganan kebakaran hutan yang lebih terkendali sehingga wilayah yang
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terbakar tidak bertambah luas dan tidak menimbulkan bencana kabut asap di Kota
Dumai sepanjang tahun 2020.

Inovasi SI PEKA pada tahap awal pelaksanaannya menghadapi tantangan yang
cukup berarti, mengingat bahwa inovasi ini memanfaatkan teknologi penginderaan
jauh dengan satelit, yang membutuhkan koneksi dengan server penyedia layanan untuk
mendapatkan akses izin penggunaannya, serta harus didukung dengan kemampuan
personil dalam penggunaan sistem GIS untuk pemetaan lokasi di lapangan. Selain itu,
agar dapat berjalan secara maksimal inovasi ini harus didukung dengan sarana
prasarana yang lengkap, seperti perangkat komputer yang dapat mendukung sistem
GIS dan alat navigasi GPS (Global Positioning System). Tak kalah pentingnya adalah
anggaran untuk mendukung pelaksanaan inovasi tersebut serta persoalan komunikasi
agar terbentuk kesepemahaman dalam penerapan inovasi tersebut. Tentunya dalam
tahap pengembangan kedua inovasi ini terdapat hal-hal yang menjadi kendala namun
dapat diantisipasi dan diselesaikan dengan baik sehingga inovasi ini dapat dirasakan
manfaatnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif yang bersifat deskriptif. Dengan
metode ini diharapkan mampu menggali data secara lebih mendalam untuk
mendapatkan gambaran inovasi SI PEKA di Kecamatan Dumai Barat. Data yang
dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang sesuai dengan fokus penelitian,
yaitu data verbal yang merupakan informasi responden tentang pelaksanaan inovasi
pelayanan publik di Kecamatan Dumai Barat. Setelah data terkumpul dipisahkan
menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik
analisis data kualitatif Miles dan Huberman. Pola umum analisis dengan mengikuti
Analisis Model Interaktif menurut Miles dan Huberman dengan melakukan tiga
kegiatan analisis data secara menyeluruh yaitu reduksi data, display data, dan
verifikasi/penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Inovasi Sistem Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan

Pemerintah Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai merupakan salah satu
organisasi perangkat daerah yang yang memiliki tugas dan fungsi dalam
penanggulangan bencana yang terjadi dalam wilayah kerjanya. Kebakaran hutan dan
lahan yang terjadi setiap tahunnya di Kota Dumai secara luas, dan khususnya di
wilayah Kecamatan Dumai Barat menjadikan permasalahan kebakaran hutan dan lahan
ini sebagai salah satu prioritas tugas di Kecamatan Dumai Barat karena berdampak
langsung pada kesehatan masyarakat dan aspek-aspek lainnya. Dengan adanya inovasi
SI PEKA yang dikembangkan di Kecamatan Dumai Barat, dapat membantu pemerintah
kecamatan dalam menangani permasalahan kebakaran hutan dan lahan sedini
mungkin, agar kebakaran hutan dapat terkendali sehingga tidak menjadi lebih besar
dan meluas dan semakin sulit dalam pemadaman serta dapat menghindari dampak-
dampak buruk lainnya yang ditimbulkan.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai inovasi SI PEKA, maka dapat dilakukan
analisis dengan teori faktor-faktor keberhasilan menurut Bugge et al, (2021), dengan
atribut sebagai berikut:

Governance and Innovation

Tata kelola inovasi SI PEKA yaitu sudah sesuai dengan tujuan yang diinginkan
dimana melalui inovasi SI PEKA dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
Kecamatan yang diantaranya adalah melaksanakan kesiapsiagaan bencana di wilayah
kecamatan, melaksanakan koordinasi penanggulangan bencana meliputi tanggap
darurat dan pasca bencana di wilayah kecamatan, dan menyusun peta rawan bencana
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di wilayah kecamatan. Dengan inovasi SI PEKA, pelaksanaan kesiapsiagaan bencana di
wilayah Kecamatan Dumai Barat dapat lebih efektif dan efisien, dan tentunya dengan
adanya kesiapsiagaan bencana ini dapat membantu Pemerintah Kota Dumai dalam
penanganan bahaya kebakaran hutan dan lahan.

Di dalam pelaksanaan inovasi SI PEKA ini telah diatur dalam Keputusan Camat
Dumai Barat Nomor: Kpts.40 Tahun 2020 Tanggal 10 Februari 2020 tentang Sistem
Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan Pada Kecamatan Dumai Barat Tahun
Anggaran 2020, dan juga telah menerapkan Standart Operasional Prosedur (SOP) yang
berlaku. Dari indikator tata kelola inovasi, dapat dinyatakan bahwa pengelolaan inovasi
SI PEKA di Kecamatan Dumai Barat sudah bisa dikategorikan baik.

Sources of the Ideas for Innovation

Ide ataupun konsep munculnya inovasi SI PEKA bersumber dari permasalahan
yang terjadi di wilayah Kecamatan Dumai Barat yaitu wilayah rawan kebakaran hutan
dan lahan. Ide-ide yang bersumber dari fenomena yang dilihat, dan dari inilah yang
akhirnya memunculkan suatu inovasi yang ingin mengubah suatu keadaan menjadi
lebih baik dari sebelumnya.

Innovation Culture

Inovasi SI PEKA dinilai baik bagi masyarakat karena dapat memberikan manfaat
bagi masyarakat dan bagi aparatur pemerintah kecamatan itu sendiri serta dapat
mengubah budaya baru bagi masyarakat dan aparatur kecamatan yaitu budaya untuk
lebih responsif dalam menangani permasalahan yang terjadi dan mengantisipasi
kejadian yang akan datang. Bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Dumai Barat,
dengan ditundanya pemberian pelayanan administrasi pertanahan di areal kebakaran
hutan dan lahan, menjadikan efek jera bagi pemilik lahan yang terbakar, dan
menimbulkan kesadaran masyarakat secara umum bahwa penting untuk menjaga dan
memelihara lahan miliki pribadi bukan malah menelantarkan lahan yang sangat
berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran.

Capabilities and Tools

Kemampuan alat-alat yang dimiliki oleh Pemerintah Kecamatan Dumai Barat
sudah mendukung dan memadai untuk pengelolaan inovasi SI PEKA, meskipun dalam
masih sangat terbatas dan dibantu oleh peralatan milik kelurahan. Sedangkan untuk
kemampuan yang dimiliki oleh aparatur kecamatan dalam pengelolaan inovasi SI PEKA
ini sudah semakin baik, karena telah dilakukan pelatihan dalam penggunaan peralatan
seperti GPS dan aplikasi pemetaan melalui sistem GIS, meskipun belum maksimal.

Objective, Outcome, Drivers, and Obstacle

Tujuan dari inovasi SI PEKA adalah dalam rangka meningkatkan efektivitas
pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan dalam kesiapsiagaan bencana di wilayah
kecamatan, melaksanakan koordinasi penanggulangan bencana meliputi tanggap
darurat dan pasca bencana di wilayah kecamatan, dan menyusun peta rawan bencana
di wilayah kecamatan. Dengan SI PEKA pelaksanaan tugas tersebut dapat dilaksanakan
lebih efektif dan efisien, dan hasilnya juga langsung dirasakan oleh masyarakat dengan
pengendalian bahaya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kecamatan
Dumai Barat, sehingga tidak berdampak buruk yang lebih besar lagi.

Dalam hal pendorong pelaksanaan inovasi SI PEKA, peran kepemimpinan Camat
sebagai inovator dalam mengembangkan inovasi ini sangat berpengaruh besar dalam
mengubah organisasi kecamatan dan kelurahan menjadi lebih responsif dalam
menanggapi suatu persoalan yang terjadi di masyarakat, dan menjadikan aparatur
kecamatan dan kelurahan dapat berpikir secara inovatif lagi dalam mengembangkan
potensi yang ada.

Meskipun dalam pelaksanaan inovasi SI PEKA ini sudah bisa berjalan dengan
baik, namun masih terdapat beberapa hambatan yang dirasakan oleh pihak Kecamatan
Dumai Barat dalam pengelolaan inovasi ini, yaitu keterbatasan kemampuan aparatur
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kecamatan dalam menguasai teknologi khususnya sistem GIS yang digunakan dalam
pemetaan, meskipun sudah dilakukan pelatihan singkat untuk pengoperasian sistem
GIS tersebut, namun dirasakan belum maksimal dan masih ketergantungan pada
kemampuan satu orang sebagai operator saja, sehingga untuk itu diperlukan perlu
dilakukan pelatihan khusus secara langsung ke Badan Informasi Geospasial Republik
Indonesia, dengan mengirimkan beberapa orang staf kecamatan dan kelurahan yang
memiliki bakat dan minat serta kemampuan dalam pemetaan.

Collecting Innovation Data for Single Innovation

Inovasi SI PEKA di Kecamatan Dumai Barat merupakan inovasi tunggal yang
telah direncanakan oleh pihak Kecamatan Dumai Barat itu sendiri berdasarkan
pengamatan dan fenomena yang dilihat dan dirasakan sendiri, dan inovasi SI PEKA ini
hanya ada di Kecamatan Dumai Barat dan tidak dimiliki oleh Kecamatan lain yang ada
di Kota Dumai.

Upaya Meningkatkan Inovasi SI PEKA

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ditemukan beberapa hambatan
dalam pelaksanaan inovasi SI PEKA ini, yaitu keterbatasan sarana prasarana seperti
alat GPS atau komputer yang mendukung aplikasi pemetaan, serta keterbatasan
kemampuan personil Kecamatan Dumai Barat dalam mengoperasikan sistem GIS dalam
pengolahan data hotspot yang diterima oleh akun kecamatan untuk kemudian diproses
dan digitasi serta proses tumpangsusun (overlay) dan identity data titik panas (hotspot)
dengan batas wilayah dan data lain yang dibutuhkan. Untuk mengatasi hambatan-
hambatan tersebut, maka Pemerintah Kecamatan Dumai Barat telah menganggarkan
pembelian peralatan GPS dan tambahan peralatan komputer yang mendukung aplikasi
pemetaan dengan versi terbaru. Sedangkan untuk meningkatkan kemampuan personil
kecamatan dalam pengoperasian sistem GIS tersebut, maka pada Tahun Anggaran 2021
pemerintah Kecamatan Dumai Barat telah menganggarkan biaya pendidikan dan
pelatihan langsung ke pusat pelatihan BIG (Badan Informasi Geospasial) Republik
Indonesia untuk 3 (tiga) orang staf yang dipandang memiliki minat, bakat serta
kemampuan dalam mengembangkan inovasi SI PEKA ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas mengenai Inovasi SI
PEKA di Kecamatan Dumai Barat, maka peneliti menarik kesimpulan yaitu setelah
masing-masing indikator dijelaskan maka selanjutnya dapat disimpulkan sebagai
berikut:

1. Bahwa inovasi SI PEKA di Kecamatan Dumai Barat sebagai upaya dalam
kesiapsiagaan bencana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di dalam wilayah
kecamatan sudah berjalan dengan cukup baik. Dalam hal Governance and
Innovation (tata kelola inovasi), bahwa inovasi ini SI PEKA sudah terkelola
dengan baik dengan adanya SK Camat dan SOP dalam penanganan kebakaran
hutan dan lahan; Sources of the Ideas for Innovation (Sumber ide-ide untuk
inovasi), inovasi muncul dari fenomena yang terjadi di wilayah Kecamatan Dumai
Barat yaitu Kecamatan Dumai Barat termasuk dalam wilayah yang rawan
kebakaran hutan dan lahan; Innovation Culture (Budaya Inovasi), inovasi ini
menciptakan budaya aparatur kecamatan dan kelurahan menjadi lebih responsif
dan inovatif sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan yang terjadi;
Capabilities and Tools (Kemampuan dan Alat-alat) yaitu kemampuan personil
kecamatan yang sudah bisa menggunakan sistem GIS secara dasar dan dukungan
peralatan pendukung seperi GPS dan perangkat komputer; Objective, Outcome,
Drivers, and Obstacle (Tujuan, hasil, Pendorong dan Penghambat) yaitu inovasi ini
telah memberikan manfaat baik langsung maupun tidak langsung dalam upaya
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pencegahan kebakaran hutan dan lahan, meskipun masih ada kendala dalam
pelaksanaannya; Collecting Innovation Data for Single Innovation (Mengumpulkan
Data Inovasi untuk Inovasi Tunggal) yaitu bahwa Inovasi SI PEKA di Kecamatan
Dumai Barat merupakan inovasi tunggal yang telah direncanakan oleh pihak
Kecamatan Dumai Barat itu sendiri berdasarkan pengamatan dan fenomena yang
dilihat dan dirasakan sendiri, dan inovasi SI PEKA ini hanya ada di Kecamatan
Dumai Barat dan tidak dimiliki oleh Kecamatan lain yang ada di Kota Dumai.

2. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terhadap kendala dalam
pelaksanaan inovasi SI PEKA ini yaitu keterbatasan peralatan dan kemampuan
personil yang masih kurang, maka Pemerintah Kecamatan Dumai Barat telah
menganggarkan pembelian peralatan GPS dan tambahan peralatan komputer
yang mendukung aplikasi pemetaan dengan versi terbaru pada Tahun Anggaran
2021. Sedangkan untuk meningkatkan kemampuan personil kecamatan dalam
pengoperasian sistem GIS tersebut, maka pada Tahun Anggaran 2021 ini juga
pemerintah Kecamatan Dumai Barat telah menganggarkan biaya pendidikan dan
pelatihan langsung ke pusat pelatihan yaitu BIG (Badan Informasi Geospasial)
Republik Indonesia untuk 3 (tiga) orang staf yang dipandang memiliki minat,
bakat serta kemampuan dalam mengembangkan inovasi SI PEKA ini.
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RESTORASI GAMBUT BERBASIS PEMBEDAYAAN MASYARAKAT

Netalia Marliza
Program Magister [lmu Administrasi FISIPUniversitas Riau
Email: netaliamarliza5@gmail.com

Abstrak

Kebakaran merupakan masalah besar di Riau. Metode penelitian menggunakan kualitatif
pendekatan deskriptif. Badan Restorasi Gambut Indonesia (BRG) menerapkan strategi 3R untuk
merestorasi gambut. 3R adalah rewetting, revegetation, dan revitalization. Restorasi gambut
berbasis pemberdayaan menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Femanfaatan
lahan gambut bisa dengan pembudidaya perkebunan nenas dan perkebunan kelapa sawit.
Restorasi melahirkan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) yang bertujuan untuk meningkat-
kan monitoring pencegahan kebakaran hutan.

Kata kunci: restorasi, lahan gambut, pemberdayaan masyarakat

PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat di lahan gambut sangat penting artinya dalam
menunjang keberhasilan konservasi lahan gambut. Sedikitnya terdapat tiga pertim-
bangan yang dapat dikemukakan. Pertama, pelestarian ekosistem gambut adalah salah
bentuk kontribusi dalam pemberdayaan masyarakat. Kedua, karena kemiskinan yang
dialami oleh sebagian besar masyarakat di lahan gambut, seringkali menjadi penyebab
ketidakpedulian mereka terhadap kualitas lingkungan. Ketiga, upaya penyadaran dan
penumbuhan motivasi untuk berpartisipasi dalam pelestarian lahan terbukti sulit
dilakukan apabila kebutuhan dasar masyarakat masih belum terpenuhi.

Kebakaran hutan di Provinsi Riau selalu terjadi setiap musim kemarau tiba,
menurut laporan Badan Restorasi Gambut tahun 2016 kebakaran hutan di Provinsi
Riau disebabkan oleh perubahan cuaca sedangkan menurut data Provinsi Riau, 2.6 ha
hutan dan lahan terbakar pada tahun 2015-2016 dan mengakibatkan masyarakat
menderita penyakit saluran pernapasan dan kerugian material (Dalam Surwano, 2017
Dinas Kehutanan, 2016). Lahan gambut merupakan lahan yang sering kali terbakar dan
tidak dikelola sebagaimana mestinya, menurut (Zulkarnaini & As’ari, 2019) menjelas-
kan bahan lahan gambut harus dioptimalisasikan sebagai bentuk cara pandang
masyarakat terhadap lahan yang tidak bisa dikelola menjadi lebih produktif.

Tahun 2016 Badan Restorasi Gambut-Kemitraan bersama Provinsi Riau
membuat program bersama untuk menjaga dan memperbaiki Kawasan Hidrologis
Gambut (KHG) yang ada di Riau komitmen bersama dalam memperbaiki kawasan
gambut. Total luasan lahan yang masuk dalam tahap restorasi di Riau 867.887 hektar
areal gambut. Ada pun berbagai upaya strategis dalam merestorasi diantaranya
pembangunan sumur bor, sebagai antisipasi awal sumber air ketika mendeteksi
kebakaran hutan.

Restorasi adalah tertuju pada usaha pemulihan atau perbaikan sesuatu, baik itu
alam, bangunan, benda berharga, keadaan sosial, serta bermacam hal lainnya, supaya
kembali ke kondisi semula. Menurut (Suharto, 2005) Pemberdayaan adalah proses
yang memiliki makna dalam setiap perubahannya, Pertama Enabling menimulkan
ruang potensi untuk masyarakat dapat berkembang secara baik dan membebaskan
masyarakat, kedua empowering yaitu memberikan kekuatan akan pengetahuan dan
kemampuan bagi masyarakat, ketiga protecting melindungi masyarakat yang tergolong
menjadi kelompok lemah untuk berdaya, keempat supporting, setiap proses
pemberdayaan harus memberikan bimbingan dan dukungan kepada kelompok lemah
dan terakhir adalah Fostering memelihara kondusifitas/semangat masyartakat untuk
memilihara program pemberdayaan tersebut. Pendapat diatas sejalan dengan (Sidiq,
2020) yang menyebutkan pemberdayaan sebagai upaya membuka aksesbilitas bagi
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masyarakat miskin untuk memanfaatkan perlindungan dan jaminan sosial dari setiap
program.

Restorasi lahan gambut bukan hanya upaya memulihkan lahan yang telah rusak.
Namun, program ini dapat mencegah terjadinya kebakaran lahan dan hutan (Karlahut)
di kawasan gambut. Program restorasi gambut merupakan upaya pemerintah
mengembalikan lingkungan, dan mencegah Karlahut, terutama di musim kering. Saat
terbakar, diakuinya, kawasan gambut berpotensi mengeluarkan karbon yang bahaya
bagi kesehatan manusia.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan
pendekatan deskriptif. Penelitina kualitatif fokus pada pengamatan yang mendalam.
Hasil dari penelitian ini memutuhkan analisi yang mendalam. Data penelitian ini
diperoleh dari pengamatan/observasiwawancara dan dokumen. Tujuan penelitian
Kualitatif adalah memahami fenomena yang dialami oleh objek penelitian dengan
mendeskripsikan pernyataan- pernyaataan dengan menggunakan berbagai metode
ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Restorasi adalah suatu perbuatan atau cara untuk mengembalikan, memulihkan,
memperbaiki sesuatu ke kondisi dan bentuk awalnya. Tujuan Restorasi adalah untuk
memulihkan kondisi hutan yang rusak sehingga hutan tersebut kembali pada kondisi
semula sehingga berfungsi sebagaimana mestinya.

Badan Restorasi Gambut Indonesia (BRG) menerapkan strategi 3R untuk
merestorasi gambut. 3R adalah kepanjangan dari rewetting, revegetation, dan revita-
lization. Rewetting adalah pembasahan kembali dengan pembangunan sekat kanal,
pembangunan sumur bor dan upaya lain yang mendorong basahnya lahan gambut.
Sementara revegetation adalah penanaman kembali melalui persemaian, penanaman
dan regerenasi alami. Sedangkan revitalization adalah peningkatan kesejahteraan
masyarakat melalui pertanian, perikanan dan ekowisata.

Pemberdayaan Masyarakat dalam program restorasi gambut di Riau lahir dari
seluruh lapisan masyarakat, program pembedayaan ini juga melahirkan kelompok
Masyarakat Peduli Api (MPA) yang bertujuan untuk meningkatkan monitoring
pencegahan kebakaran hutan.

Pemberdayaan masyarakat membuat masyarakat sadar akan kebakaran hutan.
Dimusim panas lahan gambut akan mengalami rawan akan kebakaran dikarenakan
banyak pihak yang tidak bertanggungjawab ingin membuka lahan dengan cara yang
instan yaitu dengan membakar lahan. Dalam hal ini pihak MPA memerlukan
perlengkapan dan peralatan yang memadai untuk persiapan jika ditemukan titik api
dilahan gambut.

Lahan gambut juga bisa dimanfaatkan sebagai wadah budidaya buah nanas yang
bisa diproduksi menjadi makanan.

Gambar 1. Perkebunan nenas
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Gambar 2. Perkebunan kelapa sawit
Sumber : https://www.pupuksawit.web.id/2016/01/8-cara-pengelolaan-kebun-
kelapa-sawit-pada-lahan-gambut.html

Lahan gambut punya peranan penting dilihat dari segi ekonomi dan ekologi.
Dalam melakukan budidaya tanaman sawit diperlukan pertimbangan yang matang
apakah lahan tersebut sesuai untuk kelapa sawit.

KESIMPULAN

Lahan gambut di Indonesia merupakan ekosistem yang sangat penting, oleh
karenanya perlu dikelola secara berkelanjutan. Masyarakat melakukan restorasi
gambut berbasis pemberdayaan masyarakat melalui upaya menamam lahan gabut
dengan tanaman yang cocok, perkebunan nenas dan kelapa sawit dibisa menjadi
contoh dalam pembudidayaan dilahan gambut. Badan Restorasi Gambut Indonesia
(BRG) menerapkan strategi 3R untuk merestorasi gambut. 3R adalah kepanjangan
dari rewetting, revegetation, dan revitalization. Rewetting adalah pembasahan kembali
dengan pembangunan sekat kanal, pembangunan sumur bor dan upaya lain yang
mendorong basahnya lahan gambut. Sementara revegetation adalah penanaman
kembali melalui persemaian, penanaman dan regerenasi alami. Sedangkan revitali-
zation adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pertanian, perikanan dan
ekowisata.

DAFTAR PUSTAKA

https://www.infosawit.com/news/4720/bpbd-rohul-dukung-restorasi-gambut

https://www.pupuksawit.web.id/2016/01/8-cara-pengelolaan-kebun-kelapa-sawit-
pada-lahan-gambut.html

Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia. (2016). Rencana Strategis Restorasi
Gambut 2016-2020. Jakarta.

Gambut, B. R. (2016). Laporan Tahunan Mengawali Restorasi Gambut Indonesia. Badan
RestorasiGambut.

Prodi llmu Administrasi Publik bekerjasama Laboratorium FISIP UNRI dan PT. Pertamina RU Il Sungai Pakning, Pekanbaru, 25 Agustus 2021

57


https://www.infosawit.com/news/4720/bpbd-rohul-dukung-restorasi-gambut
https://www.pupuksawit.web.id/2016/01/8-cara-pengelolaan-kebun-kelapa-sawit-pada-lahan-gambut.html
https://www.pupuksawit.web.id/2016/01/8-cara-pengelolaan-kebun-kelapa-sawit-pada-lahan-gambut.html

ISSN 2808-1536 Prosiding Seminar Nasional

Tata Kelola Ekosistem Gambut Berkelanjutan Berbasis Masyarakat

KARAKTERISTIK SPASIAL DAN TEMPORAL KEBAKARAN LAHAN
GAMBUT DI KESATUAN HIDROLOGIS GAMBUT (KHG)
PULAU RANGSANG
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Program Studi Pascasarjana Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Riau, Pekanbaru
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Abstrak

KHG Pulau Rangsang merupakan lahan gambut yang berada di wilayah kepulauan dan memiliki
peran ekologis yang sangat penting, namun memiliki tingkat kerawanan terhadap kekeringan
yang dapat mengakibatkan peningkatan kejadian kebakaran. Mengingat sangat sulitnya
kebakaran lahan gambut untuk dipadamkan, upaya pencegahan kebakaran sebaiknya me-
ngambil pembelajaran dan sejarah terjadinya kebakaran yang hampir setiap tahun terjadi,
dengan analisis karakteristik kejadian kebakaran lahan gambut dengan menggunakan teknologi
penginderaan jauh secara spasial dan temporal. Salah satu metode analisia karakteristik
kebakaran yaitu dengan menggunakan data titik panas (hotspot) MODIS dengan satelit Terra
dan Aqua bulanan dengan tingkat kepercayaan (confidence level) >60% selama kurun waktu 20
tahun (2001-2020). Data hotspot digunakan sebagai data awal untuk menentukan periode
kejadian kebakaran. Analisis data hotspot secara temporal menghasilkan 2 periode kejadian
kebakaran yaitu Periode I dan Periode Il yang masing-masing terjadi pada bulan Januari-April
dan bulan Juni-Oktober. Data hasil analisis hotspot tersebut di tumpang-susunkan dengan
teknik on-off layer citra Landsat yang sebelumnya telah dilakukan composite band untuk
dilakukan proses deleniasi dengan menggunakan GIS (Geographic Information System). Hasil
deleniasi tersebut dijadikan dasar untuk memperoleh karakteristik kebakaran lahan gambut
pada KHG Pulau Rangsang. Pada penelitian ini menunjukkan total luasan areal kebakaran
terparah terjadi pada tahun 27.714,96 Ha yang terjadi pada tahun 2005 dengan durasi
kebakaran terlama yaitu selama 44 hari yang terjadi di Periode I dengan laju kebakaran sebesar
4.456,17 Ha/hari.

Kata kunci: kebakaran, titik panas (hotspot), satelit MODIS, citra landsat, spasial dan temporal

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki lahan gambut tropis yang terbesar di kawasan tropika yaitu
sekitar 21 juta ha. Saat ini degradasi lahan gambut di Indonesia telah terjadi dalam skala
besar, sehingga hanya tersisa kurang dari 4% lahan gambut yang masih asli (pristine
peat swamp forest) yang selalu tergenang sepanjang tahun, sementara 37% lainnya
sudah mengalami degradasi dengan berbagai tingkatan. Selanjutnya, lebih dari 20%
lahan gambut di Indonesia dalam kondisi sebagai lanskap terdegradasi yang tidak
dikelola (Koh et al., 2011). Penyebab utama terjadinya degradasi pada lahan gambut
yaitu terjadinya kebakaran lahan yang hampir disetiap tahun dan dalam skala besar
yang merupakan permasalahan serius yang sulit untuk diatasi.

Sejarah membuktikan bahwa hanya hujan yang mampu memadamkan api ketika
terjadi kebakaran lahan gambut. Akibatnya kondisi lahan gambut hampir di seluruh
kawasan Sumatera khususnya di Provinsi Riau sudah tertekan dan berubahnya fungsi
lahan. Tertekan dalam artian bahwa lahan gambut tersebut telah terbakar berulang kali,
bahkan lebih dari 3 kali yaitu 7 hingga 10 kali. Mengingat sangat sulitnya kebakaran
lahan gambut untuk dipadamkan, pencegahan kejadian kebakaran lahan menjadi sangat
serius untuk digalakkan. Rekomendasi upaya pencegahan sebaiknya dari pembelajaran
dan sejarah terjadinya kebakaran yang hampir setiap tahun terjadi, agar kejadian
tersebut tidak terulang kembali. Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan
pasca kebakaran lahan gambut yaitu dengan melakukan analisis data titik panas
(hotspot) dengan menggunakan satelit penginderaan jauh yaitu MODIS Terra/Aqua.

KHG Pulau Rangsang merupakan wilayah yang memiliki lahan gambut yang
berada di daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut atau disebut juga dengan
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gambut pesisir/kepulauan. Lahan gambut yang berada di wilayah kepulauan memiliki
peran ekologis yang sangat penting sebagai penyimpan karbon, penyimpanan air,
konservasi biodiversitas dan aktivitas ekonomi masyarakat. Lahan gambut kepulauan
memiliki tingkat kerawanan terhadap kekeringan yang dapat mengakibatkan pening-
katan kejadian kebakaran.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi areal bekas terbakar pada lahan
gambut di KHG Pulau Rangsang secara spasial dan temporal dengan menggunakan data
citra satelit Landsat dengan melakukan deleniasi selama kurun waktu 20 tahun (2001-
2020). Selain itu penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data terkait karakteristik
kebakaran lahan gambut yang ada di KHG Pulau Rangsang diantaranya yaitu luasan
areal bekas terbakar, durasi kebakaran dan laju kebakaran. Penelitian ini diharapkan
mampu memberi gambaran dan rekomendasi untuk pengambilan kebijakan upaya pena-
nggulangan kebakaran lahan gambut di KHG Pulau Rangsang, agar kejadian tersebut
tidak terulang kembali.

METODE
Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi fokus penelitian ini yaitu wilayah Kesatuan Hidrologis
Gambut (KHG) Pulau Rangsang yang terletak di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi
Riau. Pemilihan lokasi penelitian berdasarkan dugaan bahwa KHG Pulau Rangsang
mengalami pengatusan lebih cepat karena memiliki catchment area yang kecil dan
dibatasi oleh laut, menyebabkan air cepat mengalir ke laut, sehingga mudah kering dan
cepat terbakar.
Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa data satelit yang mencakup wilayah KHG
Pulau Rangsang dengan rincian data sebagai berikut:
a. Hotspot MODIS Terra/Aqua

Data hotspot yang diperoleh dari sensor MODIS (Terra dan Aqua) dengan selang
kepercayaan (confidence level) >60%. Pemilihan tingkat kepercayaan >60% pada data
hotspot berdasarkan pada metode perekaman yang dilakukan oleh satelit Terra dan
Aqua, dimana suatu hotspot di wilayah tertentu telah dilalui dan direkam secara ber-
gantian oleh kedua satelit tersebut yaitu satelit Terra dan Aqua (Prayoga et al., 2017).
Data hotspot yang digunakan mencakup wilayah KHG Pulau Rangsang dengan rincian
data sebagai berikut:

e Resolusi temporal : Siang & malam (16 hari)

e Sensor satelit : Terra MODIS/Aqua MODIS

e Penyedia : Fire Informasion for Resource Management System, NASA
(FIRMS, NASA)

e Produk : FIRMS MODIS Fire Archive

¢ Rentang waktu : Tahun 2001-2020

e Sumber : NASA https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/download

LAPAN (2016) membagi tingkat kepercayaan dalam informasi data hotspot yang
ditampilkan pada Tabel 1 sebagai berikut:
Tabel 1. Arti tingkat kepercayaan dalam informasi data hotspot

Tingkat
Kepercayaan Kelas Tindakan
(9]
Perlu
0, 0,
0% <C<30% Rendah diperhatikan
30% <C<80% Nominal Waspada
80% < C < 100% Tinggi ~ c8erd
penanggulangan

(Sumber: LAPAN, 2016)
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b. Data Citra Landsat

Setelah diidentifikasi periode-periode kejadian kebakaran lahan, selanjutnya
dikumpulkan data citra satelit Landsat pada masing-masing kondisi yaitu sebelum dan
sesudah terjadinya kebakaran pada pada tiap periode kejadian kebakaran. Penelitian ini
menggunakan citra Landsat generasi Il diantaranya yaitu:

a. Landsat-5 TM (Thematic Mapper)
b. Landsat-7 ETM+ (Enchnced Thematic Mapper+)
c. Landsat-8 OLI/TIRS (Onboard Operational Land Imaginer/Thermal Infrared

Sensor)

Penelitian ini menggunakan berbagai jenis citra Landsat dengan alasan
ketersediaan data pada tahun atau periode yang diinginkan. Pada tahun 2001 hingga
tahun 2012 menggunakan citra Landsat 5/7, sedangkan pada tahun 2013 hingga tahun
2020 menggunakan citra Landsat 8. Masing-masing citra satelit Landsat tersebut
memiliki resolusi spasial yang cukup baik yaitu 30 meter untuk analisis terkait dengan
perubahan fenomena alam, serta resolusi temporal 16 harian. Citra Landsat tersebut
berasal dari USGS (United States Geological Survey) yang dapat diunduh pada website
(http://earthexplorer.usgs.gov/)

Pada Penelitian ini analisis spasial difokuskan pada lokasi poligon dengan
kerapatan titik (point density) pada data hotspot, selanjutnya dilakukan deleniasi pada
objek yang diduga sebagai areal bekas terbakar (Elvidge & Baugh, 2014; Candra &
Kustiyo, 2014).

Analisis spasial dilakukan dengan menggunakan GIS (Geographic Information
System) kemudian diolah menggunakan metode image processing dengan cara melaku-
kan overlay pada data hotspot dan data satelit Citra Landsat untuk mendapatkan
penyebaran dan trend kejadian kebakaran lahan gambut dari tahun ke tahun. Dengan
menggunakan GIS juga didapat data-data karakteristik kebakaran seperti luas areal
bekas terbakar, durasi kebakaran, laju kebakaran dan lokasi kebakaran untuk masing-
masing periode kejadian kebakaran.

Proses identifikasi karakteristik kejadian kebakaran dilakukan dengan mengkom-
binasikan 3 kanal (band), diantaranya untuk kombinasi band citra Landsat-5 TM dan
Landsat-7 ETM adalah 321 dan 543. Sedangkan pada citra Landsat-8 OLI/TIRS
menggunakan kombinasi band 753 dan 654. Areal bekas terbakar dapat digambarkan
sebagai kenampakan objek yang berwarna merah kehitaman atau coklat, terdapat
perubahan kenampakan pada citra Landsat pada periode sebelum terjadinya kebakaran.
Indikasi luas areal yang terbakar dihasilkan dengan digitasi yang dilakukan secara visual
dengan citra Landsat terhadap titik panas (hotspot) yang mengelompok.

Proses deleniasi dilakukan dengan menggunakan vektor poligon pada GIS
(Geographic Information System) dengan cara mengetahui perubahan kondisi tutupan
lahan pada saat sebelum dan sesudah terjadinya kebakaran pada lokasi yang terdapat
titik panas. Penelitian ini menggunakan metode yang dijelaskan secara ringkas dalam
bagan alir yang ditunjukkan pada Gambar 1. Proses deleniasi pada GIS dengan
menggunakan teknik on-off layer citra Landsat seperti yang dimaksud dalam Gambar 1,
bertujuan untuk memudahkan melihat perubahan kondisi tutupan lahan yang telah
dikombinasikan RGB (Red Green Blue) yang diindikasikan oleh perubahan warna dari
kehijauan menjadi kemerahan bahkan kehitaman (LAPAN, 2015).
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Gambar 1. Bagan alir analisis karakteristik areal bekas kebakaran hutan dan lahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Sebaran Data Hotspot

Hotspot merupakan suatu indikator yang ada pada suatu tempat yang dapat
diartikan sebagai daerah yang memiliki suhu relatif lebih tinggi dibandingkan dengan
daerah disekitarnya berdasarkan ambang batas suhu tertentu yang terpantau oleh
satelit penginderaan jauh (LAPAN, 2014). Hasil pemetaan spasial dengan kumulatif data
titik panas selama kurun waktu 20 tahun di KHG Pulau Rangsang dapat dilihat pada
Gambar 2 di bawah ini.

ang tahun 2001-2020

T F PALE L
Gambar 2. Visualisasi hotspot KHG Pulau Rangs
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Pada Gambar 2 tersebut dapat dilihat posisi sebaran hotspot cenderung berada di
wilayah pesesir pulau Rangsang. Sebaran data titik panas hotspot yang berulang dan
bergerombol pada suatau lokasi dapat dijadikan sebagai penanda adanya kejadian
kebakaran (LAPAN, 2016). Sebaran data hotspot di KHG Pulau Rangsang secara temporal
dari tahun 2001 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar. 3 di bawah ini.

Series Temporal Hotspot dan Curah Hujan Pulau Rangsang ® Tk Par Dretsost

Jumiah Titik Panas

I ETRI | B (TR | Vool | . II - | ' ||. I. il ..|l| 1
P e R N R N R R N P R R N R N P R R E R N R E P RN N R E S P R E E RN N R E R
\ Series "Titik Panas (hotspot)” Point "2014 Mar"

Value: 194

Series Temporal Hotspot dan Curah Hujan Pulau Rangsang

Jumlah Titlk Panas

Las o . 1 -‘I I| l l.I > -.ll l].. . ol l . n.-.ll‘l e
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(a) Data Hotspot MODIS tahun 2001-2010
(b) Data Hotspot MODIS tahun 2011-2020
Gambar 3. Grafik time series data hotspot bulanan di KHG Pulau Rangsang

Pada grafik yang tersaji pada Gambar 3, terlihat adanya titik hotspot melalu
pantauan satelit MODIS selama kurun waktu 20 tahun cenderung mengalami naik-turun.
Terlihat bahwa pada setiap tahunnya KHG Pulau Rangsang mengalami dua kali kejadian
kebakaran dalam setahun. Jumlah deteksi hotspot tertinggi terlihat pada bulan Maret
tahun 2014 yang mencapai 194 hotspot. Deteksi hotspot yang terpantau oleh satelit
MODIS dimulai pada tahun 2001-2020 berada pada bulan Januari hingga bulan April
disebut sebagai Periode I yang berhubungan dengan jatuhnya musim kemarau di
Provinsi Riau. Namun pada bulan Juni hingga bulan Oktober jumlah hotspot relatif
menurun, periode ini disebut dengan Periode II. Banyaknya jumlah hotspot sangat
dipengaruhi dengan intensitas curah hujan yang terjadi pada suatu wilayah tersebut.

Analisis Karakteristik Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut
Penentuan fokus wilayah pengamatan berdasarkan pada informasi sebaran data

hotspot yang bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses identifikasi areal
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bekas terbakar pada citra Landsat. Kenampakan hotspot dan areal kebakaran di KHG
Pulau Rangsang pada citra Landsat dapat dilihat pada Gambar 4 berikut. Selain
dipengaruhi oleh karakteristik lahan gambut yang mudah terbakar, sebaran titik panas
diduga mengikuti pola tertentu yang sangat berhubungan dengan kondisi tutupan lahan
(Setiawan et al, 2017). Hasil digitasi digambarkan dengan polygon berwarna merah yang
dilakukan terhadap citra Landsat 8 dengan kombinasi band 753 untuk periode
kebakaran tahun 2020. Proses deleniasi secara visual dilakukan dengan menarik garis
poligon yang merupakan daerah bekas terbakar dan sebelum terbakar.

Gambar 4. Kenampakan hotspot dan areal bekas terbakar KHG Pulau Rangsang

Kebakaran hutan dan lahan terjadi akibat adanya unsur dan perilaku api yang
dipengaruhi oleh beberapa faktor alam, yaitu bahan bakar, iklim/cuaca, dan topografi.
Perilaku kebakaran merupakan dasar dalam mempelajari dampak kebakaran lahan
terhadap lingkungan sebagai penilaian kerusakan yang ditimbulkan serta menentukan
strategi dalam penentuan upaya pengendaliannya (Syaufina, 2008). Data hotspot yang
telah dianalisis bertujuan untuk mengetahui trend sebaran hotspot pada tiap tahunnya.
Selanjutnya, dilakukan deleniasi areal kebakaran berdasarkan citra Landsat yang sesuai
dengan data titik panas (hotspot) pada periode tertentu. Gambar 5 merupakan salah satu
hasil analisis secara spasial pada areal bekas terbakar dan sebelum terbakar pada tahun
2005 berdasarkan citra Landsat 5 dengan teknik on-off layer yang telah dilakukan
kombinasi pada band 543. Gambar 5 menjelaskan bahwa pada bulan Maret di tahun
2005 tutupan lahan pada poligon KHG Pulau Rangsang masih berupa vegetasi hijau dan
kebakaran yang ada belum meluas, sedangkan pada analisis citra bulan Mei tahun 2005
terlihat jelas bahwa adanya penambahan areal bekas terbakar.

Gambar 5. Perubahan luas areal terbakar di KHG Pulau Rangsang

Berdasarkan hasil tumpang susun dan deleniasi visual dengan menggunakan
software Arc GIS 10.3 yang menghasilkan Gambar 5 di atas, maka diperoleh areal bekas
terbakar terparah dengan luasan yang mencapai 27.714,96 Ha yang terjadi pada tahun
2005 dengan durasi kebakaran terlama yaitu selama 44 hari yang terjadi di Periode

Kerjasama PT. Pertamina RU Il Sungai Pakning dan Laboratorium FISIP UNRI, Pekanbaru, 25 Agustus 2021

63



ISSN 2808-1536

Prosiding Seminar Nasional
Tata Kelola Ekosistem Gambut Berkelanjutan Berbasis Masyarakat

kebakaran pertama dengan laju kebakaran sebesar 4.456,17 Ha/hari. Selanjutnya,
karakteristik kejadian kebakaran yang terkait dengan luas areal bekas terbakar, durasi
kebakaran dan laju kebakaran selama kurun waktu 20 tahun disajikan dalam Tabel 2.
Tabel 2 menggambarkan total luas areal kebakaran yang terjadi pada KHG Pulau
Rangsang dalam kurun waktu 20 tahun mencapai 114.982,71 ha. Luas kebakaran lahan
di KHG Pulau Rangsang cenderung mengalami penurunan seiring dengan upaya
pemerintah pusat serta daerah dalam melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan
dan lahan gambut yang kian membaik. Sebaran luas areal bekas terbakar yang
cenderung berada di wilayah pesisir KHG Pulau Rangsang dan terjadi pada bulan Januari
hingga April tersebut dapat menjadi acuan bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam
mengambil keputusan terkait upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan
dan lahan gambut.
Tabel 2. Karakteristik areal bekas terbakar di KHG Pulau Rangsang hasil deleniasi citra
Landsat tahun 2001-2020

Tahun Periode Luas Area Kebakaran Durasi Kebakaran Laju Kebakaran
Kebakaran (Ha) (hari) (Ha/hari)

2001 I 878,10 1 878,10
11 0,00 [0} 0,00

2002 I 6470,36 6 1078,39
II 3239,74 2 1619,87

2003 I 0,00 5 0,00
II 0,00 3 0,00

2004 I 2845,11 5 569,02
II 1594,96 2 797,48

2005 I 27714,96 44 629,89
11 4456,17 1 4456,17

2006 I 1134,08 4 283,52
11 0,00 [0} 0,00

2007 I 272,44 3 90,81
11 147,96 3 49,32

2008 I 164,83 6 27,47
11 0,00 [0} 0,00

2009 I 1211,13 13 93,16
11 6022,89 5 1204,58

2010 I 1607,55 12 133,96
11 8769,37 5 1753,87

2011 I 460,34 7 65,76
II 1558,89 5 311,78

2012 I 449,34 2 224,67
11 2154,44 6 359,07

2013 I 689,24 8 86,15
11 6382,84 9 709,20

2014 | 13332,29 28 476,15
11 5561,76 2 2780,88

2015 I 1587,64 13 122,13
11 1408,61 5 281,72

2016 I 837,39 23 36,41
1T 532,24 5 106,45

2017 I 68,65 2 34,33
11 1008,22 4 252,06

2018 | 2292,21 4 573,05
11 653,12 7 93,30

2019 1 2511,82 19 132,20
11 5423,37 9 602,60

2020 1 1364,71 23 59,34
11 175,95 7 25,14

Jumlah 114982,71 308 20998,01
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Keterkaitan Karakteristik Kebakaran di KHG Pulau Rangsang

Dari analisis yang dilakukan selama kurun waktu 20 tahun, dengan menggunakan
bantuan citra Landsat, hubungan antara luas area kebakaran terhadap banyaknya
jumlah hotspot, durasi kebakaran dan laju kebakaran adalah signifikan. Hal tersebut
berarti bahwa banyaknya jumlah hotspot dan durasi kebakaran terhadap luas areal
bekas terbakar dan laju kebakaran. KHG Pulau Rangsang mengalami kondisi kering yang
mengakibatkan terjadinya kebakaran gambut pada periode I. Pada Gambar 6
menunjukkan bahwa luas area kebakaran meningkat setelah jumlah hotspot juga
meningkat. Grafik pada Gambar 6 tersebut dapat dilihat bahwa pola luas area kebakaran
akan mengikuti pola data hotspot. Luas area kebakaran akan menurun saat intensitas
data hotspot menurun.
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Gambar 6. Grafik hubungan luas areal kebakaran dan jumlah hotspot
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Gambar 7. Grafik hubungan luas areal kebakaran dan durasi kebakaran

Selain hubungan luas areal kebakaran dan jumlah hotspot, terdapat juga hubungan
antara luas areal kebakaran dan durasi kebakaran yang dapat dilihat pada Gambar 7 di
atas. Grafik tersebut menjelaskan bahwa hubungan durasi kebakaran dan luas arel
kebakaran adalah berbanding lurus, dimana semakin lama julmah hari terbakar maka
semakin bertambah pula luas areal kebakaran yang terjadi di KHG Pulau Rangsang.
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Gambar 8. Grafik laju kebakaran lahan di KHG Pulau Rangsang (2001-2020)

Kejadian kebakaran yang terparah di tahun 2005 dapat mengindikasikan bahwa
titik panas (hotspot) yang meningkat sejak awal tahun 2001 yang diperparang dengan
durasi kebakaran terlama selama kurun waktu 20 tahun yaitu 44 hari. Berdasarkan hasil
analisis durasi kebakaran yang disajikan pada Gambar 8, yaitu bertambahnya luas
kebakaran berbanding lurus dengan lamanya durasi kebakaran. Laju kebakaran
mengalami penurunan sejak 5 tahun terakhir menandakan adanya keberhasilan
pemerintah maupun stakeholder dalam upaya pencegahan kebakaran lahan gambut dan
pemulihan lahan gambut yang terbakar.

KESIMPULAN

Analisis pemantauan area bekas terbakar pada lahan gambut di KHG Pulau
Rangsang dilakukan dengan bantuan teknologi informasi, yang memanfaatkan
penginderaan jauh dan sistem informasi geografis. Metode deleniasi yang digunakan
pada penelitian ini masih memiliki beberapa kendala diantaranya yaitu kendala tutupan
awan pada citra Landsat dan adanya haze, selain itu ketersediaan data citra Landsat
dengan resolusi temporal 16 hari harus disesuaikan dengan kejadian kebakaran yang
ada. Analisis data penelitian ini menggunakan data satelit yang merupakan sumber data
yang memiliki kekurangan, salah satunya yaitu tutupan awan.
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PEMETAAN LAHAN GAMBUT RAWAN KEBAKARAN MELALUI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI SUNGAI PAKNING RIAU

Parasian Manurung
Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Pekanbaru
Email: parasianmanurung294@gmail.com

Abstrak

Provinsi Riau salah satu daerah penyumbang asap di Indonesia. Menurut Data kebakaran hutan
dan lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sekitar 49 Ribu Hektar lahan
di Provinsi Riau terbakar pada tahun 2019. Kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau terjadi
saat musim kemarau setiap tahunnya, hal ini mendapat perhatian publik dan ditetapkan sebagai
bencana Nasional oleh Negara. Kebakaran hutan dan lahan terjadi disebabkan 80% lahan di
Provinsi Riau merupakan lahan gambut. Selain itu, factor lainnya adalah tradisi “merun” atau
tradisi yang digunakan masyarakat local ketika membuka lahan pertanian dengan cara dibakar.
Kurangnya pemahan masyarakat mengenai dampak dari tradisi mereka menyebabkan semakin
banyaknya musibah kebakaran di wilayah ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian
kualitatif yang dijelaskan secara deskriptif. Setelah penelitian lapangan strategi mitigasi yang
dilakukan masyarakat Kelurahan Sungai Pakning dalam memitigasi kebakaran hutan dan lahan di
daerah mereka yaitu bekerjasama dengan PT. Pertamina RU II Sungai Pakning membentuk
Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Api (FORKOMPA) sebagai wadah komunikasi MPA
ditingkat Kecamatan, peningkatan inovasi sumur hydran, membangun embung penampungan air
dan memaksimalkan lahan kosong sebagai lahan pertanian nanas dan Arboretum Gambut.

Kata Kunci: strategi mitigasi, Karhutla, pemberdayaan masyarakat.

PENDAHULUAN

Peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan peningkatan konsumsi beras,
namun hal ini belum diimbangi dengan peningkatan produksi padi. Dalam sepuluh tahun
terakhir, produksi komoditas pangan bertumbuh secara berfluktuatif karena
dipengaruhi berbagai faktor, antara lain konversi lahan pertanian ke nonpertanian,
keterbatasan lahan untuk perluasan areal, infrastruktur pertanian yang belum memadai,
anomali iklim, dan fluktuasi harga. Selama periode 2015-2018 kenaikan produksi padi
mengalami peningkatan mencapai 3,28%/tahun. Peningkatan produksi ini didukung
oleh peningkatan luas panen sebesar 4,27%/tahun. Peningkatan ini lebih rendah
dibandingkan dengan peningkatan luas panen pada tahun 2016 yang mencapai
7,36%/tahun. Pada tahun 2018 peningkatan luas panen hanya sebesar 1,79%.
Bertambahnya luas panen berhubungan erat dengan peningkatan luas tanam. Pada
tahun 2018, program Upaya Khusus yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian
berhasil meningkatkan luas panen sebesar 5,5% atau sekitar 18,27 juta ha dari capaian
2017 seluas 17,32 juta ha.

Salah satu alternatif dan upaya untuk mengatasi permasalahan keterbatasan luas
lahan, antara lain dengan memaksimalkan potensi lahan yang ada dan optimalisasi
pengelolaan potensi lahan gambut. Indonesia menempati posisi negara keempat setelah
Kanada, Uni Soviet, dan Amerika Serikat yang memiliki potensi lahan gambut yang luas.
Luas lahan gambut di Indonesia diperkirakan mencapai 14,95 juta hektare berada di
Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua serta sebagian kecil di Sulawesi. Kondisi di
Pulau Jawa, dengan kepadatan penduduk yang tinggi telah mengakibatkan semakin
masifnya proses alih fungsi lahan pertanian subur yang selama ini memasok sekitar 60%
kebutuhan pangan penduduk. Oleh karena itu, perlu memikirkan pemanfaatan potensi
lahan gambut untuk pembangunan pertanian di Indonesia agar di masa yang akan
datang diharapkan bisa menjadi pendukung lumbung pangan Indonesia. Hal tersebut
cukup beralasan, bahwasanya Indonesia sebagai negara tropis di Asia memiliki lahan
gambut terbesar. Lahan gambut di Indonesia, dengan luas area sekitar 21 juta ha,
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tersebar di beberapa pulau yaitu di Sumatera (6,24 juta ha), Kalimantan (5,07 juta ha),
Papua (7,01 ha), dan sisanya berkisar 2,68 juta ha. Berdasarkan hasil analisis potensi
lahan yang dilakukan BBSDLP (2014), dari sekitar 14,99 juta ha (74,96%) lahan gambut
memiliki potensi seluas 3,17 juta ha (15,84%) untuk tanaman pangan dan sekitar 1,84
juta ha (9,20%) dapat dimanfaatkan untuk tanaman tahunan (kelapa, kelapa sawit, dan
karet). Lahan gambut yang dapat digunakan untuk pertanian dan perkebunan hanya di
bagian yang subur dengan ketebalan kurang dari 1 m (Wildayana 2015). Sedangkan,
gambut sangat dalam (>3 m) memiliki tingkat kesuburan yang sangat rendah dan
berfungsi untuk menjaga kualitas lingkungan sehingga lebih direkomendasikan sebagai
lahan konservasi agar tidak merusak lingkungan.Pemanfaatan lahan gambut untuk
kegiatan pertanian banyak menimbulkan kontroversi.

Kebakaran hutan dan lahan dewasa ini mampu mencuri perhatian pemerintah,
sehingga pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan sebagai salah satu
bencana nasional yang memerlukan perhatian khusus dari seluruh elemen pemerintah
dan masyarakat. Kebakaran hutan dan lahan setiap tahun terjadi di Indonesia, hal ini
diakibatkan dari berbagai factor salah satunya adalah beberapa wilayah di Indonesia
memiliki lebih dari 80% struktur tanah gambut seperti Provinsi Riau. Provinsi Riau
salah satu daerah penyumbang asap di Indonesia. Menurut Data kebakaran hutan dan
lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sekitar 49 Ribu Hektar
lahan di Provinsi Riau terbakar pada tahun 2019 (Sumber: http://sipongi.menlhk.go.id).

Kebarakan umumnya disebabkan dua hal, secara sengaja dan tidak sengaja.
Kebakaran secara sengaja biasanya dipicu oleh pembakaran untuk membuka lahan dan
eksploitasi sumber daya alam dengan cara instan. Sedangkan kebarakan secara tidak
sengaja lebih disebabkan oleh cuaca panas, tindakan kelalain seperti membakar sampah
dan punting rokok atau merun yang merupakan tradisi masyarakat sekitar dalam
membuka lahan pertanian. “Merun” merupakan tradisi masyarakat Kelurahan Sungai
Pakning, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis yang dilakukan sejak zaman nenek
moyang mereka terdahulu.

Merun adalah proses pembukaan lahan pertanian dengan cara dibakar.
Masyarakat berpendapat dengan memerun tanah gambut yang secara struktur susah
dijadikan lahan pertanian menjadi subur ketika diperun. Kurangnya pengawasan
masyarakat pada saat membakar lahan menjadi peluang terjadinya kebakaran yang
lebih besar. Hingga saat ini tradisi “memerun” sudah dilarang oleh pihak berwajib
karena berpeluang meluas, walaupun masyarakat sendiri mengakui masih sulit untuk
meninggalkan tradisi tersebut. Selain itu, menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
atau Walhi, penyebab kebakaran hutan dan lahan di Riau lebih besar disebabkan oleh
factor kesengajaan membakar hutan dan lahan bertujuan untuk membersihkan lahan
dalam hal persiapan pengambangan perkebunan yang terjadi setiap tahun.

Sepanjang tahun 2015-2018 terjadi kebakaran hebat diwilayah Kelurahan Sungai
Pakning, Kecamatan Bukit Batu, sehingga banyak korban dari kejadian tersebut, baik
secara materil maupun tidak. Dengan demikian, upaya penangan kebakaran hutan dan
lahan di Riau tidak hanya menjadi fokus Pemerintah Provinsi saja, namun juga menjadi
perhatian pihak swasta yang berada diwilayah tersebut, salah satu pihak swasta
nasional yang memiliki peran penting dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di
Riau adalah PT. Pertamina (Persero) Refenery Unit (RU) Il Sungai Pakning. Sebagai salah
satu perusahaan yang berada di wilayah Provinsi Riau khususnya di Kelurahan Sungai
Pakning, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Pertamina juga ikut andil dalam
upaya penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan melalui program Corporate
Sosial Responsibility (CSR), PT. Pertamina (Persero) Refenery Unit (RU) II Sungai
Pakning bekerjasama dengan Masyarakat Peduli Api (MPA) untuk menanggulangi
kebakaran hutan dan lahan, melalui program Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan
Berbasis Pemberdayaan Masyarakat terutama pada Ring 1 perusahaan.
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Dalam penelitian ini akan menjelaskan strategi PT. Pertamina (Persero) Refenery
Unit (RU) II Sungai Pakning dalam strategi mitigasi kebakaran hutan dan lahan
(KARHUTLA) melalui pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sungai Pakning.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang kemudian dijelaskan secara
deskriptif. Metode ini melihat pengalaman individu/kelompok secara utuh. Pendekatan
yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kasus, yang melihat lebih fokus dan
kasuistik mengenai Strategi Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan Melalui Pemberdayaan
Masyarakat oleh CSR PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit (RU) II Sungai Pakning di
Kelurahan Sungai Pakning. Kurun waktu yang digunakan dalam melaksanakan
penelitian ini mulai Agustus 2019-Februari 2020.

Pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan
fokus group discussion (FGD). Informan penelitian dipilih snowball sampling, dimana
peneliti mendapatkan informasi tentang Strategi Mitigasi KARHUTLA Berbasis
Pemberdayaan Masyarakat dari informan pertama dan terus berlanjut ke informan
berikutnya sampai data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terpenuhi. Informan
dalam penelitian ini adalah Lurah Sungai Pakning, ketua dan para tokoh Masyarakat
Peduli Api (MPA), Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Api (FORKOMPA) Kecamatan
Bukit Batu, Koperasi Tani Tunas Makmur dan CSR PT. Pertamina RU II Sungai Pakning.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pembentukan Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Api (FORKOMPA)

Masyarakat Peduli Api (MPA) merupakan kelembagaan milik Desa. Tujuan
dibentuknya MPA adalah sebagai garda terdepan ketika terjadi bencana kebakaran
ditingkat desa, MPA sudah ada sejak lama. Namun, lemahnya ikatan sosial dan
kelembagaan diantara MPA mengakibatkan upaya penanganan kebakaran hutan dan
lahan tidak dapat dilakukan secara maksimal.

Terbatasnya sumber daya manusia dan peralatan pemadaman kebakaran juga
menjadi permasalahan tersendiri dalam strategi mitigasi kebakaran hutan dan lahan di
wilayah Kelurahan Sungai Pakning.

Upaya PT. Pertamina (Persero) Refenery Unit (RU) II Sungai Pakning dalam
membina kelembagaan Masyarakat Peduli Api (MPA) di Kelurahan Sungai Pakning
adalah dengan memberikan pembelajarana dan pengetahuan tentang tata cara
pemadaman api dengan baik, kegiatan ini dilakukan dengan cara mengadakan pelatihan
gabungan dengan berbagai sector seperti, MPA Se-kecamatan Bukit Batu, Dinas
Pemadam Kebakaran, TNI/POLRI dan pihak Perusahaan sendiri, meningkatkan
hubungan sosial antar anggota dengan membentuk forum komunikasi, keterampilan dan
alat pemadaman yang memadai sehingga anggota MPA Kelurahan Sungai Pakning dapat
melaksanakan tugas dengan baik dan tetap terlindungi dari bahaya.

PT. Pertamina (Persero) Refenery Unit (RU) II Sungai Pakning tidak hanya
membina MPA Kelurahan Sungai Pakning saja, melainkan membina Masyarakat Peduli
Api (MPA) di empat Desa Lainnya. Antara lain, Desa Batang Duku, Desa Sejangat, Desa
Pakning Asal, dan Desa Sungai Selari. Setelah adanya pembinaan, Jaringan sosial dari
kelembagaan MPA membaik. Terlihat dari bagaimana komunikasi dan kerjasama antara
anggota dalam melaksanakan tugas pemadaman di tingkat desa. Untuk mempermudah
komunikasi dan kerjasama MPA tidak hanya diempat Desa dan Satu Kelurahaan,
melainkan se-Kecamatan Bukit Batu, maka dibentuklah Forum Komunikasi Masyarakat
Peduli Api (FORKOMPA). Forum ini bertujuan sebagai wadah komunikasi bagi para
anggota MPA. Jika ada salah satu wilayah terbakar di Kecamatan Bukit Batu, maka
anggota MPA yang tergabung dalam FORKOMPA akan saling berkomunikasi dengan
berbagai pihak seperti DAMKAR, TNI/POLRI saling berkerjasama walau tidak di Desa
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mereka. Sebagai contoh, ketika terjadi kebakaran di Desa Sungai Selari, anggota MPA
langsung melakukan koordinasi dengan berbagai sector pendukung dan sesama anggota
MPA lainnya untuk proses pemadaman.

Dengan adanya forum tersebut, komunikasi menjadi lebih lancara dan titik api
cepat dapat dipadamkan. Selain komunikasi yang lancar dengan berbagai stakeholder,
beberapa prestasi MPA dalam melaksanakan tugasnya menjaga dan memadamkan api
adalah, menurunnya tingkat kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Bukit Batu pada
tahun 2015 dari sebanyak 2972 menjadi 156 titik api (sumber:www.bpbdkabbengkalis.
go.id). Kemudian FORKOMPA juga mendapatkan penghargaan dari KODIM 0303
Kabupaten Bengkalis sebagai Forum Masyarakat Peduli Api terbaik dan percontohan
dalam strategi mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan Se-Kabupaten Bengkalis.
Keberhasilan beberapa Anggota Masyarakat Peduli Api (MPA) yang tergabung dalam
FORKOMPA sudah menjadi narasumber dibeberapa daerah, mulai dari tingkat Desa
hingga Nasional dan beberapa daerah di Provinsi Riau melakukan duplikasi mitigasi
Kebakaran Hutan dan Lahan milik MPA

Kecamatan Bukit Batu untuk diterapkan di daerah mereka, seperti, Kecamatan
Siak Kecil dan Bandar Laksamana Bengkalis, Kota Dumai bahakan sampai Pulau Rupat.
Keberhasilan-keberhasilan tersebut tak lepas dari modal sosial yang dimiliki
masyarakat, yaitu kepercayaan (Trust). Kepercayaan antara masyarakat di Kelurahan
Sungai Pakning masih sangat baik. Begitu juga kepercayaan anggota MPA dengan PT.
Pertamina (Persero) Refenery Unit (RU) II Sungai Pakning. Masyarakat mempercayai
upaya-upaya yang dilakukan PT. Pertamina dalam meningkatkan kemampuan dan
pengetahuan sehingga mampu bekerjasama dengan baik oleh PT. Pertamina (Persero)
Refenery Unit (RU) II Sungai Pakning sebagai mitra binaan program Corporate Sosial
Responsible (CSR) Perusahaan.

Fukuyuma (2002) mengatakan kepercayaan (trust) adalah sebuah harapan-
harapan dari keteraturan, kejujuran, perilaku kooperatif yang muncul dalam sebuah
kelompok atau komunitas yang didasarkan atas norma-norma kebudayaan yang dianut
Bersama anggota kelompok. Maka dari itu, keberhasilan Lembaga FORKOMPA dalam
meningkatkan kepercayaan (trust) sesama anggota kelompok, masyarakat, dan struktur
pemerintah lainnya sangatlah baik. Terlihat dari komunikasi yang terjalin antara
stakeholder dan prestasi yang diterima seperti telah dijelaskan di atas.

2. Restorasi Lahan Gambut
a. Pertanian Nanas

Masyarakat Daerah Kampung Jawa Kelurahan Sungai Pakning dahulunya memiliki
pekerjaan sebagai petani sayur, sayur yang dihasilkan dari daerah ini menjadi suplay
terbesar kebutuhan sayur masyarakat Kelurahan Sungai Pakning, namun pada tahun
2015 terjadi kebakaran di daerah Kampung Jawa. Kampung Jawa menjadi daerah
terbakar terluas di Kecamatan Bukit Batu. Hal ini disebabkan masih banyak lahan
kosong yang tidak terpelihara. Akibat dari kebakaran tersebut, rusak sumber-sumber air
disekitar perkebunan masyarakat, sehingga banyak kebunan sayur masyarakat mati,
sehingga masyarakat Kampung Jawa tidak memiliki pekerjaan.

Berawal dari musibah kebakaran yang merugikan masyarakat Kampung Jawa,
masyarakat mencoba bangkit dari permasalahan tersebut. Maka masyarakat
bekerjasama dengan Corporate Sosial Responsible (CSR) PT. Pertamina (Persero)
Refenery Unit (RU) II Sungai Pakning untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan
dan dapat memperbaiki perekonomian mereka, masyarakat dan PT. Pertamina
melakukan restorasi lahan gambut menjadi pertanian nanas.

Hal ini dilakukan setelah melalui penelitian dan didukung kemampuan
masyarakat sebagai seorang petani. Pertamina mengajak Koperasi Tani Tunas Makmur
dan Masyarakat Peduli Api (MPA) Sungai Pakning dalam kegiatan restorasi lahan
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gambut. Hingga saat ini restorasi lahan gambut menjadi pertanian nanas dimulai dari 0,5
Ha pada tahun 2017 hingga saat ini sudah mencapai 14,5 Ha. Selain tanaman nanas
pertamina juga mengajak masyarakat untuk menanam pohon khas gambut pada lahan-
lahan bekas terbakar bertujuan untuk mengubah semak yang rawan terbakar menjadi
lahan pertanian produktif.

Tanaman keras pendamping selain nanas adalah pohon keras lainnya seperti:
durian (Durio Zibethinus), matoa (Pometia Pinnata), jengkol (Archidendron
Pauciflorum) dan sirsak (Annona Muricata). Dipilihanya nanas dan tanaman keras
lainnya karena tanaman tersebut tidak perlu dilakukan pengolahan lahan dalam proses
penanamannya. Selain itu, nanas juga salah satu tanaman yang dapat memiliki turunan
pengolahan bernilai ekonomis. Pada saat ini mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan yang
dilakukan masyarakat Sungai Pakning dikatakan berhasil. Selain tidak adanya titik api
yang terjadi di wilayah Kelurahan, perekonomian masyarakat juga membaik.

Hal ini dikarekan pertanian nanas yang dikelola oleh sekelompok masyarakat
Sungai Pakning yang tergabung dalam Koperasi Tunas Makmur. Kelompok ini mampu
menghasilkan 5000 buah nanas setiap kali musim panen. Nanas tersebut memiliki
beberapa kategori grade (tingkatan) seperti grade A,B, dan C.

Grade A adalah grade terbaik dari buah nanas, grade A ditandai dengan besarnya
buah nanas tersebut, biasanya langsung dijual petani kepada pengepul karena memiliki
harga yang tingga disbanding dengan grade lainnya. Sedangkan grade C merupakan
grade yang tidak laku dipasaran. Biasanya buah nanas yang masuk dalam kategori grade
C diolah oleh Koperasi Tunas Makmur menjadi aneka makanan ringan seperti kerupuk
nanas, kerupuk tepung nanas, dodol, sirup, dan manisan nanas. Hasil olahan produk
nanas ini juga sudah dipasarakan dibeberapa daerah seperti daerah Siak hingga Dumai.
Inovasi dari koperasi Tunas Makmur tidak hanya berhenti di pengolahan buah nanas,
melainkan sudah menjadikan daun nanas yang terbuang ketika musim panen datang
menjadi tas anyaman yang cantik dan bernilai ekonomi. Sehingga mitigasi Kebakaran
Lahan dan Hutan melalui pemberdayaan masyarakat pertani nanas di daerah Kampung
Jawa Kelurahan Sungai Pakning dikatakan berhasil. Tidak hanya upaya mengurangi
kebakaran namun juga mampu meningkatakan perekonomian masyarakat.

b. Arboretum Gambut

Upaya lain restorasi lahan gambut adalah pengembangan Arboretum Gambut.
Upaya pengembangan Arboretum Gambut bekerjasama dengan Koperasi Tunas Makmur
dan Masyarakat Peduli Api (MPA) Kelurahan Sungai Pakning. Arboretum Gambut berdiri
diatas lahan asli seluas 1,1 Ha yang terselamatkan dari bencana kebakaran. Di
Arboretum Gambut masyarakat Bersama PT. Pertamina RU II Sungai Pakning melakukan
identifikasi tanaman endemik lahan gambut yang selamat dari musibah kebakaran dan
membudidayakan tanaman khas gambut sehingga tidak terancam kepunahan. Hasil dari
identifikasi, di Arboretum Gambut ditemukan beberapa tanaman langka, diantaranya
Kantong Semar (nepenthes spectabilis), Meranti (Shorea Pinanga), Jelutung (Dyera
Castula Hook), dan Palem Merah (Crytoctachys Lakka).

Tanamantanaman ini termasuk dalam kategori endemik yang hanya dapat tumbuh
dengan baik di lahan gambut. Selain sebagai restorasi lahan gambut, Arboretum Gambut
juga berfungsi sebagai taman edukasi bagi pelajar di sekitar wilayah Kecamatan Bukit
Batu. Arboretum Gambut juga berfungsi sebagai labolatorium bagi para peneliti dari
beberapa Universitas di Provinsi Riau. Arboretum Gambut juga menjadi Arboretum
Gambut pertama di Kabupaten Bengkalis yang dikelola oleh swadaya masyarakat.
Prestasi lain yang didapat oleh Arboretum Gambut selama berdiri sejak tahun 2018
adalah kunjungan beberapa petinggi daerah, Irjen Kementrian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (KLHK) serta kunjungan Gubernur Riau pada November 2019 lalu.
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3. Inovasi Pemadaman KARHUTLA

Orang pertama yang berperan aktif ketika kebakaran hutan dan lahan terjadi
adalah para Masyarakat Peduli Api (MPA). Lembaga ini didasari rasa tanggung jawab
masyarakat terhadap lingkungan mereka. Walaupun tidak disertai gaji dan peralatan
yang mempuni, namun Masyarakat Peduli Api masih tetap melaksanakan tugasnya. PT.
Pertamina RU II Sungai Pakning bekerjasama dengan Masyarakat Peduli Api untuk
meningkatkan potensi dan kemampuan para anggota dalam menanggulangi kebakaran
lahan dan hutan. Hal yang dilakukan dalam meningkatkan potensi kelompok MPA, PT.
Pertamina RU II Sungai Pakning memberikan pelatihan gabungan secara rutin seputar
pemadaman api, pengajaran lainnya adalah pola komunikasi terarah sehingga informasi
seputar lahan terbakar dapat tersampaikan dengan baik kepada stakeholder lainnya
seperti Damkar dan TNI/POLRI. Selain itu PT. Pertamina RU II juga pemberian bantuan
alat pemadam kebakaran seperti mesin air, selang dan alat pendukung lainnya. Pola
komunikasi yang terjalin antara Anggota MPA menggunakan Hand Talking (HT).

Dewasa ini alat komunikasi didominasi oleh Handphone dan internet, namun di
Kelurahan Sungai Pakning HT dianggap sebagai alat komunikasi yang tepat. Karena,
tingkat ekonomi masyarakat yang menengah kebawah, tidak semua anggota kelompok
MPA mampu membeli pulsa ataupun paket internet. Untuk itu, PT. Pertamina RU II
Sungai Pakning memberikan bantuan beberapa unit HT kepada kelompok MPA sebagai
alat komunikasi mereka. Dengan adanya HT komunikasi Kelompok MPA semakin cepat
dan baik. Jika ditemukan titik api di wilayah Kecamatan Bukit Batu, para Anggota MPA
langsung berkoordinasi dan menurunkan personil mereka dalam wupaya awal
pemdaman.

Ketika api semakin besar, maka para anggota MPA segera berkoordinasi dengan
Dinas Pemadam Kebakaran Kecamatan untuk saling bekerjasama. Bertambahnya ilmu,
keterampilan dan komunikasi para anggota MPA, dan senantiasa mempelajari struktur
dan kondisi daerah kebakaran ketika proses pemadaman. Sehingga muncul inovasi baru
dalam mendukung pekerjaan mereka. Salah satunya adalah pembuatan sumur portable
(Sumur Hydran). Sumur Hydran adalah inovasi berupa sumur portabel yang bsa
berpindah titik sesuai dengan titik api. Alat yang dibutuhkan ketika membuat Sumur
Hydran adalah mesin air (Robbin), pipa, kayu dan selang. Cara kerja Sumur Hydran
adalah dengan memacakkan pipa kedalam tanah gambut sedalam 3-5 meter, lalu air
ditarik menggunakan mesin dan air siap untuk memadamkan api.

Sumur Hydran juga dapat dikatakan sebagai sumur portebel karena keberadaan
sumur bias menyesuaikan panajng selang air dengan titik api, dengan kata lain sumur
hydran bias dibuat dimana saja untuk mempermudah anggota MPA dalam
melaksanakan tugas mereka, cara kerja ini cukup mudah karena tidak memerlukan alat
berat untuk menggali tanah membuat sumur konfensional. Selain itu, anggota MPA juga
membangun embung. Embung berfungsi menampung air yang bias digunakan ketika
kebakaran terjadi. Embung kelompok MPA Kelurahan Sungai Pakning biasanya berada
disekitar lahan kosong tidak terawat dan jauh dari sumber air, hal ini dilakukan sebagai
upaya antisipasi ketika terjadi kebakaran lahan didaerah tersebut.

Semua kegiatan Masyarakat Peduli Api (MPA) dalam Mitigasi KARHUTLA di
Kecamatan Bukit Batu dapat dilihat bahwa pola interaksi sosial sesama anggota MPA
dan dengan stakeholder lainnya sangat baik. Interaksi sosial dalam kehidupan
bermasyarakat menentukan hubungan antar masyarakat. Menurut Soekanto (2006:60)
menjelaskan bahwa Interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan sosial,
tanpa interaksi sosial tidak ada kehidupan bersama. Bertemunya orang perorangan
secara badaniah belaka tidak akan menghasilkan pergaulan hidup dalam suatu
kelompok sosial. Pergaulan hidup semacam itu baru akan terjadi apabila orang-orang
perorangan atau kelompokkelompok manusia bekerja sama, saling berbicara, dan
seterusnya untuk mencapai suatu tujuan bersama, mengadakan persaingan, pertikaian
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dan lain sebagainya. dengan kata lain keberhasilan PT. Pertamina RU II Sungai Pakning
dalam melakukan mitigasi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Riau didukung
dengan tingginya modal social dalam masyarakat sehingga mendapatkan hasil yang
maksimal.
KESIMPULAN

Penelitian ini menerangkan bahwa Strategi Mitigasi Kebakaran Hutan Dan Lahan
Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Sungai Pakning dimulai dengan memeberdayakan
kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) sebagai garda terdepan ketika bencana
kebakaran terjadi. Selain itu, interaksi social dan kepercayaan yang baik antara anggota
dengan pemerintah dan PT. Pertamina RU II Sungai Pakning mendorong terciptanya
Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Api (FORKOMPA) sebagai forum Komunikasi
lintas Stakeholder dalam proses mitigasi KARHUTLA. Dengan adanya kelembangaan ini
Strategi Mitigasi Kebakaran Hutan Dan Lahan berbasis Pemberdayaan Masyarakat
melalui kegiatan restorative lahan gambut menjadi pertanian nanas dan Arboretum
Gambut sebagai lokasi penghijauan tanaman endemic lahan gambut yang terbakar, serta
lahirnya inovasi-inovasi dalam Lembaga seperti sumur hydran yang mampu meningkat-
kan proses pemadaman kala terjadi peristawa kebakaran.
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PEMANFAATAN LAHAN GAMBUT UNTUK PERTANIAN
DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
DI KABUPATEN BENGKALIS

Septi Riana Putri, Uci Wulandari
Program Studi Magister [lmu Administrasi, Universitas Riau, Pekanbaru
Email : septirianaputri@gmail.com, uci.wulandari7 @gmail.com

Abstrak

Di Indonesia lahan gambut tersebar luas pada beberapa daerah seperti Sumatera, Sulawesi,
Kalimantan, serta Papua. Di Riau, khususnya Kabupaten Bengkalis lahan gambut merupakan
tempat dimana masyarakat sekitar menjadikannya sebagai lahan pertanian. Lahan gambut
merupakan Sumber Daya Alam yang memiliki keanekaragaman khas. Dewasanya kini lahan
gambut sudah dijadikan sebagai lahan pertanian diberbagai tempat. Lahan gambut berpotensi
sebagai sumber ekonomi bagi masyarakat yang tinggal disekitarnya. Namun sayangnya lahan
gambut merupakan Sumber Daya Alam yang tidak dapat diperbaharui. Pengelolaan lahan gambut
untuk pertanian harus dilakukan dengan baik dan benar sehingga tidak merusak ekosistemnya.
Untuk itu diperlukan penyuluhan bagaimana mengelola serta memanfaatkan ekosistem gambut
kepada masyarakat yang tinggal dan hidup disekitar ekosistem gambut tersebut.

Kata kunci: lahan gambut, pertanian, ekonomi.

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan jumlah penduduk dari waktu kewaktu, maka permintaan
akan kebutuhan pangan ataupun kebutuhan pertanian semakin meningkat. Permintaan
akan kebutuhan pangan ataupun pertanian ini membutuhkan perluasan lahan sehingga
lahan gambut menjadi salah satu sasarannya. Perluasan lahan gambut untuk pertanian
membawa dampak positif maupun negatif. Salah satu hal positif dari perluasan lahan
gambut untuk pertanian adalah memberi kesempatan kerja untuk masyarakat di-
sekitarnya serta sebagai tambahan devisa bagi negara. Kemudian salah satu dampak
negatifnya pembukaan lahan gambut untuk pertanian dapat merusak ekosistem dari
gambut itu sendiri. Lahan gambut terluas pada negara tropis berada di Indonesia yaitu
sekitar 21 juta ha yang tersebar pada Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua.

Sebagian besar lahan gambut yang tersebar di Indonesia masih tertutupi oleh
hutan dan dihuni oleh berbagai macam hewan dan tanaman langka. Kemudian banyak
studi yang mengatakan lahan gambut menyimpan karbon dalam jumlah dan juga
berfungsi sebagai penahan air yang tinggi. Gambut sendiri memang memiliki kemam-
puan dalam memelihara air dan menyimpan air dalam jumlah yang besar sehingga dapat
menjaga ketersediaan air bersih sepanjang tahun serta untuk pencegahan terjadinya
banjir.

Perluasan lahan gambut guna untuk lahan pertanian terjadi dibeberapa tempat
salah satunya di Riau. Menurut data (WWF, 2008), antara tahun 1982-2007 lahan
gambut telah dikonversi sekitar 1,83 juta ha atau sekitar 57% dari luas total hutan
gambut 3,2 juta ha di Provinsi Riau. Kemudian dampak lain dari kerusakan ekosistem
gambut adalah banjir. Namun hal tersebut tidak menjadi penghambat dalam membuka
lahan untuk pertanian meskipun dengan mempertimbangkan dampak-dampak yang
bisa terjadi dan cara pencegahannya.

Produktivitas lahan gambut tergantung bagaimana maasyarakat atau petani dalam
mengelola lahan gambut tersebut. Lahan gambut terkenal sensitif terhadap perubahan
yang tidak menguntungkan, lemah, dan rapuh. Salah satu hal yang perlu diperhatikan

adalah ketebalan dari gambut. Dikemukakan oleh Harjowigeno (1997), Adimihardja et al.

(1998) dan Wahyunto et al. (2014) lahan gambut dengan ketebalan 50-100 cm tergolong
lahan gambut dangkal atau tipis. Semakin tebal gambut, semakin rendah potensinya
untuk budidaya tanaman pangan.
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Riau merupakan Provinsi yang mempunyai lapisan gambut terdalam didunia.
Lapisannya mencapai 16 meter terutama diwilayah kuala kampar (Anonimous, 2016).
Lahan gambut di Riau digunakan untuk lahan pertanian, kelapa sawit, serta digunakan
juga untuk pulp wood atau kayu kertas.

Bengkalis merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi besar dalam
pengelolaan lahan gambut tersebut. Menurut (Dinas Perkebunan Provinsi Riau, 2009)
mengatakan bahwa Kabupaten Bengkalis memiliki luas lahan gambut sekitar 856.386
Ha dengan luas lahan perkebunan yang mencapai 102.858,5 Ha. Dengan melihat
besarnya lahan pekebunan pada Kabupaten Bengkalis ini dapat disimpulkan bahwa
potensi dalam pengelolaan perkebunan ataupun pertanian pada lahan gambut di
Kabupaten Bengkalis sangat besar.

Pemanfaatan lahan gambut untuk lahan perkebunan ataupun pertanian terutama
di Kabupaten Bengkalis menurut beberapa peneliti, lahan gambut di Kabupaten
Bengkalis jika dikelola dengan baik dan benar serta sesuai dapat menjadi lahan yang
memiliki sumber daya yang potensial untuk perekonomian baik dari segi pertanian
maupun perkebunan. Masyarakat disekitar lahan gambut yang ada di Kabupaten
Bengkalis memiliki mata pencarian sebagian besar sebagai petani, baik pada pertanian
ataupun perkebunan kelapa sawit. Masyarakat yang tinggal disekitar lahan gambut
umumnya sudah paham akan ekosistem lahan gambut tersebut. Mereka biasanya sudah
membekali diri akan pengetahuan dasar bagaimana cara mengelola lahan gambut untuk
pertanian atau perkebunan yang dikelola sendiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanah yang terbentuk dari bahan organik yang terdapat pada rawa disebut
gambut. (Noor,2011) mengatakan proses pembentukan lahan gambut dilalui dengan
beberapa tahap yaitu:

a. Proses pertama diawali pengisian danau dangkal atau cekungan oleh vegetasi
lahan basah
b. Lalu terbentuklah gambut topogen yang mana berdekatan dengan tanah mineral
c. Dan kemudian terjadilah pembentukan gambut ombrogen diatas gambut
topogen.
Karakteristik dan sifat lahan gambut ditentukan oleh komposisi bahan itu sendiri. Bulk
density atau bobot isi gambut biasanya berkisar 0,05 - 0,40 gr/cm3. Selain sebagai
tempat penyimpanan air, gambut juga bisa mengering. Gambut yang sudah mengering
bersifat sama dengan ranting kayu yang telah kering yaitu mudah hanyut dibawa air dan
mudah terbakar. Juka gambut sudah mengering, maka tidak bisa menyerap air lagi saat
dibasahi. Lahan gambut ini umunya memiliki tingkat keasaman yang tinggi dengan
kisaran pH 3 sampai 5.

Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi
Riau. Kabupaten Bengkalis sendiri letaknya tepat berada di muara sungai siak.
Kabupaten Bengkalis sendiri merupakan penyumbang terbesar APBD dengan minyak
buminya. Kabupaten Bengkalis termasuk salah satu daerah yang memiliki lahan gambut
terbesar di Indonesia.

Lahan gambut di Kabupaten Bengkalis diperkirakan memiliki luas sekitar
856.386 Ha dengan 69,68% dari total luas daerah dataran di Kabupaten Bengkalis,
dengan luas lahan perkebunan yang mencapai 102.858,5 Ha. Sesuai dengan
pembentukannya lahan datar, lahan gambut di Kabupaten Bengkalis lebih didominasi
dengan merupakan gambut dataran rendah. Gambut dataran rendah memiliki potensi
yang lebih besar untuk pertanian atau perkebunan. Dari data yang didapat dan dikelolah
oleh Nasrul pada jurnalnya, penyeberan lahan gambut di setiap Kecamatannya adalah
sebagai berikut.

a. Bukit Batu-120.181,38 ha
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Merbau - 110.920,7 ha

Pinggir - 99.778,20 ha

Siak Kecil - 86.455,81 ha

Tebing Tinggi - 74.573,37 ha

Rupat - 66.250,52 ha

Rangsang - 52.489,08 ha

Bengkalis - 41.584,23 ha

Mandau - 40.355,58 ha

Tebing Tinggi Barat - 39.954,09 ha

Bantan - 33.030,86 ha

Rangsang Barat - 20.520,63 ha
. Rupat Utara - 13.913, 75 ha.

Kemudian berdasarkan tipologi lahan gambut dibagikan atas gambut dangkal,
tengahan, dalam, dan sangat dalam yang mana sisanya yaitu lahan bergambut dan tanah
mineral. Sebagian dari lahan ini tidak dikembangkan untuk lahan pertanian melainkan
untuk hutan suaka alam, hutan lindung, pemukiman, dan lain sebagainya.

S FRTOF@ e A0 T

Pengembangan & pemanfaatan lahan gambut untuk pertanian

Perlu diketahui, membuka lahan untuk pertanian dilahan gambut membutuhkan
proses yang cukup rumit karena harus menjaga ekosistemnya agar tidak rusak dan
membutuhkan biaya produksi yang lebih mahal berbanding dengan hasil penjualannya.
Sehingga dapat diambil kesimpulan pertanian dilahan gambut dalam jangka panjang
tidaklah menguntungkan. Namun tidak menutup kemungkinan tidak adanya potensi
pada lahan gambut untuk pertanian. Lahan gambut untuk pengembangan pertanian
diperlukan proses pemilihan dengan kehati-hatian serta teliti. Biasanya dipilih pada
daerah kubah gambut, yang mana memiliki potensi pengembangan lebih tinggi.

Jika di identifikasikan tanaman apa saja yang cocok ditanam berdasarkan tingkat
gambutnya, maka akan seperti berikut. Tanaman pangan seperti padi sawah sangat
dianjurkan dibudidayakan pada gambut dangkal. Kemudian tanaman seperti jagung,
kedelai, ubi kayu, kacang tanah, dan talas dianjurkan untuk budidaya pada gambut
dangkal dan sedang. Untuk tanaman sayur-sayuran seperti cabe, tomat, mentimun,
terung, kacang panjang, kacang merah, bayam, kangkung darat, sawi, labu siam
dianjurkan dibudidayakan pada gambut dangkal dan gambut sedang. Dan tanaman
buah-buahan seperti durian, mangga, rambutan, pokat, duku, jeruk, manggis, semangka,

nenas, pisang, dan belimbing dianjurkan budidaya di gambut dangkal, sedang, dan dalam.

Dengan keterangan gambut dangkal 50-100cm, gambut sedang 100-200cm, dan gambut
dalam 200-300cm.

Jika mencoba menanam padi sawah pada lahan gambut dalam, maka tidak akan
terjadi pertumbuhan karena wadahnya tidak cocok. Begitu juga sebaliknya, semua
tanaman dan wadahnya harus pas dan sesuai. Semua langkah dalam melakukan
pembukaan lahan hingga memulai proses penanaman diperlukan perhitungan dan
kehati-hatian.

Berdasarkan keterangan diatas lahan gambut sebenarnya memiliki potensi yang
sangat besar untuk pertanian. Hanya saja dibutuhkan pengetahuan untuk mengelolanya
sehingga tidak merugi ataupun merusak ekosistemnya. Pemanfaatan lahan gambut
untuk pertanian sendiri tak dipungkiri menyebabkan beberapa kerusakan pada lahan
gambut. Pembukaan lahan gambut untuk pertanian biasanya dilakukan dengan
penebangan hutan, penurunan permukaan yang disebabkan oleh drainase yang
dilakukan tidak hati-hati, serta pembakaran lahan gambut. Dampak dari pembukaan
lahan tersebut membutuhkan restorasi lahan gambut. Restorasi sendiri merupakan
pemulihan ekosistem gambut agar kondisi struktur, fungsi, serta hidrologisnya kembali
pada kondisi pulih yang dilakukan dengan cara pembasahan kembali lahan gambut.
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berikut merupakan peta yang dikemukakan oleh Badan Restorasi Gambut pada tahun

2016 yang memperlihatkan tingkatan restorasi yang di prioritaskan.

erree

Gambar 1.1. Peta Restorasi Provinsi Riau

Kabupaten/Kota Kelas Prioritas Restorasi (Ha) Luas (Ha)
1 2 3 4

Kah. Bengkalis 37141 160,053) 194851| 169973 562017
Kab. Indragiri Hilir 6,364 486583 74006 335739 902697
Kah. Indragiri Hulu 4523 52146 110,363 39417 206,449
Kab. Kampar 4,909 43,011 7,016 50867 105,803
Kab. Kepulauan Meranti 3,865 75,684| 126707| 126208 332465
Kab. Pelalaw an 12,679 223,047 172452| 272875 681,152
Kab. Rokan Hilir 18,938 131,786) 100,111) 180969 431,503
Kab. Rokan Hulu 33 38,092 1,097 13,614 52,836
Kah. Siak 5114 127,220 92457 179101] 403,891
Kota Dumai 9,949 59,415 63,319 45816) 178,499
Kota Pekanbaru 784 - - 3,004 3,789
Riau 104,209| 1,397 042| 942 378[ 1,417 682| 3,861,401

Keterangan :
- Prioritas Restorasi Pasca Kebakaran 2015

- Prioritas Restorasi Kubah Gambut berkanal (zona lindung)
- Prioritas Restorasi Kubah Gambut tidak berkanal (zona lindung)
4 Prioritas Restorasi Gambut berkanal (zona budidaya)

Gambar 1.2. Kelas Prioritas Restorasi Provinsi Riau
Berdasarkan gambar 1 dan 2 dapat dilihat bahwa proritas restorasi lahan

gambut untuk Kabupaten Bengkalis dapat dijabarkan sebagai berikut.

a.
b.
c.

Prioritas restorasi pasca kebakaran 2015 sekitar 37.141 ha.

Proiritas restorasi kubah gambut berkanal (zona lindung) sekitar 160.053 ha.
Prioritas restorasi kubah gambut tidak berkanal (zona lindung) sekitar 194.851
ha.

Prioritas restorasi gambut berkanal (zona budidaya) sekitar 169.973 ha.
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Dengan luas semua lahan gambut untuk restorasi sekitar 562.017 ha
(Badan Restorasi Gambut, 2016).

Pengelolaan lahan gambut memerlukan sumber daya manusia yang berpotensi
dan bermutu. Sumber daya manusia yang baik, berpotensi, serta memiliki pengetahuan
akan lahan gambut lebih diperlukan karena nantinya diharapkan bisa mengelola lahan
gambut tanpa harus merusak ekosistemnya. Perlu diketahui untuk mengelola lahan
gambut dan menjadikannya lahan perkebukan serta pertanian tidak bisa dilakukan
dengan sembarangan. Lahan gambut merupakan sumber daya alam yang tidak bisa
diperbaharui, maka dari iru diperlukan perhatian khusus dalam menanganinya.

Perekonomian masyarakat disekitar lahan gambut

Selain pemerintah serta perusahaan yang mengelola lahan gambut, masyarakat
sekitar ikut andil dalam pengelolaannya. Gambut memiliki peran penting dalam
menunjang perekonomian masyarakat disekitarnya. Berbagai tanaman serta hewan
yang berada diekosistem gambut bisa menjadi sumber pendapatan masyarakat sekitar.
Banyak juga masyarakat yang membuka lahan untuk pertanian. Pertanian yang dikelola
oleh masyarakat biasanya masih menggunakan teknologi sederhana dalam
pengelolaannya serta tidak terlalu mencoba merusak ekosistem gambut karena
masyarat yang mengelolanya tinggal disekitar lahan gambut tersebut. Banyak
masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada lahan gambut untuk
membudidayakan ikan, berternak, serta bertani.

Selain dikelola untuk pertanian, Lahan gambut merupakan salah satu ekosistem
alami bagi beberapa tanaman berdaya jual tinggi yang dapat dikelola oleh masyarakat
yaitu rotan. Serta tanaman lain seperti karet, padi, nenas, dan lain sebagainya. Sebagai
salah satu contoh, masyarakat yang melakukan budidaya rotan serta mengelolanya
untuk berbagai keperluan seperti kursi, meja, serta benda-benda lain yang memiliki nilai
jual tinggi dapat membantu perekonomian mereka sendiri. Masyarakat yang hidup dan
tinggal disekitar lahan gambut memiliki perekonomian stabil jika mampu mengelola
lahan gambut dengan baik dan benar. Hal ini juga tak hayal terdapat peran pemerintah
juga yaitu dengan melakukan sosialisasi pemanfaatan lahan gambut. Sosialisasi
dibutuhkan agar masyarakat mengetahui pengelolaan lahan gambut dan tidak merusak
ekosistemnya.

Hambatan lahan gambut untuk pertanian

Dalam peningkatan serta pengelolaan lahan gambut untuk pertanian diketahui
memiliki beberapa kendala atau hambatan serta beberapa permasalahan terkait
pembukaan lahan gambut. Karakteristik lahan gambut yang telah rusak memiliki daya
dukung yang kurang untuk melakukan cocok tanam. Seperti kadar pH yang rendah serta
ketergenangan air. Ketergenangan air ini membuat bibit tidak dapat tumbuh pada tahap
awal. Kendala lain dipaparkan oleh (Noor,2001) mengatakan bahwa lahan gambut
memiliki bulk density rendah sehingga membuat kondisi tanah tidak stabil bagi
berjangkarnya akar tanaman.

Kemudian penanaman dilahan gambut dihitung memiliki modal yang besar
dikarenakan pembukaan lahan yang harus dipilih dengan baik dan sesuai dengan
tanamannya, serta melakukan usaha pertanian di lahan gambut memerlukan bibit yang
berkualitas tinggi yang sanggup bertahan hidup di ekosistem gambut. dikarenakan
kondisi lahan gambut yang memiliki genangan air, masyarakat yang memiliki lahan
pertanian biasanya membuat guludan dan surjan yang merupakan teknologi sederhana
guna untuk pengaturan tata air. Pengaturan tata air ini bukan hanya bertujuan untuk
menghindari genangan air serta banjir di musim hujan saja, namun saat musim kemarau
bisa menghindari kekeringan.
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Terakhir hambatan yang menjadi sumber masalah utama dalam pembukaan
lahan gambut adalah dilakukan dengan cara pembakaran lahan gambut. Pembakaran
lahan gambut menyebabkan kerusakan ekosistem serta asap yang terjadi selepas
pembakaran menjadi kabut asap yang akhirnya menjadi masalah dari tahun ketahun di
Provinsi Riau. Maka dari itu diperlukan sumber daya manusia yang baik dan berpotensi
guna melakukan pengelolaan dilahan gambut agar tak salah langkah sehingga merusak
ekosistem.

KESIMPULAN

Lahan gambut di Kabupaten Bengkalis diperkirakan memiliki luas sekitar 856.386
Ha dengan 69,68% dari total luas daerah dataran di Kabupaten Bengkalis, dengan luas
lahan perkebunan yang mencapai 102.858,5 Ha. Lahan gambut yang disarankan untuk
pertanian maupun perkerbunan adalah gambut dangkal, gambut sedang, dan gambut
dalam. Hasil budidya pada lahan gambut di Kabupaten bengkalis didominasi oleh
pertanian dan perkebunan yang membuat perekonomian di daerah tersebut meningkat.
Hambatan-hambatan dalam pembukaan lahan gambut untuk pertanian adalah kadar pH
rendah, ketergenangan air, bulk density rendah, serta pembakahan lahan.
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Abstrak

Seiring pertambahan penduduk dan pertumbuhan ekonomi, saat ini lahan gambut banyak
dimanfaatkan untuk pertanian. Fakta menunjukkan bahwa masyarakat yang hidup di sekitar
lahan gambut sudah memahami cara-cara pengelolaan lahan gambut untuk usaha pertanian, baik
tanaman pangan, holtikultura dan agroforestry. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai kearifan
lokal, petani dapat membuktikan bahwa lahan gambut dapat dikelola dan menjadi sumber mata
pencarian serta penyedia bahan pangan tanpa mengakibatkan kerusakan lingkungan. Modal
sosial yang tumbuh dalam kelompok sosial, terdiri dari kepercayaan, norma dan partisipasi
dalam jaringan sosial memiliki peranan dalam pemberdayaan petani dan mendukung program
pertanian yang ramah gambut di Desa Sepahat Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten
Bengkalis. Kelompok tani dengan modal sosial tinggi akan terbiasa hidup rukun, gotong royong
dan bertanggung jawab terhadap lingkungan tempat tinggalnya, terutama pada masyarakat yang
terbiasa hidup dengan rasa saling percaya, bersatu dan memiliki hubungan sosial secara intensif
yang didukung oleh semangat kebaikan untuk hidup saling menguntungkan dan saling tolong
menolong. Modal sosial menjadi dasar terwujudnya partisipasi dan kerjasama dalam kelompok
tani, sehingga menjadi penting dalam upaya penguatan kapasitas masyarakat.

Kata kunci : modal sosial, pemberdayaan, kelompok tani

PENDAHULUAN

Manusia dan alam merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
Berbekal akal budi dan ilmu pengetahuan yang dimiliki, manusia berinteraksi dengan
lingkungan dan memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber daya alam
ada yang bersifat terbatas tidak dapat diperbaharui dan adapula yang dapat
diperbaharui. Pemanfaatan berlebihan atau over eksploitasi terhadap sumberdaya alam
dapat mengakibatkan keruntuhan ekosistem, misalnya konversi lahan tanpa
memperhatikan kelestariannya, akan menimbulkan permasalahan lingkungan yang
dapat merugikan kehidupan manusia itu sendiri, sehingga antara manfaat dan dampak
yang dapat terjadi harus diperhitungkan dengan sebaik-baiknya.

(Pranoto dkk,2016) mengungkapkan bahwa seiring pertambahan jumlah
penduduk dan pertumbuhan ekonomi, pemanfaatan sumber daya alam juga terus
mengalami peningkatan, salah satu sumberdaya yang dibutuhkan masyarakat adalah
sumber daya lahan. Sumberdaya ini adalah salah satu sumber daya yang banyak
manfaatnya bagi manusia, sebagai tempat hidup maupun tempat mencari nafkah. Lahan
hutan gambut juga dikonversi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Konversi lahan
gambut dengan cara yang keliru dapat menyebabkan lahan gambut tidak berfungsi
sesuai fungsi dan peruntukannya. Hal ini terjadi karena lemahnya koordinasi dan
implementasi kebijakan dalam konsistensi perencanaan yang telah dibuat.

Untuk itu maka para pemangku kepentingan seperti pemerintah, masyarakat dan
pengusaha perlu duduk bersama dengan para ilmuwan dan akademisi untuk mencari
solusi atau cara yang tepat dalam pemanfaatan sekaligus konservasi lahan gambut.
Prinsipnya pemanfaatan lahan gambut yang disertai pengelolaan dan pengawasan
yang tepat akan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat (Sabiham S.,
2018).
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Lahan gambut merupakan suatu ekosistem lahan basah yang dibentuk oleh
adanya penimbunan/akumulasi bahan organik di lantai hutan yang berasal dari
reruntuhan vegetasi di atasnya dalam kurun waktu lama. Akumulasi ini terjadi karena
lambatnya laju dekomposisi dibandingkan dengan laju penimbunan bahan organik di
lantai hutan yang basah/ tergenang tersebut (Sri Najiyati, 2005). Menurut (Rahim,
M.M.A dkk, 2020) Gambut adalah tanah yang terbentuk dari bahan organik, terjadi sejak
masa lalu. Bahan organik penyusun lahan gambut ini terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan
yang mati sejak ribuan tahun yang lalu. Berdasarkan data Global Wetlands yang diakses
pada 16 April 2019 dan dilansir melalui katadata.co.id, Indonesia memiliki lahan gambut
terbesar kedua di dunia dengan luas mencapai 22,5 juta hektare (Ha) dan Provinsi Riau
memiliki lahan gambut terluas ketiga di Indonesia (2,2 juta Ha).

Masyarakat Riau sudah lama memanfaatkan lahan gambut, baik langsung untuk
bertani dan berkebun maupun tidak langsung untuk kegiatan ekonomi lainnya seperti
mengambil kayu, mencari ikan, dan mengambil hasil hutan lainnya. Awalnya,
masyarakat yang hidup di sekitar gambut, memanfaatkan lahan gambut untuk menanam
pohon karet dan pohon sagu, sedangkan di ekosistem lahan gambut yang lebih dalam
masyarakat mengambil hasil-hasil dari gambut yang bisa diambil manfaatnya.
Perubahan terjadi dengan luasnya konversi ekosistem gambut untuk perkebunan kelapa
sawit dalam skala besar yang masih dominan menimbulkan masalah lingkungan dan
mempengaruhi kehidupan masyarakat sekitar. Kondisi ini disebabkan oleh alih fungsi
lahan secara besar-besaran dan masifnya pembuatan saluran drainase untuk
pengeringan lahan. Pengeringan ini menyebabkan penurunan permukaan air tanah dan
lapisan gambut menjadi cepat kering, sehingga suhu lahan cepat meningkat dan mudah
terjadi kebakaran saat musim kemarau.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah melakukan upaya pemulihan dan
mengembalikan fungsi ekologi lahan gambut melalui program restorasi lahan gambut.
Diantara upaya tersebut adalah melakukan rewetting, revegetasi dan revitalisasi lahan
gambut, yaitu pembasahan kembali, menanam dan pemeliharaan lahan gambut serta
meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang hidup di sekitar ekosistem gambut. Salah
satu caranya adalah melakukan pendekatan pembangunan ekonomi di bidang pertanian
melalui penanaman lahan gambut dengan tumbuhan yang memiliki nilai ekonomi
namun tetap ramah terhadap gambut, seperti jenis tanaman agroforestry penghasil buah,
penghasil kayu dan penghasil getah. Tentunya upaya pemerintah ini akan menjadi lebih
mudah bila melibatkan partisipasi masyarakat dengan mengadopsi kearifan lokal yang
terintegrasi dengan aspek sosial ekonomi dan kelembagaan. Bahkan menurut Prof. Lars
Hein dari Wageningen University and Research, bahwa integrasi ekonomi dengan
seluruh program restorasi gambut sangat dibutuhkan. Malahan, integrasi itu sudah
bukan lagi pilihan, seharusnya sudah jadi sebuah program (Rahim, M.M.A dkk, 2020).

»
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Gambar 1. Pembuatan sekat kanal sebagai upaya rewetting di lahan Gambut Desa Sepahat

(Sumber : foto pribadi, 9 Juli 2021)
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Program revitalisasi lahan gambut juga akan efektif bila didukung oleh modal
sosial dari masyarakat. Putnam (1993) menyatakan bahwa bangsa yang memiliki modal
sosial tinggi cenderung lebih efisien dan efektif dalam menjalankan berbagai kebijakan
untuk mensejahterakan dan memajukan kehidupan rakyatnya. Modal sosial dapat
meningkatkan kesadaran tentang banyaknya peluang yang dapat dikembangkan untuk
kepentingan masyarakat terutama dalam hal peningkatan produksi pertanian.

Tantangan usaha pertanian di lahan gambut saat ini adalah selain masalah sumber
daya lahan, juga masalah sarana produksi yang semakin mahal, terbatasnya modal,
produktifitas yang masih rendah, akses informasi yang masih terbatas, dan keterbatasan
pengetahuan serta keterampilan petani. Upaya untuk mengatasi hal ini adalah
melakukan perubahan perencanaan dan pengembangan pertanian di lahan gambut,
maka sangat penting memahami penggunaan berbagai jenis jaringan dalam akses
informasi, berinteraksi terhadap sesama dan melakukan tindakan kolektif dalam adopsi,
sebagaimana menurut putnam 1995 dalam Wibisono (2015), yang mendefinisikan
modal sosial sebagai karakteristik organisasi sosial, seperti jaringan sosial, saling
kepercayaan dan norma yang dapat dimanfaatkan secara optimal dalam pemberdayaan
masyarakat petani.

Bagi petani yang memanfaatkan lahan gambut di Desa Sepahat Kecamatan Bandar
Laksamana Kabupaten Bengkalis, modal sosial yang ada, lembaga sosial dan pemerintabh,
memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keberdayaan petani. Namun demikian
sebagian pihak belum memandang pentingnya peranan modal sosial, modal ini belum
menjadi perhatian para pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan
pembangunan termasuk di sektor pertanian. Padahal salah satu modal untuk
berhasilnya suatu program pembangunan adalah dengan pemberdayaan masyarakat
yang diperkuat oleh modal sosial yang ada di kalangan masyarakat tersebut.

METODE

Untuk melihat peran modal sosial dalam pemberdayaan petani dilahan gambut
desa sepahat kecamatan bandar laksmana kabupaten bengkalis, kajian ini dilakukan
secara mendalam melalui pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan ketersediaan
data secapa empiric yang diperoleh dari studi dokumentasi dan telaah data sekunder
lainnya. Guna menganalisis data tersebut, digunakan Teknik interpretative yang
memungkinkan memberi makna secara mendalam terhadap peran modal social dalam
pemberdayaan petani dilahan gambut desa sepahat.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Konsep dan Pengertian Modal Sosial (Social Capital)

Putnam (1993) menyatakan bahwa modal sosial adalah penampilan organisasi
sosial, seperti kepercayaan, norma-norma (hubungan timbal balik), dan jaringan (dari
ikatan-ikatan masyarakat). Penampilan organisasi sosial tersebut dapat memperbaiki
efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi adanya koordinasi dan kerjasama bagi
keuntungan bersama.

Menurut Carpenter (2004) modal sosial adalah suatu sumber daya yang ada pada
individu-individu yang berasal dari interaksi sosial karena adanya kepercayaan,
hubungan timbal balik, dan kerja sama. Modal sosial ini merupakan kemampuan yang
muncul dari kelaziman kepercayaan dalam suatu masyarakat atau dalam bagian tertentu
dari masyarakat. Masyarakat yang saling percaya akan lebih baik dalam inovasi
organisasi karena kepercayaan yang tinggi memungkinkan munculnya rentang
hubungan sosial yang lebar. Perluasan modal sosial yang positif, terutama dalam
komunitas dengan modal ekonomi yang terbatas, secara konsekuen akan menghasilkan
peningkatan kinerja ekonomi dan peningkatan kualitas kehidupan.
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Francis Fukuyama (2000) menekankan pada dimensi yang lebih luas yaitu sesuatu
yang mendorong masyarakat bersatu untuk mencapai tujuan bersama atas dasar
kebersamaan, yang diikat oleh nilai-nilai dan norma-norma yang tumbuh, diyakini dan
dipatuhi. Contohnya masyarakat yang hidup di pedesaan telah terbiasa dengan budaya
gotong royong dan saling membantu serta bekerjasama dalam suatu kelompok sosial
akan mampu secara efisien dan efektif memberikan kontribusi penting bagi usaha
peningkatan kesejahteraan masyarakat di lingkungan tersebut. Hal ini akan menjadi
salah satu faktor penentu Kkeberhasilan pembangunan Kkarena melalui dasar
kebersamaan dan diikat oleh nilai-nilai yang dipatuhi, pembangunan ekonomi dan
kehidupan demokrasi yang dijalani dapat terjaga kestabilannya.

Selanjutnya menurut grootaert (1998) dalam Limon ] et al, (2012) konsep modal
sosial mengacu pada norma-norma yang saling melengkapi, nilai-nilai, sikap dan
keyakinan yang mengatur interaksi antara orang-orang dan lembaga-lembaga dan
mempengaruhi mereka untuk kerjasama dan saling membantu. Konsep ini merupakan
kemampuan masyarakat untuk bekerjasama demi mencapai tujuan bersama.
Kemampuan bekerjasama dan saling tolong menolong ini muncul dari kepercayaan
umum di dalam sebuah masyarakat atau dibagian paling kecil dalam masyarakat. Modal
sosial ini bisa dilembagakan dalam kelompok yang paling kecil ataupun kelompok
masyarakat yang besar.

Berkembangnya modal sosial dalam masyarakat dapat menciptakan suatu situasi
masyarakat yang saling toleran, dan mendorong tumbuhnya rasa empati dan simpati
terhadap kelompok masyarakat atau orang lain di luar kelompoknya. Hasbullah (2006)
memaparkan mengenai Jaringan-jaringan yang memperkuat modal sosial akan dapat
memudahkan saluran informasi dan ide-ide dari luar masuk ke dalam kelompok dan
merangsang serta mendorong kelompok masyarakat untuk berkembang. Hasilnya
adalah munculnya masyarakat yang peduli pada berbagai aspek dan aktifitas kehidupan,
dan masyarakat yang saling memberi perhatian serta saling percaya. Situasi ini
mendorong terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang damai, bersahabat, dan
tenteram. Demikian juga halnya dalam sektor pertanian, modal sosial yang juga
merupakan hubungan sosial (social relationship) di pedesaan masih kuat dan mengakar
termasuk kesediaan untuk saling membantu dalam pengerjaan usahatani. Pembangunan
pertanian akan berhasil apabila petani sebagai subjek pembangunan bergairah dan
termotivasi untuk bekerja keras, untuk menumbuhkan daya kreasi dan semangat
kegotong-royongan antar mereka yang pada gilirannya menumbuhkan modal sosial
yang dapat membantu keberhasilan penerapan teknologi pertanian guna keberlanjutan
pembangunan pertanian di masa akan datang.

Ife dan Tesoriero (2008) menjelaskan mengenai modal sosial dalam pengemba-
ngan masyarakat dapat dilihat bahwa modal sosial merupakan modal yang dapat
digunakan sebagai kekuatan penggerak dalam pemberdayaan.

2. Pemberdayaan petani

Menurut Hendrawati (2018) pemberdayaan berasal dari kata dasar daya yang
mengandung arti “kekuatan”, dan merupakan terjemahan dari istilah “empowerment”,
sehingga dapat jelaskan bahwa pemberdayaan mengandung makna memberikan daya
atau kekuatan kepada kelompok yang lemah, yang belum mempunyai daya/kekuatan
untuk hidup mandiri, terutama dalam memenuhi kebutuhan utama atau kebutuhan
dasar hidupnya sehari-hari seperti makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan
kesehatan. Memberikan kekuatan atau power kepada orang yang kurang mampu atau
miskin atau powerless memang merupakan tanggungjawab pemerintah, namun
seharusnya mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, terutama masyarakat itu
sendiri yang menjadi kelompok sasaran yaitu dengan ikut berpartisipasi dalam
pelaksanaan setiap program/kegiatan pemberdayaan.
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Menurut Sri Najiyati (2005) Pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai upaya
mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, dan memperkuat posisi tawar
masyarakat terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor
kehidupan melalui pengalihan pengambilan keputusan kepada masyarakat agar mereka
mampu bertanggung jawab terhadap sesuatu yang telah dipilihnya. Pada konteks ini,
dapat disamakan dengan suatu proses yang aktif dan berkelanjutan berdasarkan prinsip
keadilan sosial, partisipasi, dan kerjasama dalam menguatkan dan memampukan
masyarakat untuk memutuskan apa yang terbaik bagi dirinya dalam upaya memenuhi
kebutuhannya. Proses ini juga perlu dikembangkan kepada para petani sebagai upaya
untuk memandirikan mereka lewat perwujudan potensi kemampuan dan kekuatan yang
mereka miliki.

Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan
Petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan,
penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil
Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu
pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan Petani (UU nomor
19 tahun 2013). Proses pemberdayaan Petani ini merupakan suatu proses yang
melibatkan peranan petani untuk bekerjasama dalam kelompok formal maupun non
formal untuk berpartisipasi dalam mengkaji masalah, merencanakan program dan
melaksanakannya serta bersama-sama melakukan evaluasi terhadap program yang
telah dilaksanakan.

Petani berdaya adalah petani yang memiliki kemampuan dalam memenuhi
kebutuhannya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom) dan tidak terikat oleh
pengaruh kekuatan penekan. Mereka bebas untuk mengemukakan pendapat dan terlibat
dalam setiap pengambilan keputusan yang berpengaruh kepadanya, tidak kelaparan dan
bebas dari kebodohan. Mereka juga mampu menjangkau sumber-sumber produktif yang
memungkinkan mereka meningkatkan penghasilannya dan mendapatkan barang dan
jasa yang mereka butuhkan serta dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan di
lingkungannya.

3. Desa Sepahat Kecamatan Bandar Laksamana - Bengkalis
Desa Sepahat yang terletak di Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis
memiliki lahan gambut yang luas, dimana lebih dari 80% wilayahnya adalah lahan
bergambut dengan kedalaman gambut ditaksir rata-rata diatas 7,5 meter dan tergolong
gambut sangat dalam. Kedalaman Gambut ini menyebabkan Desa Sepahat menjadi
wilayah yang rawan terjadinya kebakaran lahan.

[

Gambar 2 : Kawasan Revegetasi Desa Sepahat (sumber : foto pribadi, 9 Juli 2021)

Menurut data yang diperoleh dari kantor desa Sepahat, untuk mengantisipasi dan
mengatasi hal ini Pemerintah bersama dengan berbagai pihak seperti WWF Riau,
Yayasan Mitra Insani dan masyarakat Desa Sepahat telah membangun kanal-kanal
sebagai upaya rewetting lahan Gambut. Selain itu WWF Riau bersama Pemerintah Desa
serta Yayasan Gambut dengan dukungan dana dari Global Environment Centre (GEC)
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dan International Fund For Agriculture Development (IFAD) telah melakukan upaya
revegetasi lahan gambut dengan melakukan penanaman bibit Pulai, Geringgang dan
Sagu.

Desa yang dulu pernah menjadi Desa tertinggal (IDT) ini, luas wilayahnya adalah
25.500 Hektar. Sebagian besar wilayah merupakan lahan perkebunan / pertanian yang
terdiri dari 3.425 Ha kebun Kelapa Sawit, 500 Ha kebun karet, 14 Ha kebun kelapa, 2 Ha
kebun pinang, 15 Ha kebun nenas, 11,5 Ha kebun rambutan, 15 Ha kebun jagung, 11 Ha
kebun ketela pohon, 2 Ha kebun duku, 2 Ha kebun durian, 4 dan Ha kebun buah lainnya.
Seiring luasnya wilayah perkebunan dan pertanian maka mata pencarian 62,5 %
Penduduknya adalah sebagai petani. Para petani ini sebagian tergabung dalam
kelompok-kelompok, baik formal maupun non formal. Kelompok tani yang terdapat di
Desa Sepahat terdiri dari : Kelompok Tani Maju bersama, Kelompok Tani Berkat
Bersama dan Kelompok Tani Usaha Bersama, Kelompok-kelompok ini tergabung dalam
Gapoktan Berkah Bersama yang memilik anggota 69 kepala keluarga.

6.

DESA TENCCAY LN

Gambar 3 : Peta Desa Sepahat (sumber : https://www.sepahat.desa.id /profil/)

Secara geografis desa yang terletak di Jalan raya Dumai - Sungai Pakning ini
berhadapan langsung dengan laut Selat Malaka, adapun batas wilayah desa dan
detailnya sebagai berikut :

- Batas sebelah utara : Selat Malaka

- Batas sebelah selatan : Kecamatan Mandau

- Batas sebelah Barat : Desa Tanjung Leban

- Batas sebelah timur : Desa Tanggayun

Desa yang memiliki 4 dusun dan 9 RW ini adalah dataran rendah (hanya 1-5 meter
dari permukaan laut). Jarak Desa Sepahat ke Tenggayun yang merupakan ibukota
Kecamatan adalah 14,2 Km dan jarak ke Bengkalis yang merupakan Ibukota Kabupaten
adalah 52 Km dengan menyeberang laut menggunakan perahu dari pelabuhan
penyeberangan Sungai Selari.

4. Peran modal sosial dalam pemberdayaan petani

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat Desa Sepahat, modal sosial mulai
menjadi perhatian. Modal sosial ini merupakan kekuatan dasar yang dimiliki oleh
masyarakat. Tanpa modal sosial yang kuat, masyarakat akan mudah terpengaruh dan
terbawa arus yang dapat membawa masing-masing individu pada sikap mementingkan
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diri sendiri atau kepentingan yang bersifat pragmatis. Modal sosial ini dapat menjadi
modal stimulan yang dimiliki oleh petani untuk terbukanya peluang dan potensi modal
lainnya. Konsep modal sosial, yang awalnya dipahami sebagai suatu bentuk dimana
masyarakat menaruh Kepercayaan terhadap komunitas atau kelompok, dan individu
sebagai bagian darinya, mereka membuat kesepakatan bersama sebagai suatu nilai
dalam kelompoknya.

Modal sosial adalah segala sesuatu yang membuat setiap orang di masyarakat
bergabung dalam kelompok untuk mencapai tujuan-tujuan bersama atas dasar
kebersamaan, didalamnya diikat oleh nilai-nilai dan norma-norma yang tumbuh dan
dipatuhi. Modal sosial yang dimiliki petani yang mengelola lahan gambut di Desa
Sepahat sangat penting untuk keberlangsungan usaha tani. Bagi petani, modal sosial
yang terdiri dari : kepercayaan, norma sosial dan partisipasi jaringan sosial berguna
terhadap kegiatan kelompok tani dalam hal merencanakan kegiatan bersama, untuk
mencapai tujuan yang telah disepakati.

a. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu harapan positif atau keyakinan kognitif seseorang
yang dipegang dan ditujukan pada pihak lain, bahwa pihak tersebut akan berperilaku
sebagaimana yang diharapkan dan dibutuhkan. Ketika seseorang memutuskan untuk
mempercayai orang lain, maka harapannya terhadap orang tersebut adalah dapat
mewujudkan harapan-harapan dirinya. Parameter kepercayaan terdiri dari rasa
keadilan, toleransi dan keramahan.

Setiap anggota dalam kelompok-kelompok tani di Desa Sepahat merasa
mendapatkan perlakukan yang sama dengan sikap netral di setiap aktivitas yang
dilaksanakan kelompok tani. Rasa keadilan kelompok ini tercermin dari perasaan yang
dimiliki anggota terhadap anggota lain, cara pendekatan dan cara berinteraksi antar
anggota yang memandang anggota lain sebagai keluarga. Semua anggota memiliki hak
dan kewajiban yang sama serta saling menghargai dan toleran terhadap perbedaan
yang ada. Bilamana terdapat perbedaan pendapat selalu dimusyawarahkan guna
mencapai sebuah kemufakatan untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu mereka
membangun kebersamaan kelompok dalam hubungan persaudaraan yang erat, dengan
komunikasi yang penuh keramahan terutamanya terlihat saat mereka berkumpul,
bergaul, berbincang dan bekerjasama atau bergotongroyong. Kepercayaan sebagai
parameter modal sosial dalam kelompok tani di Desa Sepahat tercermin dalam ucapan,
sikap, perilaku, tindakan, perasaan dan respon serta kesediaan untuk bekerjasama
antara anggota kelompok. Hubungan yang didasari oleh perasaan ini memunculkan rasa
percaya antar sesama anggota kelompok.

b. Norma sosial

Norma merupakan sekumpulan aturan yang terdiri dari perintah atau larangan
yang dirumuskan dan disepakati bersama dalam sebuah kelompok atau masyarakat,
yang tegas dan jelas. Norma sosial berisikan sekumpulan pendapat yang disepakati
dalam kelompok sosial atau masyarakat Desa Sepahat tentang bagaimana semestinya
anggota kelompok/masyarakat tersebut bertingkah laku, bagaimana seharusnya
bertindak, dan bagaimana bergaul yang pantas, sehingga keharusan dan kepantasan itu
menjadi terbiasa dan selanjutnya dijadikan suatu nilai yang dipertahankan secara turun
temurun sampai, diwujudkan menjadi aturan tidak tertulis dalam pergaulan kehidupan
bermasyarakat. Parameter norma sosial ini terdiri dari kesepahaman, nilai sosial dan
harapan.

Setiap petani yang menjadi anggota kelompok tani memiliki kesepahaman yang
sama tentang tujuan pembentukan kelompok dan nilai-nilai yang diyakini dan menjadi
pedoman dalam setiap aktivitas kelompok, sehingga setiap anggota tetap berupaya
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melakukan tindakan untuk mencapai tujuan bersama didasari nilai sosial yang baik.
Nilai sosial tersebut misalnya saling nasehat menasehati didalam kebaikan dan
mengingatkan serta menegur dan menasehati anggota lain yang melakukan kesalahan,
terutamanya saling membantu anggota yang mengalami musibah atau kesulitan. Nilai
sosial ini diwujudkan dalam kehidupan berkelompok dan dijadikan sebagai sebuah
kebiasaan yang terus dilakukan oleh para petani yang tergabung dalam kelompok.
Tentunya kebiasaaan yang baik dan pantas untuk dilakukan, seperti tidak melakukan
kecurangan dalam melakukan penimbangan hasil panen, atau mungkin memanipulasi
berat komoditas. Selanjutnya setiap anggota tentunya memiliki harapan untuk
kehidupan yang lebih baik melalui peningkatan pendapatan dan kesejahteraan. Hal ini
mendorong para petani untuk memanfaatkan segala potensi dan sumberdaya serta
pengetahuan yang ada untuk merencanakan secara bersama setiap usaha yang
dilakukan dan bekerja keras secara bersama-sama melaksanakan setiap rencana dengan
sebaik mungkin, demi mencapai kesejahteraan ekonomi dan sosial yang diimpikan
bersama. Dengan adanya norma sosial ini maka para petani yang tergabung dalam
kelompok-kelompok tani di Desa Sepahat memahami dengan baik apa yang boleh
mereka lakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Jadi norma sosial ini menjadi
menjadi pedoman atau standar dalam menjalani kehidupan sosial berkelompok atau
bermasyarakat sehingga tercipta keteraturan, ketertiban dan kedamaian.

c. Partisipasi dalam jaringan sosial

Partisipasi dalam jaringan sosial merupakan kemampuan para petani dalam
melibatkan diri dalam suatu jaringan sosial, melalui berbagai pola hubungan yang saling
berdampingan atas dasar kerelaan, kesamaan dan keadaban.

Nilai-nilai positif yang tumbuh dalam kelompok mendorong petani yang berada di
lingkungan sekitar kelompok untuk bergabung dan melibatkan diri dalam kelompok
secara sukarela tanpa unsur paksaan dari pihak manapun. Kerelaan juga tercermin dari
partisipasi setiap petani untuk melaksanakan gotong royong setiap bulan yang
dilaksanakan oleh kelompok tani, mulai dari membersihkan saluran air, pemeliharaan
jalan ke kebun sampai dengan gotong royong membantu meringankan beban kesulitan
anggota kelompok yang ditimpa musibah atau kesulitan. Ikatan yang terbentuk karena
kerelaan ini lebih dari sekedar bekerja sama namun membentuk rasa persaudaraan
antar anggota. Rasa persaudaraan semakin kuat melalui rasa memiliki dan rasa
kebersamaan. Sesama anggota merasa memiliki kesamaan kebutuhan, kesamaan tujuan
dan harapan serta kesamaan pandangan. Kesamaan ini membuat para anggota
kelompok tani tidak egois dan menjunjung sikap saling menghargai bila terdapat
perbedaan pendapat dan menyampaikan pendapat dengan cara yang santun. Santun
dalam bertutur dan berperilaku terhadap sesama dalam pergaulan kelompok.

Kerelaan, kesamaan dan keadaban mendorong mereka untuk sama-sama
berperan aktif dalam pengambilan bagian atau keterlibatan terhadap setiap keputusan
yang diambil demi tercapainya tujuan bersama, dilakukan dengan cara memberikan
dukungan pikiran, tenaga, materi dan tanggung jawab.

Modal sosial tersebut di atas mempunyai pengaruh terhadap hubungan diantara
para pelaku program. Kelompok tani yang memiliki modal sosial tinggi akan terbiasa
hidup dalam suasana rukun, gotong royong dan saling bertanggung jawab terhadap
lingkungan tempat tinggalnya serta berupaya menjadi fasilitator antara masyarakat
dengan pihak Pemerintah Desa Sepahat. Hubungan yang terjalin antar anggota
kelompok, antara kelompok lainnya / masyarakat dan dengan Pemerintah Desa terjalin
dengan baik. Hubungan ini menjadi satu modal sosial yang terbangun dan memiliki
peran penting dalam upaya pemberdayaan. Hal ini disebabkan karena modal sosial
tersebut menjadi dasar terciptanya partisipasi dan kemandirian dalam masyarakat.
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Modal sosial yang menjadi dasar terwujudnya partisipasi dan kerjasama dalam
kelompok tani menjadi sangat penting dalam upaya penguatan kapasitas masyarakat,
khususnya bagi para petani Desa Sepahat yang masih berpegang teguh pada norma dan
nilai-nilai tradisi. Modal sosial memberi dukungan kepada masyarakat untuk melakukan
tindakan secara bersama-sama dan menerima dampak secara bersama-sama pula. Selain
sebagai modal yang dapat menggerakkan pemberdayaan, modal sosial juga sekaligus
merupakan pemberdayaan itu sendiri, dimana bagian dari pemberdayaan modal sosial
adalah memperkuat masyarakat madani. Istilah masyarakat madani digunakan untuk
struktur-struktur formal atau semiformal yang dibentuk oleh masyarakat secara
sukarela dengan inisiatif mereka sendiri, bukan sebagai konsekuensi dari sebuah
program atau intruksi tertentu dari pemerintah.

Tujuan pemberdayaan petani dipahami sebagai upaya untuk meningkatkan
keberdayaan atau kemampuan petani pada semua aspek. Namun demikian ada aspek-
aspek yang dijadikan prioritas dan lebih dulu diperkuat agar petani dapat
mengembangkan aspek-aspek lainnya. Dari pengalaman dan dampak kurang baiknya
pemberian bantuan modal ekonomi serta kelemahan modal fisik, menunjukkan bahwa
kedua jenis modal tersebut kurang tepat untuk dijadikan sebagai modal dasar
pemberdayaan. Modal manusia dan modal sosial adalah bagian yang tidak terpisahkan
meskipun keluaran yang dihasilkan berbeda. Modal manusia keluarannya berbentuk
pengetahuan, keterampilan dan kemampuan dalam bertindak, sedangkan modal sosial
merupakan modal yang abstrak dan keluarannya hanya dapat dilihat dalam bentuk aksi-
reaksi dan hubungan antar anggota dalam kelompok. Dalam konteks pemberdayaan,
penjelasan mengenai modal sosial sangat relevan untuk menjawab pertanyaan siapa
yang akan melakukan pemberdayaan, apa yang dilakukan dan bagaimana mereka
melakukannya.

Program pemberdayaan yang dilakukan ini adalah untuk memajukan dan
mengembangkan pola pikir Petani, meningkatkan usaha tani, serta menumbuhkan dan
menguatkan kelembagaan petani agar mampu mandiri dan memiliki daya saing dalam
berusaha tani. Beberapa kegiatan yang mampu menstimulasi petani agar lebih berdaya,
antara lain, melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan,
pengembangan sistem dan sarana pemasaran yang luas (berbasis on-line), penyediaan
fasilitas pembiayaan dan permodalan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi,
dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani.

KESIMPULAN

Modal sosial di kalangan anggota kelompok tani yang melakukan usaha tani di
lahan gambut, dibangun melalui kepercayaan, norma-norma, keterlibatan dan
partisipasi petani dalam jaringan sosial. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan rasa
tanggung jawab sosial para petani untuk ikut mempraktekkan pertanian berkelanjutan
yang ramah terhadap lingkungan gambut dan berkontribusi terhadap pemberdayaan
masyarakat dalam pembangunan lingkungan berkelanjutan. Kelompok tani merupakan
kelompok sosial yang muncul sebagai akibat adanya kepercayaan antara individu dan
merupakan dasar untuk kepercayaan yang lebih besar sebagai upaya kolektif baru untuk
mendukung dan melaksanakan program restorasi lahan gambut. Peranan kelompok
sosial yang merupakan perantara dalam implementasi kebijakan publik ini sangat
penting dan telah terbukti membantu keberhasilan program pemberdayaan.

Pemberdayaan masyarakat khususnya para petani di Desa Sepahat, saat ini tidak
lagi cukup melalui introduksi inovasi untuk kebutuhan teknis dalam melaksanakan
kegiatan usaha taninya, namun jauh ke depan para petani juga harus diberi akses
terhadap program kegiatan pemberdayaan lainnya, sehingga partisipasi petani juga bisa
dijadikan modal sosial bagi pemberdayaan petani dan keluarganya.
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Abstrak

Provinsi Riau memiliki luas lahan gambut 3,89 juta hektar akan tetapi sekitar 2,31 juta hektar
telah terdegradasi. Luas lahan gambut di Kabupaten Bengkalis diperkirakan sebesar 800.017,67
hektar. Selain masalah lahan gambut terdegradasi, masalah kebakaran lahan gambut dan isu
pemanasan global juga menjadi perhatian penting dalam mengelola lahan gambut menjadi lebih
baik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Capacity Building Dalam Pengelolaan
Lahan Gambut Menuju Kemandirian Ekonomi di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis
melaui program CSR PT. Pertamina Sei Pakning. Salah satu program yang diteliti yaitu Program
Pengembangan Pertananian Kawasan Nenas Terintegrasi di Desa Kampung Jawa. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian di luar berbagai tahapan berpikir kritis-ilmiah,
di mana seorang peneliti mulai berpikir secara induktif, yang menangkap berbagai fakta atau
fenomena sosial, pengumpulan data yang dilakukan secara online, kemudian menganalisisnya
dan kemudian mencoba menganalisis teori berdasarkan apa yang diperoleh. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa Capacity Building yang dilakukan oleh CSR PT. Pertamina Sei Pakning pada
kelompok Tani Tunas Makmur sudah dilakukan dengan optimal. Pertama, dengan dilakukannya
pengembangan individu melalui pelatihan dalam peningkatan pengetahuan dan keterampilan.
Selain itu, pendapatan individu dari hasil pengelolahan nenas sudah dapat dikatakan baik. Kedua,
dilakukannya manajeman pengelolahan organisasi yang baik. proses pengambilan keputusan
yang dilakukan oleh setiap anggota kelompok dengan rapat. Selain itu, berkembangnya kelompok
tani dari segi lahan yang dikelolah bertambah, bibit yang ditanam bertambah dan anggota
kelompok yang bertambah. Ketiga, dalam hal sistem. Sudah mengikuti regulasi dari Dinas Koprasi
dan telah terdaftar di Dinas Koprasi.

Kata Kkunci: capacity building, corporate social responsibility, pengelolaan lahan gambut,
kemandirian ekonomi

PENDAHULUAN

Ekosistem gambut adalah aset yang dapat diusahakan untuk berbagai kegiatan
produksi. Namun, kearifan dari pengelola terkait dengan pemanfaatan lahan tersebut
sesuai dengan kemampuan daya dukung lahan menjadi sangat penting. Kemampuan
daya dukung lahan gambut untuk penggunaan lain berhubungan erat dengan
karakteristik gambutnya. Indonesia merupakan negara ke empat dengan lahan
gambut terluas setelah Rusia, Kanada, dan Amerika yaitu seluas 14,6 juta hektar. Riau
sendiri merupakan provinsi di pulau Sumatera yang mempunyai lahan gambut terluas,
yakni 3,89 juta hektar dari 6,49 juta hektar total luas lahan gambut di pulau Sumatera.
Akan tetapi sekitar 2,31 juta hektar telah terdegradasi. Luas lahan gambut di Kabupaten
Bengkalis diperkirakan sebesar 800.017,67 hektar.

Meskipun terdegradasi, sebagian lahan gambut atau hampir separuhnya
dimanfaatkan masyarakat sebagian besar untuk budidaya tanaman perkebunan meliputi
kelapa sawit, karet, disusul tanaman pangan meliputi padi, jagung, kedelai, ubijalar dan
ubikayu, selanjutnya tanaman hortikultura buah berupa nanas, pisang, rambutan,
cempedak, dan nangka, sayuran buah meliputi cabe, timun, dan tomat, dan sayuran daun
terdiri dari kangkung, bayam, sawi, dan selada (Dinas Pangan dan Hortikultura Provinsi
Riau 2013).

Pengelolan gambut untuk pertanian, dalam skala menengah dan luas, merupakan
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usaha yang sangat mahal, dimana seringkali terjadi biaya produksi jauh melebihi hasil
jual produksi pertaniannya. Sehingga dalam jangka panjang, sama sekali tidak
menguntungkan. Pertanian gambut dalam skala kecil oleh petani, tanpa amelioran dan
pemupukan yang memadai, hanya akan mampu bertahan beberapa tahun, selama
kesuburan asli alami masih ada (Ismail dalam Nasrul B 2010). Selain pemanfaatan pada
bidang pertanian, pengelolaan lahan gambut secara tidak bertanggungjawab juga dapat
mendatangkan bencana alam yaitu kebakaran lahan yang umumnya terjadi pada lahan
gambut. Selama tahun 2015, terdapat 1.632 titik api di Provinsi Riau. Lahan gambut
sebagai media tumbuh tanaman telah lama dimanfaatkan petani untuk menghasilkan
bahan pangan dan komoditas perkebunan (Masganti 2013). “Jika lahan gambut tidak
dikelola dengan baik, maka potensi nya untuk melepas karbon ke atmosfer semakin
besar. Hal ini menjadi perhatian kita semua mengingat isu pemanasan global yang
berkembang (Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan
Pertanian Kementerian Pertanian, Muhrizal Syarwani)”.

Banyak masalah terkait dengan lahan gambut di Riau diantaranya adalah lahan
gambut terdegradasi, kebakaran lahan gambut dan isu pemanasan global yang dapat
menyebabkan dampak negatif bagi lingkungan dan juga masyarakat yang tinggal di
daerah gambut. Hal tersebut sangat diperlukan peningkatan kemampuan semua pihak
yang berkompeten dalam mengelola lahan gambut dengan baik sehingga dibutuhkan
adanya pengembangan Kkapasitas (capacity building). Capacity Building merupakan
bagian penting di berbagai aspek kehidupan, dalam penelitian ini Capacity Building
dilakukan pada skala kecil yang berperan langsung mengelola lahan gambut yaitu
kelompok tani, pengembangan kapasitas penting untuk meningkatkan kemampuan
menjadikan lebih baik kinerja kelompok tani dalam menjalankan tugasnya sebagai
pengelola lahan gambut.

Capacity Building merupakan istilah yang digunakan untuk membangun suatu
masyarakat melalui perubahan pada dirinya, misalnya peningkatan ilmu pengetahuan,
skill, pengorganisasian program dan lain-lain. Capacity Building merupakan sebuah
model proses perubahan, gerak perkembangan dan perubahan yang bertingkat secara
individu, kelompok dan organisasi maupun perubahan pada pembentukan frame work
sebuah sistem kearah yang lebih baik. Karakteristik Capacity Building menurut Gandara
dalam Amboningtyas, D. (2018) dicirikan sebagai berikut:

Merupakan sebuah proses yang berkelanjutan

Memiliki esensi sebagai sebuah proses internal

Dibangun dari potensi yang telah ada

Memiliki nilai intrinsik tersendiri

Mengurus masalah perubahan

Menggunakan pendekatan terintegrasi dan holistik
Dari uraian diatas, kesimpulan peneliti bahwa Capacity Building sebagai usaha
meningkatkan kapasitas, sistem-sistem kemitraan, yaitu komitmen bersama dan dapat
terwujud dari program-program, terintegrasi satu dengan lainnya, saling mengisi,
sehingga menjadi satu kekuatan masif dari satu sumber rumusan kebijakan yang telah
ditetapkan.

Pengelolaan lahan gambut akan berbeda, apabila diterapkan tingkat manajemen
tinggi (high inputs), seperti yang biasanya dilaksanakan oleh swasta atau perusahaan
yang bertujuan komersial. Hal tersebut telah mendorong salah satu perusahaan di
Kabupaten Bengkalis tepatnya Kelurahan Sungai Pakning yaitu PT. Pertamina RU II Sei
Pakning untuk menginisiasi sejumlah program CSR dalam melestarikan lahan gambut
dari kebakaran hutan dan pemanfaatannya. PT. Pertamina RU II Sei Pakning
menerapkan CSR melalui empat bidang yaitu, yaitu sumbangan (charity), infrastruktur
(infrastructure), pengembangan kapasitas (capacity building), dan pemberdayaan
masyarakat (community empowerment).

me a0 o
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Seiring dengan perkembangan zaman pola perusahaan dalam menerapkan
program CSR lebih mengarah kepada pengembangan kapasitas dan pemberdayaan
masyarakat. Pengembangan kapasitas merupakan bagian penting di berbagai aspek
kehidupan, salah satunya dalam penelititan ini pengembangan kapasitas pada kelompok
tani, pengembangan kapasitas penting untuk meningkatkan kemampuan atau
menjadikan lebih baik kinerja kelompok tani dalam menjalankan tugasnya. Pengelolaan
lahan gambut yang didasarkan pada indikator Capacity Building dengan
menitikberatkan pada fokus kemandirian ekonomi, akan mendorong pertumbuhan
ekonomi masyarakat secara merata dan berkesinambungan sekaligus mampu
mengoptimalkan potensi lingkungan sekitar serta membentuk kapasitas masyarakat
yang memiliki ketahanan ekonomi independen.

Penerapan kegiatan CSR sendiri sebenarnya merupakan kesempatan bagi
perusahaan untuk memperkuat hubungan antara perusahaan dengan konsumen yang
kemudian hal itu dapat menjadi keunggulan kompetitif mengingat bagi perusahaan
perusahaan besar reputasi atau citra baik perusahaan merupakan aset penting yang
harus dijaga dengan baik. Beberapa program CSR PT. Pertamina RU II Sei Pakning yang
terealisasi merupakan program yang memanfaatkan lahan gambut di Kabupaten
Bengkalis,yaitu:

a. Program Pengembangan Pertananian Kawasan Nenas Terintegrasi
b. Program Mitigasi Karhutlah Berbasis Masyarakat Peduli Api

c. Program Arboretum Gambut

d. Program Kurikuklum Cinta Gambut

Berdasarkan program tersebut, Desa Kampung Jawa diberikan sebuah program
pengembangan pertananian kawasan nenas terintegrasi yaitu pembinaan terhadap
kelompok tani Tunas Makmur. Akibat dari kebakaran hutan dan lahan di Desa Kampung
Jawa, banyak lahan yang tidak termanfaatkan dan jika tidak digunakan atau
dialihfungsikan akan berpotensi untuk terjadinya kebakaran kembali. Luasnya lahan
bekas terbakar menjadi potensi sekaligus permasalahan untuk masyarakat Kampung
Jawa dikarenakan kurangnya keterampilan dalam mengolah lahan bekas terbakar agar
dapat dimanfaatkan kembali.

Capacity Building dalam penelolaan lahan gambut yang dimaksud peneliti sendiri
ialah pengelolaan lahan gambut oleh skala kecil yaitu kelompok tani Tunas Makmur
pada program CSR Pertamina Sei Pakning yaitu program Pengembangan Pertananian
Kawasan Nenas Terintegrasi.

e \
Gambar 1.1 Lahan perkebunan nanas Kelompok Tani Tunas Makmur
Sumber: PT. Pertamina RU Il Sei Pakning
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Pertamina melihat potensi dan semangat dari masyarakat membantu untuk
mengubah lahan tersebut agar dapat menjadi lahan perkebunan dengan tujuan
memperkecil potensi kebakaran dan meningkatkan perekonomian masyarakat
khususnya petani nanas Kampung Jawa. Oleh karena itu, masyarakat membuat sebuah
Pertanian produktif dengan menanam nanas. Kegiatan pertanian nanas ini dikelola oleh
12 anggota FORKOMPA yang saat ini berprofesi utama sebagai petani nanas dan menjadi
bagian dari kelompok tani Tunas Makmur. Oleh karena itu peneliti ingin mengkaji
pengelolaan lahan gambut oleh kelompok tani Tunas Makmur yang didasarkan pada
indikator Capacity Building di Desa Kampung Jawa mengingat masih banyaknya yang
dapat dikembangkan oleh perusahaan terhadap desa tersebut dan mengkaji ulang
mengenai program pengembangan pertananian kawasan nenas terintegrasi yang telah
diberikan agar dapat berkembang dengan baik lagi kedepannya.

METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian di
luar berbagai tahapan berpikir kritis-ilmiah, di mana seorang peneliti mulai berpikir
secara induktif, yang menangkap berbagai fakta atau fenomena sosial (Bungin, 2015),
pengumpulan data yang dilakukan secara online, kemudian menganalisisnya dan
kemudian mencoba menganalisis teori berdasarkan apa yang diperoleh. Lokasi
penelitian difokuskan pada PT. Pertamina RU II Produksi Sungai Pakning yaitu Desa
Kampung Jawa Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Capacity Building Dalam Pengelolaan Lahan Gambut Menuju Kemandirian
Ekonomi Di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis

Capacity Building merupakan istilah yang digunakan untuk membangun suatu
masyarakat melalui perubahan pada dirinya, misalnya peningkatan ilmu pengetahuan,
skill, pengorganisasian program dan lain-lain. Capacity Building merupakan sebuah
model proses perubahan ,gerak perkembangan dan perubahan yang bertingkat secara
individu, kelompok dan organisasi maupun perubahan pada pembentukan frame work
sebuah sistem kearah yang lebih baik.

Menurut Milen dalam Muhamad Rizki, Diki. (2015) bahwa dalam upaya pencapaian
penguatan kapasitas kelembagaan maka harus difokuskan pada 3 (tiga) tingkatan yaitu :

1. Tingkatan Individual seperti potensi-potensi individu, keterampilan individuy,
pengelompokan pekerjaan dan motivasi-motivasi dari pekerjaan individu dalam
organisasi.

2. Tingkatan Organisasi seperti struktur organisasi, prosedur dan mekanisme
pekerjaan, proses pengambilan keputusan di dalam organisasi, pengaturan sarana
dan prasarana, hubungan dan jaringan organisasi.

3. Tingkatan Sistem seperti kerangka kerja yang berhubungan dengan peraturan,
kebijakan dan kondisi dasar yang mendukung pencapaian obyektivitas kebijakan
tertentu.

Sementara itu, D. Eade dalam Suhendri & Purnomo (2017) merumuskan
peningkatan kapasitas kemampuan dalam tiga dimensi, yaitu:

1. Individu;

2. Organisasi; dan

3. Network.

Upaya penguatan kapasitas berbagai tingkatan sebagaimana yang diuraikan di
atas, diilustrasikan melalui gambar berikut:
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a.

Pengetahuan

Keterampilan

Tingkah Laku
Pengelompokan Pekerjaan
Motivasi -motivasi

Tingkat Individu

Struktur Orgranisasi

Proses pengambilan
keputusan
Tingkat e Prosedur dan mekanisme-
Organisasi mekanisme pekerjaan
e Pengaturan sarana dan
prasarana
e Hubungan-hubungan
e Jaringan-jaringan organisasi
Tingkat Sistem Kerangka kerja yang berhubungan

dengan aturan dan kebijakan

Tabel 3.1
Tingkatan Pengembangan Kapasitas
(Sumber: Soeprapto, 2006)

Tingkatan individual adalah individu sebagai sumber daya manusia organisasi
yang harus ditingkatkan kemampuan dan profesionalisme baik itu tingkat
pengetahuan, kompetensi, keterampilan maupun etika kerja dalam
meningkatkan kualitas kinerja.

Dalam pencapaian suatu tujuan organisasi sangat diperlukan dukungan
sumber daya, baik sumber daya manusia (human resources) maupun sumber
daya non manusia (non-human resources). Dukungan ketersediaan sumberdaya
manusia yang berkualitas, profesional, berpengetahuan serta memiliki
pengalaman dalam mengelola suatu organisasi agar dapat berjalan secara
optimal merupakan hal yang sangat diperlukan. Untuk merespon
kecenderungan tersebut, maka setiap organisasi dituntut untuk mampu
meningkatkan mutu sumberdaya manusianya. Karena sesungguhnya kualitas
SDM inilah yang diyakini secara langsung akan menentukan keberhasilan tujuan
yang direncanakan.

Pada indikator ini bahwa sumberdaya yang terpenting dalam
menentukan keberhasilan suatu organisasi baik secara kualitas maupun
kuantitas. Setiap langkah yang diambil menuntut adanya sumberdaya manusia
yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh organisasi yang
telah ditetapkan secara bersama. Selain itu, sumberdaya financial dan waktu pun
menjadi pertimbangan penting dalam keberhasilan pencapaian tujuan
organisasi.
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Dari hasil penelitian dapat dianalisis bahwa sumberdaya manusia petani
nenas di kelompok tani tunas makmur di desa dapat dikatakan optimal. Selain
secara praktis sebelum mengikuti pelatihan sudah memiliki pemahaman
mengenai tanam-menanam. Tapi setelah mengikuti pelatihan tentang berbagai
metode penanaman nenas,hasil dan produksi nenas menadi lebih baik. Pelatihan
yang dilakukan diantaranya adalah pelatihan penanaman metode tanam jajar
legowo (dengan jarak tanam), pelatihan perawatan tanaman nanas, selain itu ada
juga pelatihan pengolahan nanas menjadi produk camilan seperti keripik,
manisan, dodol, dll, pelatihan lain seperti pelatihan desain kemasan produk,
pemasaran, dan manajemen usaha.

Gambar 3.1 Pelatihan dan Hasil Tanaman Nenas Kelompo Tani Tunas
Makmur

Sumber: PT. Pertamina RU II Sei Pakning

Hasil yang didapat dari pelatihan metode tanaman jajar legowo (dengan
jarak tanam) mendaptkan hasil yang optimal. Sebelumnya, Hasil dari penanaman
nenasnya pun kurang memuaskan. Sebelumnya mengikuti pelatihan, hasil nenas
tersebut tergolong ke grade c. dengan ukuran panjang < 9.90 cm dan bobot <
0.40 kg dan harga jual biasanya lebih murah disbanding grade a dan grade b.
harga jual grade a bisa sampai Rp.15.000.- an. Harga nenas dengan kualitas grade
b bisa mencapai Rp.7.000.000,- sampai Rp. 10.000.-. harga nenas dengan grade c
dibawah dari Rp.7.000,. tapi seletelah dilakukannya pelatihan mengenai
pembibitan nenas dan perawatannya. Hasil buah dari grade c sudah berkurang.
Lebih banyak hasil grade a dan b panjang 10.00-13.90 cm dan bobot 0.40-0.69
kg. Harga jual gandeng 2 dari grade a bisa mencapai Rp.15.000,- rb . satu
gandeng grade b nya Rp. 7-10 rb. Untuk pengolahan digunakan grade c. setelah
adanya pelatihan grade ¢ sudah berkurang. Sebelumnya grade c nya 50 persen.
Sekarang sudah berkurang. (Perebedaan nenas grade a,b, dan c terletak pada
besarnya ukuran buah. Grade a lebih besar dari grade b dan c).

Dalam hal waktu. Pelatihan yang dilakukan dalam peningkatan kapasitas
dalam waktu 2-3 hari tergantung kebutuhan dari pelatihan tersebut. Optimalnya
pelatihan bisa dilihat juga dari narasumber yang didatangkan dari luar daerah
dan betul-betul paham mengenai tanaman nenas tersebut. Seperti dari Kota
Pekanbaru, Jakarta, Jawa . dan lain-lain. selain itu, pengetahuan, skill dan
keterampilan petani dalam mengelolah lahan menjadi nenas menjadi lebih baik.
dapat dilihat dari hasil nenas yang diperoleh.

Dalam hal pendapatan yang didapat dari anggota kelompok tani sudah
dapat dikatakan baik. sebelumnya, masyarakat dari anggota kelompok tani
tersebut mendapat penghasilana yang rendah dari pekerjaan sebelumnya. Dari
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adanya pengelolahan lahan dari kelompok tani sudah bisa mendapat kisaran
2.500.000.- (tergantung hasil panen dan produksi nenas).

Tingkatan Organisasi merujuk kepada penentuan tujuan, struktur, proses
organisasi yang akan mempengaruhi bagaimana organisasi-organisasi tersebut
mencapai sasaran, menyusun struktur kerja, dan memberikan struktur insentif.
Hal ini penting karena untuk mencapai tujuan organisasi akan sangat
dipengaruhi oleh karakteristik para agen pelaksananya. Selain itu, struktur pada
organisasi pelaksana juga harus diperhatikan karena struktur yang rumit pada
suatu organisasi dapat menjadi penghambat pelaksanaan tujuan secara efektif.
Aspek struktur mencakup dua hal penting yaitu mekanisme dan struktur
organisasi pelaksana. Kapasitas unsur pelaksana merupakan penunjuk dalam
pelaksanaan program yang dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan. Aktivitas
para pelaksana, keahlian yang dimilikinya, dedikasi pada tugas, dan akses
sumber daya yang memadai akan meningkatkan kemampuan pelaksana dalam
mengatasi berbagai tuntutan yang timbul dari pelaksanaan kebijakan yang
menjadi tanggung jawabnya. Disisi lain, kemampuan para pelaksana dalam
merumuskan tujuan akan menentukan dampak yang dihasilkan dari
pelaksanaan tujuan.

Dari hasil peneliti dapat dianalisis bahwa organisasi pada kelompok tani
tunas makmur di dapat dikatakan sudah optimal dari pelaksanaan pekerjaan dan
pembagian kerjanya. Tujuan dan sasaran yang di capai dalam kelompok tani
sudah berjalan baik. dalam pengambilan keputusan dikelompok tani sudah
dilakukan oleh kelompok dengan melaksanakan rapat, rapat rutin dilaksanakan
sebulan sekali. Sehingga keputusan-keputusan dan langkah-langkah yang
diambil berdasarkan kemampuan setiap angggota kelompok dalam mengetahui
masalah dan solusi yang dilakukan. sementara rapat tahunan koperasi
dilaksanakan di awal tahun untuk melaporkan keadaan kas serta strategi usaha
koperasi.

Sumber: PT. Pertamina RU II Sei Pakning

Dalam hal manajeman kelompok, pengelolahan hasil lahan nenas di
produksi dan di kumpulkan kelompok. Sehingga hasil pertanian yang di dapat
dari 13 tiga belas bulan sekali panen dapat dibagi per/bulannya kepada anggota
kelompok. Perkembangan pengelolahan lahan pun berkembang dengan baik. di
awal pengelolahan lahan menjadi lahan nenas di tahun 2017. Awalnya kelompok
tani menanam 5.000 bibit. Di tahun 2018 naik menjadi 10.000 bibit. Hingga
tahun ini, perkembangan kemajuan dari lahan nenas cukup baik. dapat dilihat
juga dari bertambahnya anggota kelompok hingga saat ini. Jumlah anggota di
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kelompok tani di tahun ini berjumlah 11 orang. Bertambahnya anggota
menunjukkan bertambahnya Ilahan yang akan dikelolah dikarenakan
tanah/lahan yang digunakan untuk menanam nenas merupakan tanah/lahan
masyarakat. Jadi, bertambahnya anggota kelompok tani bertambah juga luas
lahan yang dikelolah sehingga produksi dan pendapatan kelompok bertambah
pula.

Tabel 2. Kategori Penerima manfaat di Program Pengembangan Kawasan

Pertanian Nenas Terintegrasi tahun 2021

Program Pengembangan Kawasan Pertanian Nenas
Terintegrasi
Jumlah Kelompok 1
Jumlah Anggota 31
Jumlah Anggota Laki-Laki 11
Jumlah Anggota Perempuan 20
Dokumen Kelembagaan 1
Aset yang dikelolah Rp.1.080.662.088

Sumber : PT. Pertamina RU Il Produksi Sungai Pakning

Dari tabel diatas menunjukkan organisasi kelompok tani nenas yang
jumlah anggotanya adalah 31 orang. Dengan jumlah laki-laki 11 dan perempuan
20 yang bisa dikatakan lebih banyak perempuan. Dari jumlah perempuan yang
ada, lak-laki hanya 55% dari jumlah perempuan. Dalam aset yang dikelolah,
Program pengembangan kawasan pertanian nenas terintegragsi ini senilai
Rp.1.080.662.008.

Selain kelompok tani yang bekerja sama dalam koprasi untuk proses
pemasaran dan lainnyaa. Kolompok tani juga bekerja sama dengan Pertamina RU
II Prod. Sungai Pakning, Badan Restorasi Gambut, Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Kab. Bengkalis, Dinas Koperasi Kab. Bengkalis.

Tingkatan Sistem merujuk bahwa suatu organisasi harus melakukan upaya
proses perbaikan pada sistem, kebijakan dan berbagai aturan yang menjadi
dasar berbagai program, aktivitas dan kegiatan pada organisasi.

Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mengamanatkan bentuk kelembagaan
pelaku utama meliputi Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani
(Gapoktan), dan asosiasi atau korporasi. Selanjutnya dalam UU No. 19 tahun
2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, pasal 71 tertulis “Petani
berkewajiban bergabung dan berperan aktif dalam Kelembagaan Petani
sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (1) ini disebut lembaga atau kadang-
kadang “Kelembaggan” (Syahyuti et al. 2014) menjelaskan organisasi petani
mempunyai fungsi utama bagi pihak pemerintah adalah untuk memperlancar
komunikasi dan memuluskan administrasi program. Sementara bagi petani,
organisasi sangat penting untuk berbagai fungsi ekonomi kolektif, yakni
meningkatkan skala usaha. Dari sisi politik, organisasi petani merupakan wadah
untuk menjalankan partisipasi pembangunan dan juga sebagai fungsi perwakilan
di hadapan kekuasaan.

Dalam hal ini, kelompok tani tunas makmur di desa kampung jawa sudah
menjalankan tingkatan sistem dalam mengatur kelompoknya untuk tujuan
pemerintah menjalankan pembangunan yang berkalanjutan. Selain itu, dari segi
ekonomi mandiri masyarakat. Kelompok tani dari segi menjalankan sistem
peraturan dari dinas koprasi dan sudah terdaftar dalam dinas koprasi.
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2. Faktor Pendukung Pengelolaan Lahan Gambut Menuju Kemandirian Ekonomi
1. Tersedianya alokasi dana
Kelompok tani tunas makmur mendapat alokasi dana dari program corporate
social responsibility (CSR) melalui PT. Pertamina RU II Produksi Sungai Pakning dalam
hal pengembangan kapasitas.
Tabel 4.1. Alokasi dana Capacity Building PT. Pertamina RU II Produksi Sungai Pakning
dari tahun 2015 sampai tahun 2018

Capacity Building
Perencanaan | Persentasi realisasi keberhasilan | Penerima
manfaat
2015 35.000.000 6 % 31.500.000 90% 159
2016 | 46.000.000 9% 46.000.000 100% 110
2017 | 300.000.000 16 % 393.195.000 131% 4.034
2018 | 350.000.000 16% 352.600.000 101% 3.994

Sumber : PT. Pertamina RU Il Produksi Sungai Pakning

Dapat dilihat dari table diatas, bahwa dari tahun 2015 melalui program CSR PT.
Pertamina RU II Produksi Sungai Pakning dalam Capacity Builing sudah memberi alokasi
dana. Dalam hal ini kelompok tani tunas makmur yang bergerak mulai tahun 2017
mendapat alokasi dana tersebut.

2. kualitas bibit

Kualitas bibit yang ditanam membuat hasil produksi dari tanaman nenas
menjadi lebih baik. yang sebelumnya mendapat hasil nenas yang buahnya kecil.
Dikarenakan bibit yang berkualitas mendapat hasil buah yang besar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Capacity Building Dalam Pengelolaan
Lahan Gambut Menuju Kemandirian Ekonomi di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten
Bengkalis dengan informasi yang telah didapatkan dari informan penelitian melalui
virtual daring dan telah dianalisis, maka penelitan ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Capacity Building dalam pengelolaan lahan gambut yang diterapkan kelompok
tani Tunas Makmur melalui program CSR PT. Pertamina Sei Pakning bahwa
pertama, indikator sumber daya manusia sudah berjalan dengan baik dengan
adanya pelatihan yang diberikan dengan berkembangnya pengetahuan dan
keterampilan yang didapat petani. Dapat dilihat dari hasil nenas yang didapat
berkualitas. Selain itu, dari pendapatan yang diperoleh dari pengelolahan tersebut
sudah bisa menopang ekonomi dari masing-masing anggota kelompok. Kedua,
indikator organisasi dapat dikatakan optimal, mulai dari pengambilan keputusan
yang dilakukan kelompok. Sehingga setiap masalah ataupun kemajuan kelompok
tani dilakukan bersama. Perkembangan organisasi dari manajeman pengelolahan
sudah baik. dengan bertambahnya lahan yang dikelolah, bertambahnya bibit yang
ditanam dan bertambahnya anggota kelompok tani. Selain itu, kerjasama
kelompok tani yang sudah dilakukan untuk kemajuan organisasi. Ketiga, indikator
sistem. Sudah terdaftarnya kelompok tani di Dinas Koprasi dan telah mengikuti
regulasi-regulasi yang ada dari Dinas Koprasi.

2. Faktor pendukung Capacity Building dalam pengelolahan lahan gambut menuju
kemandirian ekonomi di kecamatan bukit batu kabupaten bengkalis dengan
adanya alokasi dana dari program program CSR PT. Pertamina RU II Produksi
Sungai Pakning dalam Capacity Builing dan kualitas bibit bagus yang digunakan
dilahan pertanian nenas.
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DIFUSI INOVASI PENGELOLAAN

LAHAN GAMBUT BERKELANJUTAN

(Studi Kasus Program Arboretum Gambut Marsawa
oleh PT. Pertamina (Persero) RU II Sungai Pakning

Agus Rinaldi,Tantri Leo Sani,Wahyu Andrean,Nilanda Rizky
FISIP Universitas Riau, Pekanbaru
Email: rinaldisinaga78@gmail.com, wahyuandrean39@gmail.com,
fahkrurrifqil2@gmail.com, tantri.leo2411@student.unri.ac.id

Abstrak

Kebakaran hutan dan lahan gambut merupakan bencana rutin yang dihadapi Provinsi Riau pada
musim kemarau.Adapun penyebab dari terjadinya kebakaran hutan dan lahan gambut
terbesar diyakini 90% terjadi karena perbuatan manusia dan sisanya 10% karena bencana alam.
Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya dalam menangani kebakaran ini namun,masih
terkendala dengan kearifan masyarakat lokal. Dimana, masyarakat lokal masih memiliki
kepercayaan bahwasanya dengan membuka lahan dengan cara dibakar. Masih kurangnya
pengetahuan masyarakat mengenai dampak dari tradisi ini menjadikan semakin banyaknya
terjadi kebakaran hutan dan lahan. Maka dari itu diperlukan proses difusi inovasi dalam
mengelola lahan gambut yang bisa mengurangi kebakaran lahan serta meningkatkan
perekonomian masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan
menggunakan studi kasus. Setelah dilakukan penelitian, PT. Pertamina RU II Sungai pakning
melakukan sebuah inovasi pengelolaan lahan gambut dengan membuat Arboretrum Marsawa
yang melibatkan kelompok tani dan masyarakat peduli api MPA). Adapun tujuan dari
pembentukan arboretrum ini untuk mengenalkan dan melindungi ekosistem asli gambut beserta
isinya yaitu flora khas gambut yang juga ada flora langka terancam punah seperti kantong semar
Sumatra. Selain itu juga sebagai wahana edukasi dan riset mengenai gambut.

Kata kunci: difusi inovasi, pengelolaan lahan gambut, cSR

PENDAHULUAN

Fenomena kebakaran hutan dan lahan gambut adalah salah satu bencana rutin
yang dihadapi Provinsi Riau khususnya pada periode kemarau. Kebakaran ini terjadi
hampir di seluruh Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Riaubahkan negara
tetangga seperti Singapura,Malaysia juga merasakan dampaknya sehingga bencana ini
tidak hanya dianggap sebagai bencana lokal tapi sudah menjadi bencana Nasional.
Bencana kebakaran yang terjadi di lahan gambut dapat menimbulkan kabut asap yang
dapat mengancam kesehatan masyarakat serta juga dapat menimbulkan kerugian
dalam bidang ekonomi maupun sosial. Kebakaran lahan dan hutan ini menimbulkan
kerugian baik materiil hingga korban jiwa. Kebakaran juga menyebabkan terjadinya
degradasi lahan gambut yang menimbulkan besarnya emisi karbon yang lepas di
udara dan juga hilangnya biodiversitas di sekitarnya. (Johansen,2015).

Adapun penyebab dari terjadinya kebakaran hutan dan lahan gambut terbesar
diyakini 90% terjadi karena perbuatan manusia dan sisanya 10% karena bencana alam.
Menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi, kebakaran hutan dan lahan
di provinsi Riau menjadi salah satu bencana tahunan yang disebabkan oleh perilaku
manusia. Fakta di lapangan menyatakan bahwa terdapat tindak kesengajaan membakar
hutan dan lahan. Dan tujuan pembakaran tersebut adalah melakukan pembersihan lahan
dalam rangka mempersiapan pembangunan perkebunan.

Melihat hal tersebut tentunya dibutuhkan solusi yang dapat menjawab serta
mengatasi permasalahan ini. Salah satu yang harus dilakukan yaitu melakukan
inovasi. Adapun inovasi yang dimasksud yaitu inovasi dalam megolah lahan yang sesuai
dengan karakteristik dan kebutuhan khalayak sasaran (Finley;McKenzie: Parisot; Sherry;
Spoots dalam Sahin ,2006), yaitu masyarakat petai disekitar sungai pakning.
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PT. Pertamina Refenery Unit (RU) Il yang merupakan salah satu perusahaan yang
ada di Kelurahan Sungai Pakning bekerjasama dengan Masyarakat Peduli Api (MPA)
serta Kelompok Tani melalui program Arboretrum Gambut Marsawa. Sebagaimana
yang kita ketahui bahwasanya Pengelolaan lahan gambut diindonesia dinilai berhasil
sehingga menjadi contoh bagi Negara-negara lain di dunia (Bisnis.com). Adapun tujuan
dari program ini yaitu untuk mengenalkan dan melindungi ekosistem asli gambut
beserta isinya yaitu flora khas gambut yang juga ada flora langka terancam punah
seperti kantong semar Sumatra.Selain itu juga sebagai wahana edukasi dan riset
mengenai gambut.

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan diatas, maka diperlukannya
pengkajian yang lebih mendalam terkait proses difusi inovasi pengelolaan laan
gambutberkelanjutan pada program Arboretrum Gambut Marsawa yang dilakukan
PT. Pertaminna RU II Sungai Pakning.

Difusi Inovasi terbentuk dari dua padanan kata yaitu difusi dan inovasi. Rogers
1995 dalam Sciffman dan Kanuk (2010) menyebutkan difusi merupakan proses dimana
keadaan suatu inovasi dikomunikasikan berdasarkan saluran tertentu dalam periode
waktu tertentu di antara para anggota suatu sistem social. Selain itu, difusi juga dapat
ditafsirkan sebagai suatu bentuk perubahan sosial yaitu suatu proses perubahan yang
terjadi dalam fungsi dan struktur system social.

Tujuan utama dari difusi inovasi yaitu dadopsinya inovasi oleh anggota sosial
tertentu (Nababan,2014;45).Adopsi dapat diartikan sebagai sebuah keputusan untuk
menggunakan inovasi dan penolakan diartikan sebagai keputusan untuk tidak
mengadopsi inovasi( Rogers,2003:17 ; Mardikanto dalam Levs,1996 : 21).Maka proses
difusi inovasi merupakan proses komunikasi persuasif yang tujuan akhirnya tidak hanya
berhenti pada tataran pengetahuan atau kognisi tapi diharapkan sampai pada terjadinya
perubahan perilaku yaitu menerima dan menggunakan inovasi,dalam sistem sosial
tertentu.

Menurut Rogers (2003) dalam proses difusi inovasi terdapat empat elemen pokok
yaitu inovasi(innovation),saluran komunikasi (communication channel),waktu (time)
dan sistem sosial (social system).Inovasi merupakan gagasan,tindakan atau barang yang
dianggap baru oleh sesorang.Dalam hal inikebaruan inovasi diukur secara objektif
menurut pandangan individu yang menerimanya.Jika suatu ide dianggap baru oleh
seseorang maka ia adalah inovasi untuk orang itu.Konsep 'baru’ dalam ide yang inovatif
tidak harus baru sama sekali

Saluran Komunikasi merupakan alat untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi
dari sumber kepada penerima.Dalam memilih saluran komunikasi, sumber paling tidak
perlu memperhatikan (a) tujuan diadakannya komunikasi dan (b) karakteristik
penerima.Jika komunikasi dimaksudkan untuk memperkenalkan suatu inovasi kepada
khalayak yang banyak dan tersebar luas, maka saluran komunikasi yang lebih tepat,
cepat dan efisien, adalah media massa. Tetapi jika komunikasi dimaksudkan untuk
mengubah sikap atau perilaku penerima secara personal, maka saluran komunikasi yang
paling tepat adalah saluran interpersonal.

Jangka Waktu yaitu proses keputusan inovasi, dari mulai seseorang mengetahui
sampai memutuskan untuk menerima atau menolaknya, dan pengukuhan terhadap
keputusan itu sangat berkaitan dengan dimensi waktu. Paling tidak dimensi waktu
terlihat dalam proses pengambilan keputusan inovasikeinovatifan seseorang: relatif
lebih awal atau lebih lambat dalam menerima inovasi,dan kecepatan pengadopsian
inovasi dalam sistem sosial.

Sistem Sosial adalah kumpulan unit yang berbeda secara fungsional dan terikat
dalam Kkerjasama untuk memecahkan masalah dalam rangka mencapai tujuan
bersama(Rogers,2003 :23).Keputusan untuk menerima ataupun menolak sebuah inovasi
dapat mempengaruhi dari tingkat adopsi inovasi tersebut ( Rogers ,2003 : Wyne dalam
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Vries et al,2014).Dalam sistem sosial keputusan untuk menerima atau menolak sebuah
inovasi dapat dilakukan oleh individu atau perorangan, secara bersama-sama dan secara
koersif oleh pihak yang memiliki kekuasaan yang lebih besar ( Rogers 2003).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengguna-
kan studi kasus. Berdasarkan dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan
pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan
penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang
apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam
bentuk bahasa dan kata-kata,dalam suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan
pemanfaatan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007:6).

Penelitian ini ingin mendapatkan gambaran mengenai proses difusi inovasi dalam
pengolahan lahan gambut berkelanjutan pada program arboretrum gambt Marsawa
yang dilakukan oleh PT.Pertamina Sungai Pakning RU ILInforman dalam penelitian ini
yaitu Community Development Officer (CDO) PT.Pertamina dan ketua Masyarakat Peduli
Api (MPA). Lokasi penelitian ini dilakukan di Arboretrum Marsawa yang terletak di
Kelurahan Sungai Pakning, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.
Sedangkan waktu penelitian berlangsung dari bulan Juni 2021 sampai dengan bulan
Agustus 2021.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
observasi,wawancara dan dokumentasi.Adapun data yang digunakan yaitu data primer
dan sata sekunder. Data primer diperoleh dari pengamatan langsung dan wawancara
mendalam dengan informan.Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi
kegiatan difusi inovasi pengolahan lahan gambut pada arboretrum marsawa di Sungai
Pakning.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Arboretrum Gambut Sebagai Inovasi Pengelolan Gambut Berkelanjutan

Arboretum gambut marsawa merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan gambut
berkelanjutan yang dilatar belakangi dengan terjadinya kebakaran hutan serius yang
dialami provinsi riau yang tidak hanya berdampak pada sosial ekonomi namun terhadap
lingkungan khususnya pada flora khas gambut. Menurut Direktur Eksekutif Wahana
Lingkungan Hidup (WALHI),Riau Riko Kurniawan dikutip dalam merdeka.com,
menilai bahwa arboretum gambut marsawa merupakan kegiatan positif terkait aktivitas
di lahan gambut yang tidak hanya menguntungkan masyarakat, namun sekaligus tidak
merusak gambut itu sendiri.

Arboretum gambut marsawa sebagai destinasi wisata alam di kabupaten bengkalis
serta pusat edukasi dan konservasi gambut di provinsi Riau bertujuan untuk melindungi
dan mengenalkan ekosistem asli gambut beserta isinya yang berfokus pada flora khas
gambut serta flora-flora yang terancam punah, salah satunya kantong semar sumatera.

Kondisi sebelum adanya arboretum gambut tersebut, masyarakat belum
paham mengenai informasi tanaman yang ditemui dilahan gambut, sehingga masyarakat
tidak mengetahui manfaat dan dampak dari gambut serta tanaman-tanaman tersebut.
Dan setelah adanya arboretum tersebut telah terlaksana proses edukasi kepada
masyarakat mengenai pentinya menjaga ekosistem gambut dengan datang dan melihat
koleksi tanaman disana. Selain itu juga sekolah dasar didaerah tersebut yang tidak
memilki kurikulum lingkungan dapat belajar langsung di arboretum sebagai wadah
pendidikan dan riset mengenai gambut sehingga mampu menunjang pelaksanaan
kurikulum lingkungan khususnya gambut.
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B. Saluran Komunikasi Arboretrum Gambut

Dalam proses difusi terdapat elemen saluran komunikasi yang digunakan agar
inovasi tersebut dapat diterima dan terlaksana meliputi tujuan diadakannya komunikasi
dan karakteristik penerima. Proses difusi inovasi arboretum gambut marsawa
menunjukkan saluran komunikasi yang melibatkan kelompok masyarakat. Dalam hal ini
koperasi tani tunas makmur dan beberapa anggota kelompok MPA.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, bentuk saluran komunikasi yang
dilaksanakan pihak pertamina merupakan kategori interpersonal,strategi komunikasi
yang dilakukan awalnya dengan melakukan pendekatan terhadap tokoh yang
berpengaruh pada kelompok masyarakat disana dan setelah terjalinnya kerjasama maka
dilaksanakan rapat kelompok, pemberian bantuan peralatan,berbagai pelatihan seperti
pelatihan pengelolaan pariwisata, pengelolaan tanaman dan lain-lain.Kelompok-
kelompok masyarakat tersebut awalnya sudah terbentuk namun, dari kelompok serta
sistem didalamnya belum berjalan dengan baik, dan setelah adanya keterlibatan dari
pihak pertamina mulai memberikan edukasi terkait pengelolaan kelompok kedepannya.

Namun,hasil daripada komunikasi tidak selalu berjalan dengan apa yang
diharapakan, hal ini terbukti dengan kurangnya partisipasi dari beberapa anggota
kelompok yang mana berdasarkan observasi dilapangan melihat bahwa beberapa
anggota memiliki keinginan tersendiri yang belum dapat dipenuhi program tersebut.
Salah satunya dalam hal ekonomi, dimana program arboretum ini tidak hanyak
mengangkat isu ekonomi tetapi juga isu lingkungan. Berdasarka isu lingkungan kegiatan
ini sudah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan namun dari sisi ekonomi kegiatan
ini belum sepenuhnya memnuhi harapan anggota.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Rizal selaku Community
Development Officer (CDO) PT.Pertamina,anggota kelompok terkesan terburu-buru
untuk mendapatkan hasil ekonomis, dimana hasil yang didapatkan tentu tidak instan,
sehingga anggota jadi kurang aktif dalam merawat programnya.Keadaan ini benar
terjadi dibuktikan dengan hasil observasi peneliti yang melihat keadaan infrastruktur
arboretum yang rusak dan terbengkalai, ditambah dengan situasi pandemi yang mana
pengunjung ke arboretum juga semakin menurun sehingga memicu hasil ekonomis yang
didapat melalui penjualan tiket, makanan, dan wahana di arboretum ikut menurun.

C. Jangka Waktu Difusi Inovasi Arboretrum Gambut

Dalam proses difusi juga terdapat elemen jangka waktu. Setiap proses keputusan
inovasi mulai dari seseorang mengetahui sampai dengan memutuskan untuk menerima
atau menolaknya, dan pengukuhan terhadap terhadap keputusan itu sendiri sangat erat
kaitannya dengan dimensi waktu.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, jangka waktu yang
dibutuhkan untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat terkait program
arboretum memakan waktu sekitar 1 tahun untuk melakukan pemetaan sosial yang
dilakukan dengan cara sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan terlebih dahulu
sebelum jalannya program arboretum.Jangka waktu yang dibutuhkan untuk
menyelesaikan arboretum sendiri dari mulai mencetuskan ide sampai dengan di
sahkan/disetujui dan terlaksananya program arboretum ini memakan waktu sekitar 2
tahun, yakni dari 2016-2018.

D. Sistem Sosial

Sistem sosial merupakan kumpulan unit yang berbeda secara fungsional dan
terikat dalam kerjasama untuk memecahkan masalah dalam rangka mencapai tujuan
yang telah ditetapkan bersama.
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Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa terdapat 2 unit yang berbeda secara
fungsional dan bekerjasama dengan CSR Pertamina dalam program arboretum di
Kampung Jawa, antara lain:

1) Koperasi Tani Tunas Makmur, terdapat 3 bidang antara lain :
a. UKM

b. Arboretum Gambut

c. Pertanian Nanas

2) MPA (Masyarakat Peduli Api)

Adapun cara agar kerjasama tersebut dapat berjalan dengan efektif yaitu dengan
mengadakan rapat dan forum rutin di masyarakat untuk membahas permasalahan yang
timbul. Rapat dan pertemuan memang sengaja dibuat agar semangat kelompok terjaga
dan bisa tetap kompak dan konsisten untuk menjalankan program.

Hasil ataupun keputusan yang diambil pada saat dilaksanakannya rapat rutin
antara lain adalah untuk lebih rutin lagi melakukan rapat, memetakan rencana untuk
mengadakan gotong- royong rutin di arboretum, dan juga membahas langkah-langkah
yang diperlukan untuk membahas masalah-masalah yang muncul di arboretum.

KESIMPULAN

Arboretum gambut marsawa merupakan bagian dari program pengelolaan
gambut berkelanjutan oleh CSR PT. Pertamina (Persero) RU II Sungai Pakning. Dalam
proses pelaksanaan kegiatan tersebut muncul permasalahan ditengah kerjasama antara
pertamina dan masyarakat, oleh sebab itu peneliti bertujuan menggambarkan bagai-
mana proses difusi inovasi arboretum gambut marsawa. Bentuk saluran komunikasi
yang dilaksanakan pihak pertamina merupakan kategori interpersonal, strategi komuni-
kasi yang dilakukan awalnya dengan melakukan pendekatan terhadap tokoh yang
berpengaruh pada kelompok masyarakat. Namun, dalam proses komunikasi partisi-
pasi dari kelompok masyarakat juga berkurang yang mana keadaan ini berbenturan
dengan keinginan beberapa anggota pada hasil ekonomis.

Jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan arboretum sendiri dari mulai
mencetuskan ide sampai dengan di sahkan/disetujui dan terlaksananya program
arboretum ini memakan waktu sekitar 2 tahun, yakni dari 2016-2018. Pada sistem
sosialnya ditemukan bahwa terdapat 2 unit yang berbeda secara fungsional dan
bekerjasama dengan CSR Pertamina dalam program arboretum di Kampung Jawa yaitu
koperasi tunas makmur dan kelompok MPA.
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INVENTARISASI ETNOEKOLOGI MASYARAKAT LAHAN GAMBUT
DALAM PELESTARIAN BIODIVERSITAS BERBASIS KEARIFAN LOKAL:
A case study di Kawasan Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis

M Agung Alwanda, Muhammad Eizlan, Nayu Argustiya Ningsih
Tadris IPA, UIN SUSKA RIAU, Kota Pekanbaru
Email: agungalwanda541@gmail.com

Abstrak

Riau merupakan salah satu daerah yang memiliki kawasan lahan gambut terbesar di Indonesia.
Gambut mampu menampung hingga 30 % jumlah karbon dunia agar tidak terlepas ke atmosfer.
Kemudian lahan gambut mempengaruhi perubahan iklim, bencana alam dan menunjang
perekonomian masyarakat sekitar. Hal ini tentu pelestarian biodiversitas sangat penting
dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah menginventarisasi bentuk pelestarian biodiversitas yang
dilakukan oleh masyarakat lokal (etnoekologi) di sekitar kawasan gambut. Jenis penelitian ini
adalah case study. Metode penelitian menggunakan in-dept interview, observasi, dan
dokumentasi. Prosedur dimulai dari persiapan, survey lokasi penelitian, pengambilan data (data
primer dan sekunder), dan menganalisis data. Subjek penelitian adalah tokoh masyarakat,
perangkat desa dan masyarakat lokal di kecamatan bukit batu, Kab. Bengkalis. Analisis data
menggunakan secara metode analisis miles-huberman untuk kualitatif yang terdiri dari reduksi
data, penyajian data dan membuat kesimpulan.

Kata Kunci: lahan gambut, masyarakat, etnoekologi

PENDAHULUAN

Berdasarkan dari data kerusakan hutan yang berada di Negara ini ( Indonesia ),
laju penurunan atau kerusakan hutan dari tahun ke tahun semakin bertambah atau
meningkat. Laju kehilangangan areal hutan secara permanen jika dilihat data yang
bersumber dari Baplan pada priode tahun 1997 - 2000 mencapai angka 2,83 juta /
tahun.lahan gambut yang berada di kawasan negeri ini di perkirakan menempati urutan
ke emapat dengan luas sebesar 20 juta hektar, dan di atas Indonesia ada Negara seperti
Negara uni soviet dan juga amerika. Lahan gambut di Indonesia ini yang paling banyak
terdapat di pulau papua, Sulawesi, Kalimantan dan juga Sumatera. (Nugroho, 2013)

Di Pulau Sumatera terdapat Provinsi Riau yang memiliki lahan gambut terluas di
pulau ini dengan luas berkisar 4 juta hektar atau sekitar hampir 56 % dari total luas
lahan gambut yang berada di pulau sumatera ini (Wahyunto et.al,, 2003). Dikarenakan
provinsi Riau ini memiliki lahan gambut yang luas maka taidak heran masyarakat di
Provinsi ini sangat memanfaatkan kondisi tersebut dengan menjadikan lahan ini sebagai
lahan pertanian yang bisa di tanami tumbuhan seperti sayur mayur, nenas dan juga
sawit dengan melihat ketebalan dari tanah tersebut. ( Mario, 2002 ) Tanah gambut ini
memiliki 2 ketebalan yakni ketebalan yang dalam dan dangkal, jadi ada tumbuhan yang
bisa hidup di ketebalan yang dangkal dan ada pula yang bisa hidup di ketebalan yang
dalam.

Akan tetapi lahan gambut yang berada di Provinsi Riau ini, sekitar kurang lebih
2,30 hektar telah terdegradasi. Walaupun begitu sebagian lahan gambut masih tetap bisa
di manfaat kan oleh masyarakat setempat, sebagian besar dari mereka menjadikan lahan
tersebut sebagai tempat budidaya tanaman tanaman perkebunan, seperti budidaya
sawit, nenas dan juga karet yang memiliki hasil lumayan jika di jual. Bukan hanya itu
mereka juga memanfaatkan untuk budidaya tumbuhan atau tanaman pangan seperti
jagung, ubi jalar dan lain nya. Walaupun begitu masih banyak lahan gambut yang belum
dimanfaatkan oleh masyarakat, padahal lahan tersebut sangat menjajnjikan jika
dimanfaatkan sebagai lahan pertanian (Ratmini, 2012).

Pemanfaatan lahan gambut tentu akan mempengaruhi penurunan dari
biodiversitas asli di kawasan daerah tersebut. Nilai jasa biodiversitas ialah sebagai
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pelindung keseimbangan siklus hidrologi dan juga tata air, penjaga kesuburan tanabh,
lingkungan laut melalui dari pasokan unsur hara dari serasah hutan; pencegah erosi,
abrasi dan juga pengendali iklim mikro. ( Agus, 2008 ) Manfaat biodiversitas sendiri
memiliki nilai warisan yang sangat tinggi sehingga sangat penting untuk menjaga
kelestarian biodiversitas untuk generasi yang akan datang. Biodiversitas ialah
merupakan nilai pilihan yang menjadi penting di masa yang akan datang. Manfaat
biodiversitas adalah nilai konsumtif untuk pemenuhan kebutuhan pangan sandang dan
papan. Nilai produktifnya berkaitan dengan perdagangan lokal maupun nasional dan
juga internasional(Herman, 2016).

Etnoekologi adalah cabang ilmu yang mengkaji hubungan antar masyarakat suatu
daerah dengan lingkungan sekitar nya. Masyarakat melakukan adaptasi dan
interaksinya dengan alam dan kemudian mengembangkan budaya yang dimilikinya
sehingga terjadi proses-proses perubahan ekosistem. Keanekaragaman pola adaptasi
dan kawasan atau lingkungan hidup yang berada pada masyarakat di indonesia
diturunkan secara turun temurun dari nenek moyang mereka dan hal itu juga jadi
pedoman dalam memanfaatkan suberdaya alam dan lingkungan sekitarnya yang dikenal
sebagai kearifan lokal di sebuah daerah atau masyarakat. ( Rachmiwiti, 2014 ). Dari
kearifan lokal ini masyarakat bisa bertahan dari berbagai krisis, yang salah satunya
yakni krisis kebudayaan dan juga ekonomi .Maka dari itu kearifan lokal sangat penting
untuk dibahas dan dilestarikan dalam suatu masyarakat guna menjaga keseimbangan
dengan lingkungannya sekaligus dapat melestarikan lingkungan sekitar nya.
(Notoatmodjo, 2003)

Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi
Riau yang memiliki lahan gambut cukup luas. Kabupaten Bengkalis ini mempunyai 111
kecamatan 136 Desa dan terbagi menjadi 19 Kelurahan. Di Kabupaten Bengkalis ini
terdapat lahan gambut yang sudah di manfaatkan namun masih di temukan juga lahan
lahan gambut yang belum dimanfaatkan. Masyarakat di provinsi ini juga mayoritas ber
profesi sebagai petani dengan memanfaatkan lahan gambut yang mereka miliki untuk
mendapatkan penghasilan yang lebih. Kemudian di Kabupaten ini juga banyak
ditemukan keanekaragaman hayati yang salah satu nya yaitu masih di temukan nya
pohon pohon bakau yang juga di manfaatkan masyarakat sebagai tempat wisata. (
Masganti, 2014 ). Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini bertujuan
untuk menginventarisasi bentuk pelestarian biodiversitas yang dilakukan oleh
masyarakat lokal (etnoekologi) di sekitar kawasan lahan gambut yang berada di
Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis tepatnya di Desa Dompas dan Desa
Kelurahan Sungai Pakning, Kampung Jawa

METODE

Penelitian ini di lakukan atau dilaksanakan pada bulan juli sampai dengan bulan
agustus 2021. Dan juga penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Bukit batu Kabupaten
Bengkalis tepatnya di 2 Desa Yakni Desa Dompas dan juga Desa kelurahan Sungai
Pakning, Kampung Jawa. Responden pada penelitian kali ini ialah 2 Petani sawit dan juga
nenas serta perangkat desa dan juga tokoh masyarakat. Pemilihan desa yang di gunakan
sebagai subjek penelitian ialah desa yang memiliki daerah dominan di tanami nenas dan
juga desa yang dominan di tanami sawit oleh masyarakat sekitar. Untuk inventarisasi
pelestarian biodiversitas oleh masyarakat local, teknik pemilihan responden atau
narasumber berdasarkan rekomeendasi dari perangkat desa kemudian setelah itu
dilakukan secara snowball sampling yaitu meminta saran dari responden sebelumnya.

Metode pengumpulan data yang di pakai atau yang digunakan pada penelitian kali
ini ialah wawancara dan survey langsung ke lapangan. Populasi pada penelitian ini yakni
kelompok keluarga yang berprofesi sebagai petani sawit dan juga nenas. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini ialah analisis data kualitatif Hasil analisis data kualitatif

Kerjasama PT. Pertamina RU Il Sungai Pakning dan Laboratorium FISIP UNRI, Pekanbaru, 25 Agustus 2021

109



ISSN 2808-1536 Prosiding Seminar Nasional

Tata Kelola Ekosistem Gambut Berkelanjutan Berbasis Masyarakat

berupa pemaparan dalam bentuk uraian naratif mengenai situasi yang diteliti pada
penelitian ini. Peneliti akan melakukan reduksi data dan memaparkan hasil serta
penarikan kesimpulan menggunakan metode triangulasi

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran umum Kecamatan Bukit Batu

Kecamatan Bukit batu merupakan salah satu kecamatan yang berada di
Kabupaten Bengkalis. Kecamatan Bukit Batu luas wilayah 16200 KM?. Kecamatan
Bukit batu ini dulu nya sering di sebut sebagai kawasan yang di atasnya terdapat
minyak dan di bawah nya terdapat juga minyak. Namun pada saat ini kawasan Bukit
batu ini sudah banyak di tanami sawit, karet dan kelapa dan kecamatan ini juga
memiliki kawasan hutan yang luas.

Kecamatan Bukit Batu memiliki beberapa Desa diantara nya yaitu Desa Dompas
dan Juga Desa kelurahan sungai pakning Kampung jawa yang merupakan daerah
yang kami jadikan penelitian dikarenakan daerah tersebut memiliki mayorritas
tanah gambut dan juga banyak warga nya yang melakukan pelestarian biodiversitas
di tanah gambut tersebut. Berikut ialah gambaran umum dari Desa Dompas dan
Desa Kelurahan Sungai Pakning Kampung Jawa
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Gambar 1. Peta Kecamatan Bukit Batu

e Desa Dompas

Desa Dompas merupakan salah satu desa yang terletak di
Kecamatan Bukit Batu. Desa ini memiliki mayoritas tanah nya yaitu tanah
/ lahan gambut yang sudah banyak di manfaatkan oleh warga sekitar
untuk di tanami tumbuhan tumbuhan yang bisa hidup di lahan gambut
yang contoh nya yaitu nenas, sawit, nenas, buah naga dan juga jahe.

“Ya, mayoritas lahan gambut dan hampir semua lahan sudah di

manfaat kan untuk menanam nenas, sawit, buah naga, jahe dan

juga sawit” ( Berlian, Perangkat Desa, 22 Juli 2021 )

Dikarenakan daerah ini banyak lahan gambut nya maka warga
sekitar memanfaatkan itu semua untuk dapat bisa menaikkan ekonomi
mereka melalui pertanian. Banyak warga juga yang membentuk atau
membuat kelompok tani untuk pelestarian biodiversitas disana. Rata rata
mereka membuat kelompok tani nenas dan sawit.

Dan juga di Desa tersebut rutin diadakan penyuluhan atau
sosialisasi tentang budidaya tumbuhan yang salah satunya ialah nenas.
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Dan kegiatan tersebut di lakukan di balai desa dan juga terkadang
langsung ke kelompok tani nya masing masing

“Iya pernah dari salah satu PT Di Singapura datang ke daerah ini untuk
bertemu warga di balai desa dan memberi sosisalisasi tentang budidaya
nenas. Dan juga kebanyakan banyak orang yang memberi sosialisasi
langsung datang ke kelompok tani nya masing masing” ( Berlian,
Perangkat Desa, 22 Juli 2021 )

“Iyaa benar, karena banyak orang yang
bekerja di lahan tersebut dan juga misalnya ada panen maka hasil
panen nya di bagikan juga kepada masyarakat yang kurang

mampu” ( Berlian, Perangkat Desa, 22 Juli 2021 )
. o &

ke rumah narasumber ke rumah narasumber

Desa Kelurahan Sungai Pakning, Kampung Jawa

Desa Kelurahan Sungai Pakning Kampung jawa merupakan salah
satu desa yang berada di Kecamatan Bukit Batu. Sama seperti Desa
Dompas, Desa ini juga memiliki mayoritas tanah gambut, akan tetapi di
Desa ini masih banyak dijumpai lahan gambut yang belum di pergunakan
untuk pertanian. Kebanyakan lahan gambut disini belum dikelola dan
masih berbentuk hutan atau semak belukar.

“iya masih dikarenakan banyak yang punya lahan disini tidak

berdomisili disini maka dari itu lahan mereka dibiarkan begitu

saja dan menjadi semak belukar dan ketika musim kemarau
datang banyak lahan mereka terbakar dan membuat gambut nya
habis” ( Yusuf, Perangkat Desa, 23 Juli 2020 )

Masyarakat di Desa ini mayoritas profesi nya yaitu sebagai petani
dengan memanfaatkan lahan gambut tersebut menjadi lahan pertanian.
Di lahan gambut tersebut mereka menanam sayur mayor, nenas dan juga
sawit. Dan juga mereka sempat bekerja sama dengan PT Pertamina untuk
budidaya nenas

“Untuk menanam sayur mayor, nenas, sawit. Kemaren juga ada

kerja sama antara CSR Pertamina dengan masyrakat disini untuk

budidaya nenas” ( Yusuf, Perangkat Desa, 23 Juli 2020 )
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Gambar 3 Kunjungan ke Kkebun Gambar 4 Kunjungan ke kebun
narasumber narasumber

B. Pelestarian Biodiversitas lahan gambut di Desa Dompas dan Desa
kelurahan Kampung Jawa

Biodiversitas merupakan semua kehidupan yang berada di permukaan

bumi baik itu, tumbuhan, hewan, jamur dan mikroorganisme lain nya. Akan
tetapi pada peneletian kami ini kami berfokus pada pelestarian salah satu
biodiversitas yakni tumbuhan yang di budidaya pada lahan gambut, yakni sawit
yang terletak pada Desa Dompas dan Nenas yang terletak di Desa Kelurahan
Sungai Pakning Kampung jawa.

KESIMPULAN

Pelestarian Biodiversitas di Desa Dompas

Di Desa Dompas ini sebenarnya banyak lahan gambut yang sudah
di manfaatkan atau di kelola sebagai lahan pertanian, para masyarakat
menjadikan lahan gambut ini untuk menanam sawit, nenas, buah naga
dan baru baru ini mereka mencoba untuk menanam jahe di lahan gambut
yang mereka punya.

Sebenarnya bukan hanya itu saja, di Desa Dompas juga terdapat
pohon Bakau yang di jaga dan di rawat oleh masyarakat dan ada
beberapa juga menjadikan wilayah pohon bakau tersebut menjadi
tempat santai dan tempat berwisata, sehingga menjadi daya tarik bagi
masyarakat ataupun pendatang untuk mengunjungi desa tersebut.

Pelestarian Biodiversitas di Desa Kelurahan Sungai Pakning
Kampung Jawa

Biodiversitas di Kampung jawa ini tidak sebanyak yang ada di
Desa Dompas. Kampung jawa memiliki banyak lahan gambut yang belum
di manfaatkan dikarenakan para pemilik lahan banyak yang bukan orang
setempat dan di biiarkan begitu saja, sehingga menjadi hutan atau semak
yang rentan dan sering juga terbakar.

Walaupun banyak lahan yang belum dimanfaatkan akan tetapi
ada beberapa lahan yang sudah di manfaat kan untuk menanam tanaman
hias, sayur mayor, sawit dan nenas dan mayoritas warga atau petani
disini melakukan budidaya nenas. Maka dari itu kami melakukan
penelitian nya lebih spesifik ke budidaya nenas nya saja.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat di
ambil kesimpulan bahwa masyarakat Desa Dompas dan Desa Kelurahan Sungai Pakning
melakukan pelestarian biodiversitas dengan cara budidaya flora yang ada di kawasan
tersebut di antara nya yakni Bakau, Sawit dan Nenas.Selain Bakau, Sawit dan Nenas
sebenarnya ada beberapa masyarakat juga melakukan budidaya atau pelestarian jenis
tumbuhan yang lain, misalnya yaitu buah naga, jahe dan juga sayur mayor. Akan tetapi
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hanya beberapa masyarakat saja dan di budidaya dalam bentuk yang sederhana saja,
dan hasilnya kebanyakan untuk di konsumsi secara pribadi.

Ucapan Terima Kasih
Terimakasih kepada para narasumber yang telah bersedia di wawancara dan kami

juga mengucapkan terimakasih kepada para perangkat desa yang telah membantu kami
selama melakukan penelitian
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Abstrak

Program Konservasi dan Revitalisasi Mangrove Permata Hijau PT Pertamina RU II Sungai
Pakning merupakan program CSR pelestarian lingkungan yang berbasis pada pemberdayaan
masyarakat (community development), tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran
masing - masing stakeholder yang terlibat dalam program permata hijau dengan menggunakan
konsep penta helix. Metode yang digunakan adalah Kualitatif dengan studi pustaka, dengan
menelaah berbagai sumber yang ada dan memberikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini
adalah model triple helix yang digunakan oleh PT Pertamina saat ini sudah maksimal, namun
diperlukan pengembangan lebih lanjut untuk melibatkan aktor lainnya seperti media dan
masyarakat secara langsung dalam pelaksanaan program permata hijau.

Kata Kunci: triple helix, program pemberdayaan

PENDAHULUAN

Masyarakat pesisir menggantungkan hidupnya pada pantai dan laut. Pantai dan
laut menjadi urat nadi kehidupan masyarakat, sehingga kualitas lingkungan pesisir
harus dijaga kelestariannya. Penurunan kualitas lingkungan pesisir diindikasikan
dengan kerusakan mangrove. Mangrove merupakan karakteristik dari bentuk tanaman
pantai, estuari atau muara sungai, dan delta di tempat yang terlindung daerah tropis dan
sub tropis. Dengan demikian maka mangrove merupakan ekosistem yang terdapat di
antara daratan dan lautan dan pada kondisi yang sesuai mangrove akan membentuk
hutan yang ekstensif dan produktif. Hutan mangrove memiliki nilai ekonomis dan
ekologis yang tinggi, tetapi sangat rentan terhadap kerusakan.

Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu wilayah dengan penghasilan
penduduk yang bergantung pada pesisir pantai. Di Indonesia wilayah Provinsi Riau
memiliki luas mangrove mencapai 2,25% atau 206.292,642 hektar dan khususnya di
daerah bengkalis mencapai 55.292,937 hektar (Heriyanto, 2012). Hal ini menjelaskan
bahwa hampir sebagian besar masyarakat kabupaten bengkalis merupakan masyarakat
pesisir yang bergantung kehidupan dengan keadaan pantai. Apabila keadaan ekosistem
pesisir tidak mencapai kestabilan, maka hal tersebut akan mengganggu
keberlangsungan kehidupan masyarakat. Kerusakan hutan mangrove sebab abrasi, juga
akan menyebabkan terganggunya penghasilan nelayan yang bergantung kehidupan
dengan keadaan pantai. Program Permata Hijau merupakan salah satu program CSR
(Corporate Social Responsibility) yang dicanangkan oleh Pertamina Sungai Pakning
dalam mengatasi permasalahan ekosistem mangrove di Kabupaten Bengkalis.

Program tersebut memiliki 2 Inovasi dalam mencapai kesejahteraan masyarakat
di sekitaran diantaranya: Ekowisata Mangrove dan TRIMBA (Triangle Mangrive Barrier).
Dari adanya program tersebut mampu menghasilkan dampak layaknya pencegahan
abrasi dengan meningkatkan sedimentasi pantai dalam upaya pemecah ombak, dan juga
peningkatan pengelolaan ekowisata mangrove serta peningkatan ekosistem biota laut.
Apabila dilihat dari sisi positifnya, maka program permata hijau cukup dikatakan efektif
dalam membangun kembali kawasan hutan mangrove dan sosial perekonomian
masyarakat setempat. Hingga kini pemahaman yang keliru bahwa rehabilitasi mangrove
dapat dilakukan dengan mudah menggunakan pendekatan penanaman artifisial masih
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kerap terjadi. Dampak yang timbul akibat pengupayaan menyebabkan kerugian besar
dan kerusakan pada lahan mangrove semakin parah.

Di sisi lain, teknik rehabilitasi mangrove dengan pendekatan perbaikan hidrologi
belum dapat diterima secara luas karena dipandang rumit, dan mahal. Pada situasi inilah
proyek rehabilitasi mangrove yang diusulkan menjadi sangat penting. Menurut Lewis
(1982a) semua habitat mangrove dapat memperbaiki kondisinya secara alami dalam
waktu 15 - 20 tahun, jika paling tidak dua kondisi berikut dapat dipenuhi diantaranya
kondisi normal hidrologi tidak terganggu dan ketersedian biji dan bibit mangrove serta
jaraknya tidak terganggu atau terhalangi. Maka dari itu, perlu adanya cara yang mampu
memastikan keadaan tersebut untuk dapat mencapai program permata hijau (ekowisata
mangrove) secara maksimal. Hal ini memerlukan keterlibatan pemerintah dalam
berupaya memberikan suatu kebijakan khusus, atau bahkan pihak bisnis yang akan
dirugikan di serta akademisi yang memahami permasalahan mangrove. Keterlibatan
ketiga sektor tersebut berpengaruh terhadap serangkaian tindakan dalam mengatasi
permasalahan masyarakat pesisir khususnya di Bengkalis. Hal ini berkaitan dengan
penguatan kolaborasi dari ketiga sektor tersebut yang dilihat berdasarkan teori
kolaborasi tripel helix.

Triple Helix merupakan penggerak lahirnya kreativitas, ide, dan ketrampilan
(Aribowo et al.,, 2018). Cendekiawan dalam kontek ini memiliki peran menerapkan ilmu
dan menularkannya. Tripel Helix melibatkan 3 sektor untuk dapat memberikan suatu
inovasi terhadap pemecaan masalah atau fenomena disuatu daerah diantaranya
Pemerintah, Bisnis dan juga akademisi. Adapun tiap peran dari sektor yang terlibat
diantaranya: peran bisnis adalah sebagai entitas organisasi yang diciptakan untuk
menyediakan barang atau jasa bagi konsumen. Bisnis umumnya dimiliki swasta dan
dibentuk untuk menghasilkan keuntungan dan meningkatkan kemakmuran bagi
pemiliknya, serta dapat berbentuk melalui kepemilikan tunggal, kemitraan, korporasi
dan koperasi. Dan Lembaga yang memiliki otoritas pengembangan adalah government
(pemerintah), baik pemerintah pusat maupun daerah.

Model pengembangan Triple helix didasarkan pada sebuah premis bahwa penting-
nya kerjasama antara Universitas atau lembaga pendidikan, pemerintah dan industri
atau kelembagaan terkemuka tradisional (bisnis). Kunci pengembangan Triple helix
adalah meningkatkan sirkulasi antara universitas, industri dan pemerintah sebagai agen
pembangunan dan sebaliknya, tersumbatnya sirkulasi adalah indikasi kegagalan
masyarakat, keterbelakangan, ide ide dan inovasi. Triple helix sebagai aktor utama harus
selalu bergerak sehingga terbentuk concensus space, ruang kesepakatan dimana ketiga
aktor ini mulai membuat kesepakatan dan komitmen atas suatu hal yang akhirnya akan
mengarahkan terbentuknya innovation space, inovasi yang dapat dikemas menjadi
produk inovatif bernilai ekonomis.Pemanfaatan teori tersebut akan di komparasi
dengan adanya program CSR (Corporate Social Responsibility) yang dikeluarkan oleh
Pertamina RUU II Sungai Pakning yaitu Program Permata Hijau untuk dapat melihat
sejauh mana tingkat partisipasi dan kesesuaian peran setiap sektor dalam mengelola
Program Permata Hijau.

METODE
Jenis penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Kualitatif dengan tipe
penelitian historis merupakan salah satu tipe dan pendekatan dalam penelitian kualitatif
yang bertujuan untuk merekonstruksi kembali secara sistematis, akurat, dan objektif
kejadian atau peristiwa yang pernah terjadi dimasa lampau dengan menggunakan
pendekatan normatif dan interpretatif. Menurut Cohen (1980) (dalam Yusuf,2014 : 346-
347), apabila seseorang menggunakan tipe penelitian historis berarti ia melakukan
penyelidikan, penilaian, menyintesiskan bukti, dan menetapkan lokasi secara sistemik
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dan objektif untuk mendapatkan atau menetapkan fakta dan mengambil kesimpulan

yang tepat tentang objek yang telah terjadi di masa lampau. Beberapa ciri khusus

penelitian historis sebagai berikut :

1) Lebih banyak tergantung pada data yang ditulis, dicatat atau diobservasi oleh orang
lain dari pada diobservasi oleh peneliti sendiri.

2) Berlainan dengan anggapan popular, peneliti historis haruslah tertib, ketat,
sistematis, dan tuntas.

3) Tergantung pada dua macam data: primer dan sekunder.

Penelitian historis ini juga dapat disebut sebagai kajian literatur. Menurut
(Afifuddin, 2012) bahwa kajian literatur adalah alat penting yang digunakan sebagai
contact review,karena sangat berguna dan membantu dalam memberikan konteks dan
arti di dalam sebuah penulisan yang sedang dilakukan dan juga melalui kajian
literatur ini peneliti dapat menyatakan secara eksplisit dan pembaca juga
mengetahui, mengapa hal tersebut harus diteliti, baik dari segi sebjektif maupun dari
sisi hubungan penelitian dengan peneltian lain yang relevan.

Menurut (Marzali, 2016) Kajian literatur adalah satu bentuk penelitian
kepustakaan dengan membaca berbagai jenis buku dan jurnal, dan sejenisnya yang
berkaitan dengan topik pembahasan penelitian guna untuk menghasilkan sebuah karya
tulisan ilmiah, seperti skripsi,tesis, dan disertasi. Penulis mencari literatur yang sesuai
dengan topik dan pembahasan penelitian, tentang masyarakat dan wilayah penelitian,
tentang teori-teori yang digunakan dan dihasilkan yang berkaitan dengan topik
penelitian yang akan diteliti, tentang metode penelitian yang digunakan dan seterusnya.

Kajian literatur dilakukan dengan kesadaran bahwa pengetahuan akan bertambah
secara terus menerus (berakumulasi), bahwa topik dan daerah/wilayah penelitian yang
akan kita lakukan sudah pernah dilakukan oleh orang sebelumnya, dan kita dapat
belajar dari apa yang telah orang lain lakukan. Menurut Marzali (2016) tujuan utama
dari kajian literatur adalah kajian literatur yang dilakukan guna menulis sebuah makalah
untuk memperkenalkan kajian kajian baru pada topik tertentu yang penting untuk
diketahui oleh orang yang bergiat dalam bidang penelitian tersebut, dan sewaktu-waktu
makalah ini dapat diterbitkan untuk kepentingan umum, kedua untuk kepentingan
penelitian sendiri. Dalam hal ini peneliti membuat kajian literatur dimaksudkan untuk
memperkaya wawasan peneliti tentang topik bahasan tertentu serta menolong peneliti
dalam memformulasikan masalah penelitian, dan menolong peneliti dalam
menentukan metode-metode dan teori yang tepat digunakan dalam penelitian tersebut.
Kajian-kajian dari penelitian orang lain dapat kita gunakan sebagai literatur dalam
penelitian yang akan kita lakukan, khususnya bagi mahasiswa yang akan menulis karya
ilmiah.

Kajian literatur merupakan alat yang penting sebagai contect review, karena
literatur sangat berguna dan sangat membantu dalam memberi konteks dan arti dalam
penulisan yang sedang dilakukan serta melalui kajian literatur ini peneliti juga dapat
menyatakan secara eksplisit dan pembaca mengetahui, mengapa hal yang ini ingin
diteliti merupakan masalah yang memang harus diteliti, baik dari segi subjek yang akan
diteliti dan lingkungan manapun dari sisi hubungan penelitian dengan tersebut dengan
penelitian lain yang relevan.

Secara singkat, Fraenkel, Wallen, & Hyun (2012) mengemukakan batasan kajian
pustaka atau referensi sebagai berikut. Kajian literatur adalah suatu kajian khazanah
pustaka yang mendukung pada masalah khusus dalam penelitian yang sedang kita
kerjakan. Kajian ini sangat berguna bagi peneliti, misalnya untuk memberikan gambaran
masalah yang akan diteliti, memberikan dukungan teoritis konseptual bagi peneliti, dan
selanjutnya berguna untuk bahan diskusi atau pembahasan dalam penelitian. Disamping
itu, kajian pustaka ataua literatur dapat membimbing peneliti untuk menyusun suatu
hipotesis penelitian yang dikerjakannya.
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b. Teknik dan instrumen pengumpulan data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu mencari
data mengenai hal - hal atau variabel yang berupa catatan, buku, makalah atau artikel,
jurnal dan sebagainya (Arikunto,2010). Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah
daftar check-list Kklasifikasi bahan penelitian, skema/peta penulisan dan format catatan
penelitian.
C. Teknik analisis data
Setelah keseluruhan data terkumpul maka langkah selanjutnya penulis
menganalisis data tersebut sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Untuk memperoleh
hasil yang benar dan tepat dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik
analisis kritis. Analisis kritis adalah sebuah pandangan yang menyatakan peneliti
bukanlah subyek yang bebas nilai ketika memandang penelitian. Analisis yang sifatnya
kritis umumnya beranjak dari pandangan atau nilai - nilai tertentu yang diyakini oleh
peneliti. Oleh karena itu keberpihakan peneliti dan posisi peneliti atas suatu masalah
sangat menentukan bagaimana teks/data ditafsirkan. Paradigma kritis lebih kepada
penafsiran karena dengan penafsiran kita dapatkan dunia dalam, masuk menyelimuti
dalam teks, dan menyikapi makna yang ada di baliknya.
Adapun langkah - langkah strategis dalam penelitian analisis menurut Sanusi
(2016), sebagai berikut :
1. Penetapan desain atau model penelitian. Disini ditetapkan beberapa media,
analisis perbandingan atau korelasi, objeknya banyak atau sedikit dan sebagainya.
2.  Pencarian data pokok atau data primer, yaitu teks sendiri. Sebagai analisis kritis,
teks merupakan objek yang pokok, bahan terpokok. Pencarian dapat dilakukan
dengan menggunakan lembar formulir pengamatan tertentu yang sengaja dibuat
untuk keperluan pencarian data tersebut.
3. Pencarian pengetahuan kontekstual agar penelitian yang dilakukan tidak berada
di ruang hampa, tetapi terlihat kait - mengait dengan faktor - faktor lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A.  Teori yang Relevan

Pertumbuhan ekonomi dan penciptaan daya saing ekonomi suatu negara sangat
ditentukan oleh inovasi yang ada didalam negara tersebut. Pengembangan inovasi yang
dilakukan tentunya membutuhkan kolaborasi dengan pihak lain. Hal ini dilakukan agar
pengembangan inovasi yang dilakukan bisa berjalan lebih cepat dan memberikan
dampak atau konsekuensi yang capat pula. O’Flynn dan Wanna mengartikan kolaborasi
sebagai bekerja bersama atau bekerja sama dengan orang lain. Kata “collaboration” pada
awalnya digunakan pada abad kesembilan belas dalam perkembangan industrialisasi,
munculnya organisasi yang lebih kompleks, dan pembagian kerja dan tugas yang
meningkat. Kondisi tersebut merupakan norma dasar utilitarianisme, liberalisme sosial,
kolektivisme, saling membantu dan kemudin manajemen ilmiah dan teori organisasi
hubungan manusia. (O’Flynn dan John, 2008). Ansell dan Gash menjelaskan
collaborative governance adalah suatu pengaturan pemerintahan dimana satu atau lebih
lembaga publik secara langsung melibatkan para pemangku kepentingan
nonpemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal,
berorientasi pada konsensus, deliberatif yang bertujuan untuk membuat dan
menerapkan kebijakan publik serta mengelola program ataupun aset publik. (Afful-
Koomson dan Kwabena, 2013). Kemudian Ansell dan Gash (2007) menyebutkan adanya
6 (enam) kriteria yang penting dalam collaborative governance, antara lain:
1)  Forum; dimana forum diprakarsai oleh badan-badan publik atau lembaga.
2)  Peserta forum termasuk pelaku non negara (lembaga privat).
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3)  Peserta terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan serta tidak hanya
berkonsultasi dengan lembaga publik. Forum terjadi secara resmi, terorganisir,
dan bertemu secara kolektif.

4)  Forum memiliki tujuan untuk membuat keputusan dengan kesepakatan bersama
atau konsensus. Kebijakan berfokus pada kebijakan publik atau publik
manajemen.

Kemudian dalam penciptaan inovasi dimulai dengan adanya konsep helix.
Praswati (2017) mengatakan Konsep Helix didasarkan dalam gagasan bahwa inovasi
merupakan hasil interaktif yang melibatkan berbagai jenis aktor. Masing-masing aktor
berkontribusi sesuai fungsi kelembagaannya dimasyarakat. Model helix ini menetapkan
dan memformalkan peran yang tepat untuk setiap bidang dalam mendukung
pertumbuhan ekonomi melalui inovasi. Masyarakat yang semakin interaktif membuat
peran pengetahuan diberbagai bidang harus disertakan dalam proses pembuatan
inovasi.

Konsep Triple Helix ini kerap digunakan di negara-negara maju dalam
mensinergikan antara akademisi, bisnis dan pemerintah. Kemudian teori Triple Helix ini
dianggap sangat relevan dengan kondisi perkembangan pembangunan terutama sebagai
kerangka normatif antara peneliti untuk pemahaman interaksi antara aktor kunci dalam
inovasi sebuah sistem. Selain itu teori Triple Helix ini juga menjadi bagian dari upaya
strategi yang digunakan pemerintah maupun lembaga yang mengembangkan kreatifitas
dan inovasi dalam setiap gerak langkah serta kebijakan umumnya. Selanjutnya ketiga
unsur itu dalam pelaksanaanya akan sesuai dengan kapasitas masing-masing lembaga
(Hidayat 2021).

Etzkowitz dan Leydesdorff (1995) mengembangkan model Triple Helix yang
mengadopsi model inovasi spiral (versus linier tradisional) yang menangkap beberapa
hubungan timbal balik antara pengaturan kelembagaan (publik, swasta dan akademis)
pada tahap yang berbeda dalam kapitalisasi pengetahuan "(Viale dan Ghiglione, 1998).
Pendekatan baru interaksi ditandai oleh: i) peran kunci universitas sebagai produsen
pengetahuan utama; ii) misi strategis perusahaan dalam menghasilkan inovasi melalui
peningkatan proses organisasi dan penempatan produk dan layanan yang ada di
pasaran; Dan iii) peran penting pemerintah dalam mendukung pengembangan teknologi
berbasis sains dan dalam merumuskan kebijakan yang ditargetkan inovasi.

Penulis lain yaitu Supeni (2019) secara lebih sederhana mendefinisikan teori ini
sebagai sebuah metode pembangunan kebijakan berbasis inovasi yang mengungkapkan
Triple Helix sebagai aktor utama harus selalu bergerak melakukan sirkulasi untuk
membentuk knowledge spaces, ruang pengetahuan dimana ketiga aktor sudah memiliki
pemahaman & pengetahuan yang setara, yang akan mengarahkan ketiga aktor ini untuk
membentuk concensus space, ruang kesepakatan dimana ketiga aktor ini mulai
membuat kesepakatan dan komitmen atas suatu hal yang akhirnya akan mengarahkan
kepada terbentuknya innovation spaces, ruang yang dapat dikemas menjadi produk
kreatif bernilai ekonomis.
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The Triple Helix
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Gambar. 1 : Bagan Triple Helix

Sumber: Etzkowitz, H. The endless transition: A "triple helix"

Pelaksanaan inovasi yang dipayungi oleh hubungan antara swasta yang disini

berposisi sebagai agent of change adanya suatu kemajuan yang bersifat positif.
Pemerintah dan bisnis disebut dengan triple helix merupakan aktor yang menjadi
penggerak lahirnya suatu kemajuan dalam industri kecil, ide, kreatifitas dan iptek bagi
industri. Hubungan yang erat saling menunjang dan bersimbiosis mutualism antara
ketiganya dalam kaitannya dengan landasan dal pilar-pilar dalam pengembangan
industri yang menjadikan industri tumbuh kokoh dan berkesinambungan.

B.
1.

Penelitian Terdahulu

Intan Lukfia (2020): Sebuah Upaya Meningkatkan Kemandirian Anak
Berkebutuhan Khusus (Studi Implementasi Program CSR PT Pertamina (Persero)
Fuel Terminal Bandung Group), Hasil penelitiannya yaitu: menunjukan bahwa PT
Pertamina (Persero) Fuel Terminal Bandung Group dalam melaksanakan program
CSR Sekolah dreamable di Kecamatan Bojongsoang, Bandung menggunakan pola
strategi program kombinasi yaitu memadukan pola program sentralistik dan
desentralistik. Dimana dalam perencananan, penentuan dan pelaksanaan program
melibatkan partisipasi dari berbagai stakeholder. Adapun bentuk pelaksanaan CSR
yang telah dijalankan oleh PT Pertamina (Persero) Fuel Terminal Bandung Group
tidak hanya berupa Charity seperti pemberian buku dan pelengkapan sekolah
tetapi juga Filantrophy seperti pembangunan sekolah dan pengadaan Mobil
Homecare, dan community development melalui peningkatan kapasitas Guru dan
ABK.

Zukhruf Arifin (2020): Mewujudkan Kesejahteraan Petani: Studi Implementasi
Program CSR PT. Pertamina (Persero) Fuel Terminal Rewulu Terhadap
Kesejahteraan Petani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi
program CSR telah terlaksana dengan mencapai beberapa indikator keberhasilan
pemberdayaan masyarakat. Melalui implementasi atau tahapan realisasi yang
sesuai dengan pemberdayaan masyarakat. Namun perlunya adanya perbaikan
dalam sosialisasi dan pemasaran produk sehingga dikenal lebih banyak
masyarakat.

Dina., Dkk (2018): Pengaruh Penerapan Strategi Csr (Corporate Social
Responsibility) Dalam Meningkatkan Citra Perusahaan Pada PT. Pertamina
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(Persero) Tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan implementasi program CSR
telah terlaksana dengan mencapai beberapa indikator keberhasilan
pemberdayaan masyarakat. Melalui implementasi atau tahapan realisasi yang
sesuai dengan pemberdayaan masyarakat. Namun perlunya adanya perbaikan
dalam sosialisasi dan pemasaran produk sehingga dikenal lebih banyak
masyarakat.

4. Taufinal,, Dkk (2018): Rehabilitasi Terumbu Karang Melalui Kolaborasi Terumbu
Buatan Dan Transplantasi Karang Di Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota
Padang: Kajian Deskriptif Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (Csr) PT.
Pertamina (Persero) Marketing Operation Region (Mor) I - Terminal Bahan Bakar
Minyak (TBBM) Teluk Kabung. Hasil penelitian menyatakan bila program
rehabilitasi terumbu karang melalui kolaborasi terumbu buatan dan transplantasi
karang di Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang berhasil dilakukan
dengan baik sebagai upaya menjaga kelangsungan ekosistem laut di sekitar
terumbu karang.

5. Rahadiyan Aditya (2019): Analisis Penta Helix dalam Melihat Keberlanjutan
Program CSR Patratura Tahun 2017 di PT Pertamina RU III Plaju. Hasil penelitian
menunjukan bahwa perusahaan memerlukan beberapa perbaikan agar program
dapat berjalan dengan baik. Peran Perusahaan sebagai inisiator dan peran
pemerintah sebagai pendukung kegiatan sudah berjalan dengan baik, akan tetapi
peran akademisi sebagai konseptor, peran Community atau komuintas sebagai
jaring pengaman keberlanjutan program dan peran media sebagai katalisator
perlu diperhatikan.

6. Zukhruf Arifin (2020): Mewujudkan kesejahteraan petani: Studi implementasi
program CSR PT. Pertamina (persero) Fuel Terminal Rewulu terhadap
kesejahteraan petani. Hasil penelitian ini yaitu; Implementasi program csr telah
terlaksana dengan Mencapai beberapa indikator keberhasilan pemberdayaan
Masyarakat. Melalui implementasi atau tahapan realisasi yang Sesuai dengan
pemberdayaan masyarakat. Namun perlunya Adanya perbaikan dalam sosialisasi
dan pemasaran produk Sehingga dikenal lebih banyak masyarakat.

7. Nana., Dkk (2019): Pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan triple helix
untuk pengembangan kompetensi wirausaha masyarakat desa mandiri energi.
Hasil penelitian menyebutkan bahwa Peran masyarakat dalam upaya rehabilitasi
kerusakan pesisir terkait ekosistem mengrove sudah relatif bagus. Pada umumnya
mereka sadar bahwa kerusakan yang terjadi perlu segera ditanggulangi, karena
kerusakan terhadap ekosistem mangrove dapat mengakibatkan degradasi
lingkungan yang berdampak pada penurunan kualitas hidup mereka. Masyarakat
memiliki peranan penting dalam pengelolaan dan perbaikan kualitas pesisir di
kota semarang. Hal tersebut terjadi karena masyarakat setiap hari berinteraksi
dengan lingkungan, sehingga pengelolaannya akan lebih efektif dan efisien. Selain
itu, selanjutnya, pengelolaan lingkungan pesisir berkelanjutan memerlukan
kelembagaan partisipatif yang melibatkan berbagai pihak dengan menjadikan
masyarakat sebagai subjek utama. Kegiatan tersebut membutuhkan koordinasi
dari pemerintah kota semarang melalui instansi yang mempunyai kewenangan,
sehingga dapat memberikan dampak yang lebih baik bagi kelestarian kawasan
pesisir secara menyeluruh.

8. Miftah., Dkk (2019): Relasi bonding dalam masyarakat binaan csr (studi deskriptif
interpretif relasi sosial masyarakat binaan csr pt pertamina ru Il sungai pakning di
kabupaten bengkalis) (bonding relations in the community built by csr). Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa relasi bonding terdapat dalam pola-pola relasi
dalam masyarakat binaan yang menunjukkan bahwa ikatan intra kelompok
penting untuk diperhatikan guna menjaga kekompakan kelompok. Hasil ini
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menunjukkan bahwa bentuk relasi sosial bonding memiliki dampak yang penting
terhadap pelaksanaan csr di suatu perusahaan. Relasi ini penting untuk dijaga
melalui kegiatan komunikasi dialogis yang bertujuan untuk pembangunan yang
dilakukan melalui cara-cara yang lebih intensif, terbuka dan partisipatif guna
melahirkan relasi sosial yang sehat dan berkelanjutan.

0. Utami., Dkk (2019): Pemberdayaan Masyarakat dengan Pendekatan Triple Helix
untuk Pengembangan Kompetensi Wirausaha Masyarakat Desa Mandiri Energi:
hasil penelitian ini adalah Gagasan utama Triple Helix adalah tentang kekuatan
antara akademisi, bisnis, dan pemerintah. Etzkowitz (2003) menyusun Model
Triple Helix sebagai relasi antara universitas, industri, dan pemerintah dengan
tujuan untuk menjelaskan peningkatan interaksi antara ketiga atmosfer tersebut.
Sebelum suatu program pemberdayaan diimplementasikan, perlu dipahami
terlebih dulu dasar dari konsep pemberdayaan (empowerment) itu sendiri, yaitu
power atau kekuasaan.

10. Resa., Dkk (2020): Model Pentahelix Dalam Mengembangkan Potensi Wisata di
Kota Pekanbaru. Hasil Penelitian ini membuktikan bahwa potensi wisata di Kota
Pekanbaru dapat berkembang dengan pesat apabila seluruh stakeholder
berkolaborasi dengan baik dilihat dari korelasi antar unsur model pentahelix.

C. Pembahasan

Pertamina sebagai salah satu perusahaan BUMN memiliki berbagai inisiatif CSR
khususnya pada empat isu yaitu Pertamina Cerdas, Pertamina Sehati, Pertamina
Berdikari dan Pertamina Hijau (Dewi & Rosilawati, 2020). Dilihat dari segi lingkungan
dan koservasi sumber daya alam, program CSR Pertamina Hijau adalah program
konservasi lingkungan yang berfokus kepada pelestarian mangrove. Salah satu unit PT.
Pertamina yang melaksanakan program Pertamina Hijau adalah PT. Pertamina RU II
Sungai Pakning melalui program Konservasi dan Revitalisasi Kawasan Mangrove
Permata Hijau yang berlokasi di Desa Pangkalan Jambi, Kecamatan Bukit Batu,
Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Selain Program Permata Hijau, PT Pertamina RU II
Sungai Pakning memiliki dua program lainnya yaitu Kampung Gambut Berdikari dan
Pasmantap yang disusun menjadi 3 kluster besar program. Ketiga program ini
dilaksanakan di 12 Desa yang terbagi dalam 3 Kecamatan yakni Kecamatan Bukit Batu,
Kecamatan Siak Kecil dan Kecamatan Bandar Laksamana (“Pertamina RU II Sungai
Pakning Paparkan Program CSR Pada Audiensi Forum CSR Bersama Bupati Bengkalis,”
2021).

Program Konservasi dan Revitalisasi Mangrove Permata Hijau ini berbeda dengan
program CSR perusahaan lain karena dilatarbelakangi isu yang berdampak secara
langsung bagi kehidupan masyarakat. Fokus dalam Program Konservasi dan Revitalisasi
Permata Hijau diwujudkan dengan kegiatan konservasi lingkungan, yaitu kawasan
mangrove yang semakin memburuk dan lahan yang terdegradasi. Program ini juga
memiliki kegiatan lain seperti budidaya ikan nila air payau dan pengolahan produk guna
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dikutip dalam Dewi & Rosilawati,
(2020) Program Konservasi dan Revitalisasi Permata Hijau juga merupakan program
pelestarian lingkungan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat yaitu
infrastructure, capacity building dan community empowerment. Corporate Social
Responsibility (CSR) yang telah disampaikan Rudito dan Famiola, (2013) dalam (Dewi &
Rosilawati, 2020) memberikan penjelasan bahwa CSR membuat perusahaan dapat
berinteraksi dan beradaptasi dengan komunitas lokal untuk mendapatkan relasi dan
keuntungan sosial. Dalam hal ini, PT Pertamina RU II Sungai Pakning memerlukan
penerimaan masyarakat sekitar yang terkena dampak operasional perusahaan. Dampak
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yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaan dapat merugikan masyarakat mulai dari
polusi, limbabh, serta infrastruktur. Oleh karena itu, program CSR merupakan jalan untuk
mendapatkan social licence to operate atau lisensi sosial agar bisa tetap beroperasi
dengan lancar dan tetap memiliki relasi yang baik dengan masyarakat setempat.

Program ini melibatkan kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam
menggagas rancangan kegiatan program sesuai dengan kebutuhan mereka. Atas dasar
kebutuhan masyarakat terkait penyelesaian isu abrasi dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat, PT Pertamina RU II Sungai Pakning melaksanakan Program Konservasi dan
Revitalisasi Mangrove Permata Hijau dengan Kelompok Harapan Bersama sebagai
penerima manfaat dan terdapat tiga kelompok kerja (Pokja) dalam kelompok tersebut
yaitu Pokja Mangrove, Pokja Budidaya Ikan, serta Pokja Pengolahan. Pada
pelaksanaannya, program CSR harus sesuai dengan pedoman atau acuan yang mereka
buat pada saat rapat panitia. Pembuatan pedoman ini tentunya merupakan langkah yang
tepat karena dapat menjadi petunjuk saat pelaksanaan Program Konservasi dan
Revitalisasi Mangrove Permata Hijau. Sebelum implementasi, program ini membentuk
kelompok binaan CSR yaitu Kelompok Harapan Bersama. Kelompok Nelayan Harapan
Bersama telah terbentuk pada tahun 2004, namun pada saat itu kelompok hanya
merupakan sebuah paguyuban nelayan dan belum memiliki pengetahuan mengenai
pelestarian ekosistem laut. Kelompok Nelayan Harapan Bersama akhirnya menjadi
kelompok binaan CSR PT Pertamina RU II Sungai Pakning pada tahun 2017 dengan
terbentuknya 3 unit kelompok kerja beranggotakan 41 orang masyarakat desa
Pangkalan Jambi.

Program kegiatan yang dilaksanakan dalam Program Konservasi dan Revitalisasi
Mangrove Permata Hijau ini berupa konservasi dan revitalisasi kawasan Mangrove,
budidaya ikan nila air payau, serta pengolahan produk yang sesuai dengan kepentingan
masyarakat nelayan melayu untuk menjaga ekosistem laut. Implementasi program
dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, pembangunan infrastruktur serta bantuan
keperluan program. Triple helix merupakan konsep kolaborasi yang mendukung dalam
pembangunan maupun pelaksanaan program melalui hubungan dua arah antara
government, business, dan academia. Peran government memiliki porsi yang lebih besar
untuk mempersiapkan payung regulasi dalam perencanaan sektoral yang akan
dilaksanakan oleh business dan academia.

Implementasi kolaborasi ini dapat terlihat dari peran masing-masing stakeholder
sesuai dengan batasan masing-masing. Government dapat membuat kebijakan tentang
pembangunan wisata bahari, serta kebijakan tentang sumbangan pihak ketiga dalam
pembangunan dalam bentuk peraturan daerah. Melalui kebijakan tersebut, business
mendapatkan legalisasi peran dalam bentuk program Corporate Social Responsibility
(CSR). CSR yang dilakukan oleh business tidak hanya terpaku pada program charity,
namun juga empowerment untuk menjaga nilai keberlanjutan seperti program Permata
Hijau yang dilakukan oleh Pertamina, namun karena keterbatasan dari Pertamina
(bisnis) dalam menyediakan fasilitator yang akan memberdayakan masyarakat,
diperlukan peran dari academia untuk menjadi pendamping pelaksanaan pemberdayaan
tersebut. Government berperan dalam menyediakan kerangka regulasi (RPJM dan
Perda); business memberikan bantuan finansial dalam program CSR; sedangkan
academia menyusun master plan pemberdayaan sekaligus menjadi fasilitator dalam
lingkup kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Kontribusi perusahaan dalam membangun masyarakat diwujudkan melalui
program Corporate Social Responsibility yang dikenal dengan program CSR. Konsep CSR
dipengaruhi oleh pemikiran bahwa keberadaan perusahaan bergantung pada kehidupan
lingkungan dan masyarakat di mana perusahaan tersebut hidup dan disesuaikan dengan
permasalahan yang ada disekitar lokasi perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab
kepada stakeholders dan lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini, perusahaan tidak hanya
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memiliki kewajiban untuk melakukan program tanggung jawab kepada masyarakat,
namun untuk memastikan dampak dan manfaat yang didapatkan masyarakat melalui
program itu berkelanjutan (sustainability). Pelaksanaan program CSR juga
meningkatkan hubungan perusahaan dengan masyarakat sekitar, atau dikenal melalui
praktik hubungan komunitas atau biasa disebut dengan community relations. Komunitas
dipahami sebagai sekelompok orang yang memiliki kepentingan dan terkait dengan
keberadaan perusahaan, serta secara geografis berada di wilayah sekitar perusahaan
Grunig dan Hunt dalam Dewi (2020). Aktivitas perusahaan terutama pengelola sumber
daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti minyak bumi dan gas serta
pertambangan memiliki dampak lingkungan yang besar seperti limbah, polusi, rusaknya
infrastruktur umum, hingga kebisingan yang diakibatkan oleh aktivitas mesin.
Hubungan antara perusahaan dan masyarakat berperan dalam pertahanan lingkungan
yang mana baik perusahaan dan komunitas dapat bekerja sama dalam pelestarian
lingkungan, di sisi lain dapat menjaga relasi antara kedua belah pihak.

1. Government (Pemerintah)

Pemerintah selaku pembuat kebijakan tentunya tidak bisa mengembangkan
potensi masyarakat baik dalam sumber daya manusia maupun sumber daya alam tanpa
bantuan maupun dukungan dari pihak lainnya, bersinergi untuk mencapai hingga titik
paling ujung sebuah daerah. Hal ini yang dilakukan oleh PT Pertamina dengan
melakukan Kkerjasama dengan pemerintah, khususnya pemerintah desa yang
bersinggungan langsung dengan aktifitas masyarakat lokal dalam melaksanakan
program pemberdayaan.

Beberapa hal yang melatar belakangi tuntutan pada pemerintah agar mampu
mendukung sinergitas antar aktor dalam mengembangkan potensi daerah adalah; 1)
ketidakmapanan sebagian besar masyarakat terhadap pembangunan kehidupan pribadi,
keluarga, da masyarakat dalam era globalisasi; 2) IPTEK perguruan tinggi belum secara
sengaja ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat desa atau kelurahan; 3) potensi
masyarakat maupun sumberdaya alam lingkungannya beum termanfaatkn dengan baik
dan arif; serta 4) penatakelolaan fisik kewilayahan yang belum proporsional dan
professional (Dimyati, 2018).

2. Business (Perusahaan)

Program CSR Pertamina Hijau merupakan program konservasi lingkungan yang
berfokus kepada pelestarian mangrove. Program ini merupakan program pusat yang
dilaksanakan oleh seluruh unit operasi dan anak perusahaan PT. Pertamina. Fokus
dalam Program Konservasi dan Revitalisasi Permata Hijau diwujudkan dengan kegiatan
konservasi lingkungan, yaitu kawasan mangrove yang semakin memburuk dan lahan
yang terdegradasi. Program ini juga memiliki kegiatan lain seperti budidaya ikan nila air
payau dan pengolahan produk guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Program Konservasi dan Revitalisasi Permata Hijau juga merupakan program
pelestarian lingkungan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat yaitu
infrastructure, capacity building dan community empowerment. Pihak perusahaan
menggunakan kearifan lokal ini sebagai salah satu media untuk bisa masuk dan
berkomunikasi dengan kelompok masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih terbuka
untuk menerima program Konservasi dan Revitalisasi Mangrove Permata Hijau.
Program kegiatan yang dilaksanakan dalam Program Konservasi dan Revitalisasi
Mangrove Permata Hijau ini berupa konservasi dan revitalisasi kawasan Mangrove,
budidaya ikan nila air payau, serta pengolahan produk yang sesuai dengan kepentingan
masyarakat nelayan melayu untuk menjaga ekosistem laut. Implementasi program
dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, pembangunan infrastruktur serta bantuan
keperluan program.
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Tata Kelola Ekosistem Gambut Berkelanjutan Berbasis Masyarakat

CSR PT Pertamina menggunakan 11 aspek Indeks Kepuasan Masyarakat yaitu
Sosialisasi Program, Perencanaan Program, Proses Pelaksanaan Program, Kesesuaian
Biaya Program, Jadwal Pelaksanaan Program, Sarana dan Prasarana Program, Fasilitator
Program, Pemanfaatan Program, Dampak Ekonomi Program, Dampak Sosial Program,
dan Dampak Lingkungan Program. Agar program ini berjalan dengan lancar sebagai
upaya pelestarian lingkungan, maupun dalam peningkatan kapasitas masyarakat
mengelola lingkungan dan meningkatkan Kkesejahteraan ekonomi masyarakat
dibutuhkan komunikasi serta hubungan yang baik antara perusahaan dan stakeholders
yang terlibat (masyarakat lokal, tokoh-tokoh masyarakat, LSM dan pemerintah lokal).

3. Academica (Akademisi)

Pelaksanaan pendampingan yang dilakukan oleh academia di Indonesia terlihat
dari implementasi salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu Pengabdian kepada
Masyarakat. Akan tetapi, peran tersebut belum maksimal dilakukan karena belum
banyak kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bentuk kolaborasi
tersebut. Salah satu upaya pemerintah dalam “mengkondisikan” adanya peran itu adalah
melalui panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu program
yang sangat bermanfaat untuk mewujudkan hal itu yakni program research grant PT
Pertamina sungai pakning yang bekerjasama dengan perguruan tinggi, menyampaikan
maksud program CSR melalui strategi pengembangan sumber daya manusia oleh
Mahasiswa maupun Dosen- Dosen peneliti sesuai keilmuan terkait.

PT Pertamina RU II Sungai Pakning memerlukan penerimaan masyarakat sekitar
yang terkena dampak operasional perusahaan. Dampak yang diakibatkan oleh aktivitas
perusahaan dapat merugikan masyarakat mulai dari polusi, limbah, serta infrastruktur.
Oleh karena itu, program CSR merupakan jalan untuk mendapatkan social licence to
operate atau lisensi sosial agar bisa tetap beroperasi dengan lancar dan tetap memiliki
relasi yang baik dengan masyarakat setempat. Selain itu, program CSR PT Pertamina RU
II Sungai Pakning juga memfokuskan ke peningkatan kesejahteraan masyarakat yang
mana sesuai dengan konsep Triple Bottom Line (TBL). Terdapat berbagai interaksi yang
harus dilakukan PT Pertamina dengan masyarakat karena Program Konservasi dan
Revitalisasi Mangrove Permata Hijau dengan Kelompok Harapan Bersama sebagai
penerima manfaat dan terdapat tiga kelompok kerja (Pokja) dalam kelompok tersebut
yaitu Pokja Mangrove, Pokja Budidaya Ikan, serta Pokja Pengolahan. Sehingga
membutuhkan peran akademisi sebagai perpanjangan tangan baik dari segi riset dan
pengembangan maupun menciptakan gagasan inovasi berkelanjutan.

KESIMPULAN

Setelah melihat dari ketiga indikator triple helix yaitu, adanya kolaborasi antar
pemerintah, perusahaan, dan akademisi menghasilkan bahwa dibutuhkan aksi nyata
untuk turun langsung ke lapangan dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang
betapa pentingnya menjalankan atau ikut serta dalam program pemberdayaan secara
berkelanjutan, sehingga anggaran yang telah ditetapkan dapat menghasilkan output
yang dapat dikembangkan dan mengatasi permasalahan yang lainnya. Penelitian ini
diharapkan dapat membuka peluang pada pelaksanaan program permata hijau agar
meningkatkan kolaborasi dengan model penta helix, dimana terdapat 2 stakeholder
tambahan yaitu, media dan masyarakat. karena, masyarakat merupakan sasaran dari
sebuah p